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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diaplikasikan 
oleh UMKM di wilayah Sumatera Utara.  UMKM sebagai salah satu fundamen 
perekonomian Indonesia, memiliki peranan yang sangat tinggi sehingga haruslah 
memiliki strategi pemasaran yang mumpuni untuk meningkatkan daya saingnya.  
Dengan analisis SWOT yang dilakukan pada 65 pelaku umkm di wilayah 
Sumatera Utara, sampel yang diambil merupakan umkm yang mencirikan 
kekhasan Sumatera Utara. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan 
pengumpulan data diperoleh dari penyebaran angket dan daftar pertanyaan 
terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum UMKM belum 
mengaplikasikan manajemen pemasaran, namun hanya berdasarkan pemahaman 
dan pengetahuan yang dimiliki saja.  Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, 
diperoleh strategi manajemen pemasaran yang dapat diimplementasikan, yaitu 
Strategi S-O, meliputi memberikan inovasi produk yang memperkuat posisi, 
membentuk citra merk sendiri tanpa mendompleng merk lain. Strategi W-O, 
meliputi memperkenalkan keluar daerah dengan teknologi informasi, 
memperpanjang daur hidup produk dengan melakukan diferensiasi, mencari 
sistem pemasaran selain sistem konsinyasi. Strategi S-T, yaitu memperkuat/ 
menonjolkan ciri khas kedaerahan. Strategi W-T, membuat kemasan yang inovatif 
dengan merk khas, memperkenalkan wilayah usaha dengan kluster produk.  
Kata kunci: manajemen pemasaran, SWOT, strategi 
Latar Belakang 
Usaha kecil dan menengah 
merupakan salah satu kekuatan 
pendorong terdepan dan pem-
bangunan ekonomi. Gerak sektor 
UMKM amat vital untuk men-
ciptakan pertumbuhan dan lapangan 
pekerjaan. UMKM cukup fleksibel 
dan dapat dengan mudah beradaptasi 
dengan pasang surut dan arah 
permintaan pasar. Mereka juga 
menciptakan lapangan pekerjaan 
lebih cepat dibandingkan sektor 
usaha lainnya, dan mereka juga 
cukup terdiversifikasi dan 
memberikan kontribusi penting 
dalam ekspor dan perdagangan. 
(World Bank, 2005)  Hal ini 
merupakan alasan untuk menjadikan 
UMKM sebagai aspek penting dalam 
pembangunan ekonomi, di mana 
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dalam haluan negara telah 
digambarkan secara jelas bahwa 
peran ekonomi kerakyatan berbasis 
UMKM.  Keadaan ini semakin 
memperkuat peranan dan dukungan 
yang harus diberikan terhadap 
perkembangan UMKM.   
UMKM merupakan salah satu 
bentuk pemberdayaan masyarakat. 
Sebagaimana pernyataan Priyono 
yang dikutip oleh Jaka Sriyana, 
2010, pemberdayaan masyarakat 
adalah sebuah konsep pembangunan 
ekonomi yang merangkum nilai-nilai 
sosial, di mana dalam upaya 
memberdayakan masyarakat, dapat 
dilihat dari tiga sisi. Pertama adalah 
menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang (enabling), dengan titik 
tolaknya adalah pengenalan bahwa 
setiap manusia, setiap masyarakat, 
memiliki potensi yang dapat 
dikembangkan, dengan daya upaya 
yang dapat diusahakan.  Pember-
dayaan adalah upaya untuk 
membangun daya itu, dengan 
mendorong memotivasikan dan 
membangkitkan kesadaran akan 
potensi yang dimilikinya serta 
berupaya untuk mengembangkannya.  
Kedua, memperkuat potensi atau 
daya yang dimiliki oleh masyarakat 
(empowering), yang meliputi 
langkah-langkah nyata, dan 
menyangkut penyediaan berbagai 
masukan/ sumber daya, serta 
pembukaan akses pada berbagai 
peluang yang akan membuat 
masyarakat menjadi makin berdaya. 
Untuk itu, perlu ada program khusus 
bagi masyarakat yang kurang 
berdaya, karena program-program 
umum yang berlaku untuk semua, 
tidak selalu dapat menyentuh lapisan 
masyarakat ini. Ketiga, memberda-
yakan juga mengandung arti 
melindungi. Dalam proses 
pemberdayaan, harus dicegah yang 
lemah menjadi bertambah lemah, 
oleh karena kekurangberdayaan 
dalam menghadapi yang kuat. 
Melindungi tidak berarti mengisolasi 
atau menutupi dari interaksi, namun 
dapat dilihat sebagai upaya untuk 
mencegah terjadinya persaingan 
yang tidak seimbang dan eksploitasi 
yang kuat atas yang lemah.  
Pemberdayaan masyarakat 
bukan membuat masyarakat menjadi 
makin tergantung pada berbagai 
program pemberian (charity) karena 
pada dasarnya setiap apa yang 
dinikmati, harus dihasilkan atas 
usaha sendiri (yang hasilnya dapat 
dipertukarkan dengan pihak lain). 
Maka, tujuan akhirnya adalah 
memandirikan masyarakat dan 
membangun kemampuan untuk 
memajukan diri ke arah kehidupan 
yang lebih baik secara berke-
sinambungan. Pemberdayaan eko-
nomi rakyat adalah tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat, terutama 
mereka yang lebih maju, karena 
terlebih dahulu telah memperoleh 
kesempatan bahkan mungkin 
memperoleh fasilitas yang tidak 
diperoleh kelompok masyarakat lain.  
Dalam sebuah penelitian yang 
dimuat dalam Jurnal Pengkajian 
Koperasi Dan UMKM Nomor 1 
 Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754  
[128] 
 
Tahun I (2006), dinyatakan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
usaha kecil dan menengah di 
Provinsi Sumatera Utara meliputi: 
pengadaan bahan baku, peningkatan 
skill tenaga kerja, stabilitas harga 
aset, jumlah produksi dan lama 
berusaha.  Mengingat begitu 
pentingnya peranan dan pengaruh 
sektor basis (ekspor) terhadap 
pembangunan wilayah, maka untuk 
meningkatkan pengembangan usaha 
kecil dan menengah di Provinsi 
Sumatera Utara, perlu perhatian 
pihak dan instansi terkait dalam hal 
penyediaan dana dan bantuan 
permodalan atau kredit dengan syarat 
tingkat bunga yang relatif rendah.  
Lebih lanjut dinyatakan bahwa 
perlunya ditingkatkan pemberian 
latihan dan penyuluhan terhadap 
pengusaha dan pengrajin usaha kecil 
dan menengah baik secara langsung 
maupun tidak langsung terutama 
yang berkenaan dengan pengelolaan 
perusahaan, pemasaran dan kualitas 
produk yang dihasilkan, serta 
melakukan kerjasama dalam pola 
hubungan bapak angkat guna 
menampung dan mencarikan peluang 
besar serta menyalurkan produk-
produk usaha kecil dan menengah 
tersebut.  
Melihat banyaknya jenis usaha 
kecil, maka untuk pengembangannya 
perlu dilakukan secara selektif 
berdasarkan keunggulan komparatif 
wilayah yang tergolong kepada 
sektor basis yaitu jenis usaha yang 
lebih banyak memberikan 
sumbangan pendapatan terhadap 
pengembangan wilayah Provinsi 
Sumatera Utara, dalam hal ini perlu 
disarankan untuk membenahi dan 
meningkatkan sarana dan prasarana 
serta mengembangkan sentra-sentra 
UMKM di Provinsi Sumatera Utara.  
Di samping itu perlu didirikan suatu 
pasar khusus untuk menampung 
hasil-hasil komoditi UMKM di 
Provinsi Sumatera Utara agar 
pemasaran hasil-hasil UMKM 
tersebut dapat segera diketahui dan 
dikenal oleh masyarakat setempat 
dan masyarakat luar.  
Sujadi, Edi Priyono,  dan 
Fereshti (2008), menyatakan bahwa 
membangun sinergi pengembangan 
produk adalah untuk mewujudkan 
usaha pemasaran hasil perkayuan, 
terutama dari klaster UMKM yang 
tangguh, berdaya saing dan 
berkelanjutan untuk kesejahteraan. 
Tangguh dalam arti bahwa produk 
hasil perkayuan unggul di 
persaingan. Berdaya saing berarti 
produk hasil perkayuan dilaksanakan 
dengan mengintegrasikan komponen 
inti pemasaran yaitu product, price, 
place, dan promotion. Berkelanjutan 
berarti produk hasil perkayuan lebih 
berorientasi jangka panjang. Untuk 
mencapai tujuan dari membangun 
sinergi pengembangan produk hasil 
perkayuan, maka hal yang harus 
dilaksanakan antara lain: 
1. Memfasilitasi berkembangnya 
pasar domestik dan internasional 
2. Memfasilitasi dan mendorong 
tumbuhkembangnya usaha di 
bidang pemasaran 
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3. Memfasilitasi pengembangan 
infrastruktur (sarana - prasarana) 
pemasaran. 
4. Pengembangan sistim informasi 
pasar melalui peningkatan 
kemampuan market intelligent. 
5. Memfasilitasi promosi dan 
membangun brand image 
produk. 
6. Meningkatkan kemampuan 
diplomasi dan negosiasi dalam 
pemasaran.  
Arief Rahmana, Yani Iriani, 
dan Rienna Oktarina, 2012, dalam 
penelitiannya menemukan bahwa 
hasil analisis matrik SWOT dengan 
analisis model kuantitatif untuk 
mendapatkan perumusan yang 
efektif, yaitu strategi ST yaitu 
strategi strategi menggunakan 
kekuatan (strength) untuk mengatasi 
ancaman (threat), maka 
implementasi strategi ST adalah (1) 
meningkatkan kualitas produk 
melalui peningkatan kualitas proses 
dengan memanfaatkan (a) 
penggunaan teknologi canggih, (b) 
kemampuan karyawan UMKM 
dalam membuat produk presisi, (c) 
pengembangan program-program 
quality improvement, seperti program 
Gugus Kendali Mutu, dan (d) 
pengembangan Sistem Manajemen 
Mutu berbasis ISO, dan (2) membina 
kerja sama yang intensif dengan para 
supplier untuk memperoleh pasokan 
bahan baku yang secara kuantitas 
dan kualitas sangat memadai.  
Berdasarkan diagram kartesius 
SWOT yang telah dipetakan, maka 
diperoleh hasil bahwa UMKM 
berada pada kuadran IV dengan 
strategi diversifikasi. Implementasi 
strategi diversifikasi ini caranya 
adalah UMKM melakukan 
diversifikasi produk-produk presisi 
dengan menggunakan teknologi 
CNC, CAD, dan CAM untuk spare 
part mesin-mesin industri besar 
dengan kualitas yang tidak kalah 
bersaing dengan produk-produk 
impor. Berdasarkan analisis 
kombinasi strategi kuantitatif 
diperoleh hasil bahwa prioritas 
strategi yang sebaiknya diterapkan 
oleh UMKM adalah strategi ST, 
yaitu strategi strategi menggunakan 
kekuatan (strength) untuk mengatasi 
ancaman (threat). Implementasi 
strategi ini adalah dengan 
meningkatkan kualitas produk 
melalui peningkatan kualitas proses 
dan membina kerja sama yang 
intensif dengan para supplier untuk 
memperoleh pasokan bahan baku 
yang secara kuantitas dan kualitas 
sangat memadai bagi UMKM.  
Hasil penelitian Meike 
Supranoto, 2009, menemukan bahwa 
secara umum hasil pengujian model 
yang diterapkan pada industri 
pakaian jadi skala kecil dan 
menengah di Semarang 
menunjukkan bahwa keunggulan 
bersaing dapat dicapai melalui 
orientasi pasar, inovasi, dan orientasi 
kewirausahaan, dimana keunggulan 
bersaing yang dihasilkan perusahaan 
dapat meningkatkan kinerja 
pemasaran.  
Manajemen sebagai salah satu 
fungsi perusahaan, perlu dikaji 
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dengan baik, dengan tujuan untuk 
meningkatkan daya saing.  Salah  
satu fungsi manajemen perusahaan 
adalah manajemen pemasaran, di 
mana selama ini UMKM tidak 
mengaplikasikan manajemen 
pemasaran dalam menjalankan 
usahanya.  Mengacu pada penelitian 
terdahulu yang sudah dilakukan, 
maka perlu untuk mengkaji lebih 
lanjut tentang manajemen pamasaran 
yang dilakukan oleh pelaku UMKM, 
sehingga dapat melakukan analisis 
SWOT untuk merumuskan strategi 
yang dapat digunakan nantinya. 
Penelitian ini bertujuan melakukan 
analisis SWOT dalam aspek manaje-
men pemasaran yang dilakukan 
UMKM, kemudian merumuskan 
strategi yang dapat diimplemen-
tasikan. 
 
Metode  
Penelitian ini dilakukan dengan 
metode deskriptif, karena dilakukan 
dengan mendiskripsikan dan 
mengidentifikasi unsur kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman 
yang dihadapi UMKM.  Sampel 
diambil dari UMKM dengan jenis-
jenis usaha sebagai berikut: Makanan 
ringan sebanyak 10 usaha, Sandal  
dan sepatu sebanyak 10 usaha, 
Konveksi dan bordir  sebanyak 10 
usaha, Kerajinan rotan dan bambu 
sebanyak 10, Songket, ulos dan 
batik, sebanyak 5, Tas, sebanyak 10 
usaha, dan Meubel, sebanyak 10 
usaha 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah secara deskriptif dengan 
menggambarkan/ memetakan/ meng-
identifikasi kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman yang dihadapi 
UMKM dan menganalisis matriks 
SWOT. 
 
Hasil  Dan Pembahasan 
Secara umum UMKM tidak 
mengaplikasikan sistem dan mana-
jemen pemasaran secara khusus, 
karena rendahnya pengetahuan yang 
mereka miliki.  Pemasaran dilakukan 
dengan metode konvensional yang 
hanya memajang produk di toko 
yang mereka miliki dan sesekali 
mengikuti pameran yang 
diselenggarakan oleh dinas maupun 
instansi yang membina UMKM 
bersangkutan. Pembinaan yang 
dilakukan tidak merata pada semua 
UMKM, karena masih banyak 
UMKM yang tidak mau membuka 
diri serta kurangnya informasi yang 
mereka dapatkan. Dari manajemen 
pemasaran UMKM, dapat 
dirumuskan matriks SWOT. 
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INTERNAL 
 
 
 
EKSTERNAL 
 
Kekuatan 
1. Memiliki segmentasi 
dan target tersendiri 
2. Sudah memiliki 
pelanggan sendiri 
3. Memiliki harga 
bersaing 
4. Distribusi yang simpel 
5. Mudah ditemukan 
pada wilayah sekitar 
UMKM 
6. Promosi efektif dari 
mulut ke mulut 
7. Armada penjualan 
yang cukup banyak 
dan menjangkau 
daerah terpencil 
 
 
Kelemahan 
1. Wilayah pemasaran 
yang terbatas 
2. Kurang  mengenal 
teknologi informasi 
untuk pemasaran 
3. Kurang melakukan 
inovasi/ inovasi 
berkesan seadanya 
4. Pengemasan yang 
cenderung 
sederhana 
5. Tidak 
memperhatikan daur 
hidup produk 
6. Tidak membuat 
merek tersendiri 
7. Sistem konsinyasi 
cukup merugikan 
ketika produk tidak 
laku dijual 
8. Perputaran modal 
terhambat sistem 
konsinyasi 
Peluang 
1. Sudah dikenal masyarakat 
sebagai produk khas daerah 
tertentu 
2. Teknologi informasi yang 
semakin terbuka memberikan 
peluang pemasaran yang 
lebih luas 
3. Diferensiasi memungkinkan 
konsumen memiliki beberapa 
pilihan 
1. Memberikan inovasi 
produk yang 
memperkuat posisi 
2. Membentuk citra 
merk sendiri tanpa 
mendompleng merk 
lain 
 
1. Memperkenalkan 
keluar daerah dengan 
teknologi informasi 
2. Memperpanjang daur 
hidup produk dengan 
melakukan 
diferensiasi 
3. Mencari sistem 
pemasaran selain 
sistem konsinyasi 
Ancaman 
1. Wilayah lain membuat 
produk serupa 
2. Kurang bisa bersaing dengan 
produk dari wilayah lain 
3. Memakai merk dagang 
produk luar negeri, 
berdampak pada nama baik 
dan ketidakpercayaan diri 
1. Memperkuat/ 
menonjolkan ciri 
khas kedaerahan 
1. Membuat kemasan 
yang inovatif dengan 
merk khas 
2. Memperkenalkan 
wilayah usaha 
dengan kluster 
produk  
 
 
Gambar 1. Matriks SWOT Manajemen Pemasaran 
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Berdasarkan matriks SWOT, dapat 
dirumuskan strategi S-O yang dapat 
direkomendasikan meliputi: 
1. Memberikan inovasi produk yang 
memperkuat posisi 
2. Membentuk citra merk sendiri tanpa 
mendompleng merk lain 
Inovasi produk merupakan strategi yang 
sangat penting bagi umkm, karena 
konsumen tentunya menginginkan produk 
yang selalu berkembang nilai 
fungsionalnya.  Perusahaan harus cermat 
melakukan survei pasar dan 
mengantisipasi keinginan konsumen yang 
selalu berubah.  Inovasi produk hendaknya 
dilakukan secara berkala.  Banyak hal 
yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 
ide bagi inovasi produk.  Saat ini 
penggunaan teknologi informasi berupa 
internet bukan merupakan hal yang baru.  
Dengan bantuan internet, pelaku umkm 
dapat mengakses segala informasi yang 
ada di seluruh dunia.  Pelaku UMKM 
harus rela mengeluarkan sedikit dana 
tambahan untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan untuk keberhasilan 
kegiatan inovasi produknya.  Dalam 
kegiatan ini, perlunya kerjasama dengan 
instansi pemerintah maupun swasta dan 
perguruan tinggi untuk melakukan transfer 
teknologi sehingga pelaku umkm mampu 
melakukan inovasi produk yang 
berkualitas dan memenuhi keinginan 
konsumen.  Keberadaan umkm dapat pula 
dijadikan sumber belajar bagi perguruan 
tinggi, sehingga mahasiswa dapat 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 
untuk kemajuan umkm.  
Kelemahan UMKM adalah kurang 
percaya diri dengan produk yang 
dihasilkannya, sehingga cenderung 
menggunakan merk asing bagi produknya.  
Hal ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan 
kepada pelaku umkm semata, namun 
konsumen turut andil dalam mengecilkan 
nilai produk umkm.  Rasa gengsi dan 
rendahnya harga diri muncul dari diri 
konsumen ketika menggunakan produk 
dalam negeri yang tidak bermerk 
internasional.  Keadaan ini diperparah 
dengan persaingan dengan produk asing 
yang menawarkan produk imitasi asing 
dengan kualitas lebih baik dari kualitas 
produk lokal dengan harga yang minim.  
Pada kondisi ini, pemerintah dan 
masyarakat hendaknya mendukung produk 
umkm, sehingga mereka memiliki 
keberanian untuk berproduksi dengan 
menggunakan merk dagang tersendiri.  
Indonesia kaya dengan sumber daya lokal 
yang sering juga dieksport untuk bahan 
baku produk impor.  Kalau saja sumber 
daya lokal tersebut diolah di dalam negeri 
untuk dijual di luar negeri, maka Indonesia 
akan lebih banyak menghasilkan devisa.   
Strategi W-O yang dapat 
direkomendasikan meliputi: 
1. Memperkenalkan keluar daerah 
dengan teknologi informasi 
2. Memperpanjang daur hidup produk 
dengan melakukan diferensiasi 
Produk di wilayah Sumatera Utara 
cenderung kurang mampu  bersaing 
dengan produk dari wilayah lain, dan 
memiliki pangsa lokal sendiri.  Walaupun 
banyak produk yang berciri tradisional 
(songket, batik, ulos) yang dikenal 
masyarakat di wilayah lain.  Kurangnya 
promosi keluar daerah menyebabkan 
masyarakat dari wilayah lain Indonesia 
kurang mengenal dengan baik produk-
produk tersebut. Tidak banyak UMKM 
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yang memiliki mitra pembina.  Bagi 
UMKM yang berada dalam binaan instansi 
tertentu, merupakan suatu keuntungan, 
karena dapat mengikuti beragam kegiatan 
promosi, baik di dalam maupun luar 
negeri, yang berupa pameran. Ajang itu 
merupakan satu keuntungan besar, di 
samping memberikan banyak fasilitas.  
Namun tidak perlu umkm tersebut berkecil 
hati, karena masih banyak kesempatan 
yang diberikan, dengan catatan bahwa 
umkm tersebut harus mau berusaha 
mencari informasi lebih banyak tentang 
beragam kegiatan yang dapat diikuti untuk 
memperkenalkan diri ke wilayah yang 
lebih luas.  
Kecenderungan siklus hidup produk 
yang semakin memendek, kebosanan 
konsumen terhadap produk yang tidak 
mengalami banyak perubahan, 
menyebabkan produsen harus jeli 
memikirkan bagaimana memperpanjang 
siklus hidup produk tersebut.  Pelaku 
umkm harus memikirkan untuk melakukan 
diferensiasi produknya, sehingga 
konsumen memiliki lebih banyak pilihan.   
Strategi S-T yang dapat direkomendasikan 
adalah: memperkuat / menonjolkan cirri 
khas kedaerahan, di mana banyak produk 
di wilayah Sumatera Utara banyak 
mencirikan suku Batak, yang terbagi 
dalam beberapa etnis.  Banyak pelaku 
umkm yang menghasilkan produk yang 
bercirikan Batak, dapat lebih menonjolkan 
ciri khas tersebut.  Sebagaimana kita 
ketahui, negara lain sangat mengapresiasi 
budaya Indonesia.  Tentunya hal ini dapat 
dijadikan momentum untuk 
memperkenalkan kekhasan tersebut, 
melalui berbagai media. 
Strategi W-T yang dapat 
direkomendasikan meliputi: 
1. Membuat kemasan yang inovatif 
dengan merk khas 
2. Memperkenalkan wilayah usaha 
dengan kluster produk 
  
Konsumen akan menilai kemasan 
sebelum membeli sebuah produk.  Pelaku 
umkm dapat membuat kemasan yang lebih 
menarik dan inovatif untuk menarik minat 
konsumen.  Sehingga dengan melihat 
sekilas, konsumen mengetahui bahwa itu 
adalah produksi umkm tertentu.  Namun 
tak boleh melupakan kualitas produknya 
sendiri.   
UMKM cenderung membentuk kluster 
karena berbagai alasan, misalnya kegiatan 
yang dilakukan turun temurun di wilayah 
tersebut, kedekatan dengan sumber bahan 
baku dan lainnya. Kluster yang terbentuk 
ini merupakan sebuah keuntungan, karena 
masyarakat luas mengenal wilayah 
tersebut dengan ikon produk tertentu.  
Masyarakat setempat dibantu dengan 
pemerintah harus mampu mengelola 
keuntungan tersebut sehingga dapat 
dikenal lebih luas lagi.  
 
Simpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah: 
1. UMKM belum mengaplikasikan 
manajemen pemasaran efektif dalam 
usahanya. 
2. UMKM dapat menerapkan strategi S-
O dengan melakukan inovasi produk 
dan membentuk citra merk sendiri 
tanpa mendompleng merk yang sudah 
terkenal. 
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3. Strategi W-O meliputi berusaha 
memperkenalkan produk ke luar 
daerah dengan teknologi informasi 
dan memperpanjang daur hidup 
produk dengan melakukan diferensiasi 
4. Melakukan strategi S-T yaitu 
memperkuat/ menonjolkan ciri khas 
kedaerahan 
5. Strategi W-T yang meliputi: membuat 
kemasan yang inovatif dengan merk 
khas dan memperkenalkan wilayah 
usaha dengan kluster produk 
Saran 
Saran yang bisa disampaikan terkait 
kondisi UMKM adalah: 
1. Membentuk kemitraan antara 
pemerintah dengan swasta serta 
perguruan tinggi untuk pembinaan 
UMKM 
2. Memberikan kemudahan akses bagi 
UMKM dalam segala aktifitasnya 
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ABSTRAK 
UsahaMikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian, 
fenomena ini dapat dilihat banyaknya para pelaku UMKM yang tersebar di Kota Medan, 
tetapi dalam menjalankan usahanya sering terhambat dengan permasalahan yang umum 
dihadapi para pelaku UMKM sehingga pelaku sering tidak berkembang dalam menjalankan 
usahanya. Penelitian ini dilakukan di sentra industri alas kaki di Kota Medan, usaha alas kaki 
di Kota Medan  alam melihat kendala pada pemberdayaan  dan bantuan pemerintah dalam 
menunjang kegiatan produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor 
penghambat pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kota Medan. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan analisis interaktif yang melibatkan para pelaku UMKM, 
dengan rencana pelaksanaan penelitian adalah satu tahun. Hasil penelitian ini pelaku 
menghadapi permasalahan modal peralatan, uang kas, ketersediaan tenaga kerja, dan 
pemasaran barang daganganya. 
Kata Kunci : Analisis Interaktif,  pemasaran barang dagangan 
 
Pendahuluan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) memiliki peranan dalam 
perekonomian yang cukup besar sejak 
dahulu, sampai dengan sekarang. 
Walaupun banyak bertumbuh usaha-usaha 
lain namun pelaku usaha mikro, kecil 
tidaklah berdampak.  Akan tetapi semenjak 
terjadinya krisis ekonomi, peranan UMKM 
semakin terasa penting. Menurut data Biro 
Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2001 
menunjukkan bahwa  total pelaku UMKM 
adalah sebesar 99,9%, dari keseluruhan 
total perusahaan, sedangkan  jumlah 
tenaga kerja yang terserap adalah sebesar 
99,4% dari total tenaga kerja (Adiningsih, 
2010). Meskipun fenomena yang terjadi 
adalah UMKM memiliki peranan yang 
besar, akan tetapi kebijakan pemerintah 
yang mengaturnya masih belum maksimal, 
sebagai contoh pendefinisian dan 
pengklasifikasian UMKM berbeda – beda 
antara instansi pemerintah. Sehingga 
dengan kaburnya pengklasifikasian 
tersebut akan dapat menyebabkan 
kebijakan yang tidak terarah. Padahal saat 
ini UMKM masih memiliki permasalahan 
yang, seperti akses kredit ke Bank dan 
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akses pasar. manajemen, kelemahan 
organisasi, maupun penguaasan teknologi 
yang belum tuntas. Berbagai permasalahan 
tersebut membuat peranan UMKM 
menjadi tidak maksimal. 
UMKM, sejak dulu sampai dengan 
saat ini memiliki beberapa masalah klasik 
yang dipetakan sebagai berikut: 
a. Pemasaran 
Pelaku UMKM memiliki keterbatasan 
akses dan rendahnya kemampun untuk 
bernegoisasi maupun transaksi. 
Sehingga meskipun pelaku memiliki 
produk berkualitas mengalami 
kesulitan dalam pemasaran produk. 
b. Permodalan 
Problem klasik yang kedua adalah 
permodalan, pelaku UMKM sering tak 
mampu menangani order dalam jumlah 
besar karena kurangnya modal untuk 
pengadaan bahan baku. 
c. Produksi 
Permasalahan pada produksi biasanya  
biasanya menyangkut pada  
pengawasan mutu atau quality control 
yang lemah. Pengawasan mutu yang 
lemah berimbas pada mutu produk 
yang rendah dan tidak memenuhi 
standar kualitas. 
d. Manajemen 
Kelemahan dalam manajemen 
merupakan  problematika yang umum 
terjadi. Hal ini disebabkan karena 
tumpang tindihnya manajemen 
perusahaan dengan menejemen 
keluarga, terutama dalam pengelolaan 
keuangan. 
e. Mentalitas 
Masalah mentalitas yang umum 
dialami pelaku UMKM adalah  
mudahnya mereka berpindah bidang 
usaha tanpa melakukan evaluasi atau 
riset untuk mengetahui apakah usaha 
baru tersebut menjanjikan.  
Penelitian ini dilakukan pada pelaku 
pengrajin alas kaki di kota medan Hasil 
penelitian pendahuluan yang dilakukan 
didapati bahwa rata-rata para pelaku belum 
terdaftar di departemen koperasi, dan 
Usaha kecil  Berdasarkan hasil 
pengamatan dari peneliti yang mendasari 
adanya penghambat bagi pelaku dalam 
menjalani usaha,   Maka diperlukan satu 
kajian tentang pelaku UMKM dalam  
upaya meningkatkan peran pelaku UMKM 
untuk mendorong perekonomian, secara 
maksimal.  
Penelitian ini mengkaji faktor 
penghambat dalam pemberdayaan yang 
ada di pelaku UMKM dimana 
dilaksanakan pada pelaku pengrajin alas 
kaki di Kota Medan, ada beberapa 
kecamatan di Kota Medan yang 
merupakan sentra industri alas kaki  
Hambatan -hambatan yang  terjadi setiap 
tahun dan tidak ada solusi yang tepat untuk 
mencari jalan keluar terbaik bagi para 
pelaku pengrajin alas kaki untuk 
memaksimalkan produksi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor penghambat  bagi pengrajin industri 
alas kaki di Kota Medan. 
 
Kajian Teoritis 
 Kendala yang paling sering 
dihadapi pelaku UMKM adalah masalah 
pembiayaan, minimnya informasi 
pembiayaan usaha kecil turut andil dalam 
menghambat perkembangan UMKM. 
Dalam mengembangkan UMKM terdapat 
tiga institusi yang berperan dalam 
pengembangan UMKM, yaitu: 
 Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754  
[137] 
 
a. Lembaga teknis yang bertugas dalam 
mengembangkan produk, kualitas, 
utilitas, dan kualitas SDM dan 
optimalisasi 
b. Lembaga keuangan yang bertugas 
menyediakan dana secara professional 
(microfinance). Keprofesionalisme ini 
seringkali dikaitkan dengan pemberian 
dana kepada pelaku UMKM yang 
bankable, yang ironisnya berdasarkan 
fakta dilapangan menyebutkan 99% 
pelaku UMKM tidak bankable. 
c. Lembaga pemasaran yang bertugas 
memberikan asistensi kepada UMKM 
dalam akses pasar dan pemasaran 
(Setyarini, 2005). 
Dari ketiga lembaga tersebut maka 
munculah beberapa program yang 
tujuannya mendukung pengembangan 
UMKM. Adapun program pembiayaan 
yang mencuat adalah sebagai berikut: 
a. Kredit Usaha Kecil (KUK) yang 
dilakukan  oleh bank – bank komersial. 
Setiap pelaku UMKM bisa 
mengajukan kredit dan dianggap layak, 
selama asset yang dimiliki tidak 
melebihi batas program. 
b. Kredit Modal Kerja Permanen  
c. (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil 
(KIK) yang dimotori oleh Bank 
Indonesia pada tahun 1980-an. 
d. Sistem Unit Desa yang dimotori oleh 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang 
mendanai UMKM yang memiliki skala 
aktivitas yang lebih kecil daripada 
KUK. System ini menyediakan kredit 
(yang tidak disubsidi) dengan tingkat 
bunga yang tidak lebih tinggi dari cost 
of fund. 
e. Beberapa kredit dengan nilai lebih 
kecil dikeluarkan oleh perusahaan 
pembiayaan mikro. Kredit ini 
disesuaikan dengan kebutuhan mikro. 
f. Kredit yang diberikan oleh departemen 
perindustrian dengan jumlah yang 
terbatas. 
Salah satu kendala yang sering 
dihadapi oleh pelaku UMKM adalah 
sulitnya mengakses kredit dari lembaga 
perbankan. Dalam upaya pengembangan 
UMKM terdapat beberapa peraturan 
perbankan yang menghambat (Hamidi 
dkk, 2006)  
 
Tabel 1. Peraturan Perbankan  
Yang Menghambat Pembiayaan Usaha kecil 
Nama Peraturan Indikasi Menghambat 
UU No. 10 tahun 1998 
Perbankan. Berkaitan 
dengan Jaminan dan 
Agunan Usaha Kecil 
Peraturan yang mempertegas adanya agunan untuk jaminan 
kredit. Pelaku UMKM tidak memiliki jaminan yang 
memadai untuk mendapatkan modal dari bank. 
Pasal 8 ayat (2) UU 
Perbankan No. 10 Tahun 
1998 
Model pembiayaan diserahkan kepada masing – masing 
bank, sehingga bank umum membuat aturan sendiri sesuai 
dengan keinginan tanpa melihat siapa yang menjadi 
sasarannya. 
Peraturan Bank Indonesia 
No.3/2/PBI/2001 
 
Pemberian KUK hanya diberikan kepada kepada Usaha 
Kecil yang menjadi nasabah bank dan dipersyaratkan harus 
berbadan hukum, tidak disebutkan nasabah debitur atau 
kreditur sehingga membuka peluang memberatkan debitur. 
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Metode  
Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan analisis interaktif dimana 
peneliti menganalisis faktor faktor 
penghambat pemberdayaan  pelaku 
UMKM serta juga memperhatikan persepsi 
dari pengrajin alas kaki terkait dengan 
masalah  para pelaku UMKM.  Lokasi 
penelitian adalah Kota Medan dengan 
populasinya yang pertama adalah seluruh 
pengrajin alas kaki di Kota Medan. Teknik 
sampling yang digunakan adalah multi 
stage area sampling.  
 
Hasil dan Pembahasan  
 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
merupakan bagian terbesar dari pelaku 
bisnis di Indonesia yang mempunyai 
peranan penting dan strategis dalam 
pembangunan struktur perekomian 
nasional. Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah tergolong dalam usaha yang 
marginal, yang antara lain diindikasi 
dengan penggunaan teknologi yang relatif 
sederhana, keterbatasan modal dan 
terkadang akses terhadap kredit yang 
rendah serta cenderung berorientasi 
dengan pasar lokal (Hubeis 2010). Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) merupakan 
bagian terbesar dari pelaku bisnis di 
Indonesia yang mempunyai peranan 
penting dan strategis dalam pembangunan 
struktur perekomian nasional. Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah tergolong 
dalam usaha yang marginal, yang antara 
lain diindikasi dengan penggunaan 
teknologi yang relatif sederhana, 
keterbatasan modal dan terkadang akses 
terhadap kredit yang rendah serta 
cenderung berorientasi dengan pasar lokal 
(Hubeis 2010). Berikut ini adalah data 
profil   responden pengrajin alas kaki di 
Kota Medan yang tersebar di lima 
kecamatan Kota Medan berdasarkan 
lokasi, lama usaha, jenis produksi, dan 
jumlah produksi, dan omset setiap bulan  
yang diraup oleh para responden. 
Tabel 2 
Profil  Pengrajin Alas Kaki Kota Medan 
Berdasarkan Lokasi 
Lokasi Jumlah 
Medan Helvetia 5 
Medan Timur 5 
Medan Tembung  2 
Medan Denai  35 
Medan Kota 5 
Medan Area 35 
Medan Maimun 15 
Total  102 
 
 Berdasarkan dari pengumpulan data, 
kawasan Medan Denai  dan Medan Area 
merupakan sentra pengrajin alas kaki di 
Kota Medan hal ini terlihat dari jumlah 
responden yang ada dan yang bersedia 
diwawancarai mayoritas berasal dari 
Medan Denai dan Medan Area, dimana 
responden dari masing – masing  kawasan 
tersebut berjumlah 35 orang yang bersedia 
menjadi responden, diikuti kawasan 
Medan Maimun yang berjumlah 15 orang 
responden, dan disusul dengan kawasan 
Medan Helvetia, Medan Timur, Medan 
Tembung, dan Medan  Kota dengan 
jumlah responden yang cukup kecil. Hal 
tersebut dikarenakan karena memang  
bukan sentra pengrajin, dan di kawasan 
tersebut para pengrajin tersebar dibeberapa 
lokasi. 
 Dari proses pengumpulan data, 
pengrajin alas kaki di Kota Medan 
merupakan home industry yang belum 
tercatat secara spesifik di Dinas Koperasi 
dan UKM di Kota Medan. Sehingga dalam 
pengumpulan data peneliti mengandalkan 
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terjun langsung mengindentifikasi 
sejumlah pengrajin alas kaki di Kota 
Medan. 
 
Tabel 3. Profil Pengrajin Alas Kaki 
 Berdasarkan Lama Usaha 
Lama Usaha 
(tahun) 
Jumlah 
0 – 5 20 
6 – 10 15 
11 – 15  40 
16 – 20  15 
> 21 12 
Total 102 
 
Dari keterbatasan informasi yang ada, 
peneliti berhasil mendapatkan 102 
pengrajin alas kaki yang bersedia menjadi  
responden dalam penelitian ini. 
 
Berdasarkan hasil data observasi lapangan 
di atas, mayoritas pengrajin alas kaki 
sudah cukup lama menggeluti usaha 
tersebut. Rata-rata pengrajin menggeluti 
usaha antara  11 sampai dengan 15 tahun 
yaitu sebanyak 40 responden. Berdasarkan 
dari hasil observasi rata-rata respoden 
meneruskan usaha dari orang tua, 
sedangkan dasar penentuan lama usaha 
dalam penelitian ini adalah lama usaha 
yang dirintis reponden yang bersangkutan 
secara mandiri, selain itu alasan responden 
memproduksi alas kaki adalah karena hal 
tersebut adalah kemampuan yang dimiliki 
responden atau pengalaman bekerja 
sebagai tukang. Dengan demikian 
kenyataannya adalah responden tidak 
melihat potensi pengembangan alas kaki, 
akan tetapi sekedar usaha untuk mencari 
nafkah secukupnya sehingga dari observasi 
yang sudah dilakukan, terdapat beberapa 
hal yang menjadi perhatian, yaitu  dengan 
melihat lamanya para pengrajin 
berkecimpung menghasilkan alas kaki 
tidak membuat usaha yang dirintis tersebut 
semakin maju. Hal ini terlihat dari 
keseluruhan responden tidak medaftarkan 
hak cipta, tidak memiliki display room 
sendiri (hanya dua responden saja yang 
memiliki display room), tidak memiliki 
pembukuan yang baik, tidak memiliki 
lokasi produksi yang tetap (kebanyakan 
tempat produksi masih mengontrak) dan 
masih terbelit masalah pemasaran serta 
modal mulai dari awal berdiri sampai 
dengan sekarang.  Sehingga  tidak heran 
kebanyakan pengrajin alas kaki sampai 
saat ini masih berkutat dengan prinsip 
tambal sulam dalam kegiatan produksinya. 
 
Tabel 4. Profil Pengrajin  
Berdasarkan Jenis Produksi 
Sepatu laki –laki  58 
Sepatu wanita 44 
Total 102 
  
Berdasarkan dari hasil observasi di 
lapangan, tidak ada perbedaan yang jauh 
antara jumlah responden yang 
memproduksi sepatu  dan sandal laki-laki 
dan responden yang memproduksi sepatu 
dan sandal perempuan. Para pengrajin 
mengkhususkan diri dalam membuat salah 
satu dari kedua jenis produk tersebut. 
 Responden mengakui bahwa 
membuat sepatu dan sandal laki-laki 
membutuhkan alat yang lebih banyak yaitu 
mesin press, mesin grindal, mesin jahit, 
kain kulit  berkualitas tinggi, dan 
sebagainya. Kesulitan dalam memproduksi 
sepatu laki-laki pun jauh lebih 
dibandingkan wanita, sehingga tenaga 
kerja yang memiliki keahlian di bidang 
sepatu laki-laki lebih sulit didapatkan oleh 
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para pengrajin, hal ini disebabkan sepatu 
laki-laki harus lebih kuat dan tahan lama. 
Sehingga bahan dan proses pengerjaannya 
lebih rumit. Meskipun demikian, alasan 
pengrajin  memproduksi sepatu dan sandal 
laki-laki adalah model sepatu laki-laki  
relatif sederhana, tidak rumit dan dinamis 
serta harga jual lebih tinggi.  
 Pengrajin alas kaki wanita memiliki 
alasan tersendiri, dalam memproduksi alas 
kaki wanita mesin yang dibutukan tidak 
sebanyak untuk alas kaki laki-laki. 
Meskipun harga jual lebih murah akan 
tetapi alas kaki untuk wanita memiliki 
perputaran yang lebih cepat dari pada laki- 
laki. Hal ini disebabkan karena model 
sepatu dan sandal wanita lebih dinamis 
sehingga pengrajin harus selalu 
memperhatikan model terbaru di pasaran 
agar produk mereka laku, selain itu wanita 
lebih konsumtif dalam membeli sepatu dan 
sandal. Oleh karena itu menurut para 
pengrajin alas kaki wanita, untuk bisa terus 
menjual produk, yang terpenting adalah 
terus berinovasi  membuat model  sandal 
atau sepatu yang terbaru. 
 
Tabel 5.  Profil Pengrajin  
Berdasarkan Jumlah Produksi 
Jumlah Produksi 
(kodi/bulan) 
Jumlah 
Responden 
1- 10 11 
11 – 15 44 
16  - 20 42 
Lebih dari 20 kodi 5 
Total  102 
 
Berdasarkan data di atas, mayoritas 
pengrajin alas kaki mampu menghasilkan 
15 kodi sampai dengan 20 kodi atau 300  
sampai dengan 400 pasang sepatu sepatu 
setiap bulannya. Perhitungan tersebut 
berdasarkan asumsi saat penjualan sedang 
sepi (normal) dan  ketersediaan tukang  
saat observasi.  
Tabel 6. Profil Pengrajin  
Berdasarkan Omset 
Omset (rupiah/bulan) Jumlah 
Pengrajin 
< 10 juta  67 
11 - 20 juta 33 
20 - 30 juta 2 
Total   102 
 
Salah satu penyebab minimnya jumlah 
produksi adalah  mayoritas pengrajin 
kesulitan mendapatkan tukang (terutama 
pada pengrajin alas kaki laki –laki), 
sedangkan jumlah tukang mempengaruhi 
produksi alas kaki dan kemampuan 
menerima order dalam jumlah besar. Para 
pengrajin rata – rata hanya memiliki 2 
sampai dengan 3 tukang yang tetap, 
sedangkan berdasarkan data tersebut, 
hanya sedikit pengrajin yang memiliki 
lebih dari 10 tukang dalam berproduksi.  
 
Faktor Penghambat Pemberdayaan 
Pengrajin Alas kaki Kota Medan 
Usaha pemerintah dan para pelaku 
usaha dalam mendukung usaha mikro dan 
kecil sektor formal sering menghadapi 
kendala. Hambatan pertumbuhan Usaha 
Mikro dan Kecil yang terjadi 
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 
hambatan internal dan hambatan eksternal. 
Hambatan internal yang terjadi antara lain 
kurangnya permodalan, sumber daya 
manusia yang terbatas, lemahnya jaringan 
usaha, dan kemampuan penetrasi pasar. 
Sedangkan hambatan eksternal yang 
terjadi adalah iklim usaha yang belum 
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kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana 
usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi 
perdagangan bebas, sifat produk dengan 
lifetime pendek, dan terbatasnya akses 
pasar (Hafsah, 2004). 
 
Gambar 2. Faktor–faktor Penghambat 
Pemberdayaan 
Dari hasil pengolahan data, terdapat 
beberapa kendala yang menghambat 
pengrajin alas kaki di Kota Medan. 
Menurut Setyari (2005), beberapa 
karakteristik yang paling melekat pada 
sebagian besar UMKM antara lain: (1) 
rendahnya kualitas sumber daya manusia 
(SDM) yang bekerja pada sektor UMKM, 
(2) Rendahnya produktifitas tenaga kerja 
yang berimbas pada rendahnya gaji dan 
upah, (3) Kualitas barang yang dihasilkan 
relatif rendah, (4) mempekerjakan tenaga 
kerja wanita lebih besar daripada pria, (5) 
lemahnya struktur permodalan dan 
kurangnya akses untuk menguatkan 
struktur modal tersebut, (6) kurangnya 
inovasi dan adopsi teknologi-teknologi 
baru, serta (7) kurangnya akses pemasaran 
ke pasar yang potensial. 
 Faktor-faktor penghambat itu adalah 
sebagai berikut : 
a. Pengrajin menghadapi masalah modal 
peralatan yang sangat terbatas, hal ini 
disebabkan mahalnya dan minimnya 
informasi mengenai harga peralatan 
yang dibutuhkan oleh pengrajin alas 
kaki. Alat – alat tersebut adalan mesin 
press, bordir, grindral, dan sebagainya. 
Selain  peralatan, pengrajin juga 
seringkali menghadapi masalah harga 
bahan baku alas kaki seperti kulit 
karet yang naik turun, hal ini 
disebabkan bahan baku berasal dari 
luar pulau Sumatera, yakni pulau 
Jawa. Sejalan dengan temuan Wiwik 
Rabiatul Adawiyah (2012) yang 
meneliti tentang faktor penghambat 
pertumbuhan di Kabupaten Banyumas 
menemukan faktor penghambat 
pertumbuhan UMKM didominasi oleh 
faktor modal, manajemen, 
ketersediaan bahan baku. 
b. Pengrajin menghadapi masalah 
ketersediaan uang cash dalam 
melayani pemesanan dalam jumlah 
besar. Uang cash terutama 
diperuntukkan untuk belanja bahan 
baku, menambah upah tenaga kerja, 
dan genset yang sering digunakan 
karena kondisi ketersediaan listrik di 
Kota medan yang tidak kondusif. 
Ketiadaan uang cash mengahalangi 
pengrajin dalam mengembangkan 
usahanya ataupun meningkatkan 
omset. Karena ketiadaan agunan dan 
kebutuhan akan uang cash secepatnya 
untuk keperluan produksi tersebut, 
kebanyakan pengrajin memilih 
bantuan rentenir dengan bunga yang 
tinggi. Selain itu kebanyakan 
pengrajin juga mengandalkan  giro 
untuk mengatasi pembelian bahan 
baku, sehingga pengrajin tidak bisa 
menentukan harga jual yang 
menguntungkan. 
c. Ketersediaan tenaga kerja, hal ini 
lebih ke keahlian khusus yang harus 
0
10
20
Kendala Pengrajin Alas kaki
Kendala 
Pengrajin 
Alas kaki
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dimiliki oleh pengrajin alas kaki. 
Kurangnya tenaga kerja yang 
memiliki keahlian akan berdampak 
terhadap kemampuan pengrajin dalam 
melayani pemesanan partai besar. 
Selain masalah modal, kurangnya 
tenaga kerja yang memiliki keahlian 
banyak dikeluhkan oleh pengrajin alas 
kaki di Kota Medan.  
d. Pemasaran, selama ini sebagian besar  
pengrajin alas kaki menghadapi 
kendala  hal pemasaran hal ini 
disebabkan dalam memasarkan 
produk para pengrajin kesulitan 
memiliki tenaga sales yang dapat 
dipercaya, hal ini terungkap dari hasil 
FGD bahwa pengrajin sering kali 
mengalami kerugian karena tenaga 
sales tidak membayar hasil penjualan 
atau membawa lari produk alas kaki 
yang sudah di pesan sebelumnya. 
Masalah klise dalam bidang 
pemasaran antara lain adalah 
pengrajin kesulitan masuk ke pusat 
perbelanjaan besar dikarenakan 
sebagian besar pengrajin tidak 
mendaftarkan merek produk alas kaki. 
Menurut Dwiwinarno (2008), Ada 
beberapa faktor penghambat 
berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah) antara lain 
kurangnya modal dan kemampuan 
manajerial yang rendah. Meskipun 
permintaan atas usaha mereka meningkat 
karena terkendala dana maka sering kali 
tidak bisa untuk memenuhi permintaan. 
Hal ini disebabkan karena keterbatasan 
kemampuan untuk mendapatkan informasi 
tentang tata cara mendapatkan dana dan 
keterbasan kemampuan dalam membuat 
usulan untuk mendapatkan dana.  
Robby Yuwono dkk, (2012) analisa 
faktor-faktor penghambat pertumbuhan 
usaha mikro dan kecil pada sektor formal 
di jawa timur hasil penelitian nya.  Faktor-
faktor tersebut terdiri atas faktor 
infrastruktur institusi dan infrastruktur di 
luar institusi, faktor kemampuan 
managerial dan sumber daya, faktor tenaga 
kerja dan teknologi, faktor finansial, faktor 
lokasi dan jaringan, faktor kompetisi, dan 
faktor keadaan usaha dengan Kebanyakan 
pesaing memiliki kekuatan yang besar 
sebagai faktor hambatan yang utama. 
 
Simpulan 
Pengrajin alas kaki di kota medan  
menghadapi empat masalah yang dihadapi 
oleh pelaku diantaranya modal peralatan 
yang sangat terbatas, ketersediaan uang 
kas dalam memenuhi pemesanan barang 
daalam jumlah yang besar,  ketersediaan 
tenaga kerja dalam berproduksi. 
Permasalahan yang utama adalah dalam 
ketersediaan uang kas, dimana masalah ini 
dapat berdampak langsung terhadap proses 
produksinya.  
Pemerintah hendaknya lebih 
meningkatkan lagi peranannya dalam 
mengembangkan kinerja UMKM melalui 
berbagai program kerja bidang UMKM. 
Pengembangan usaha UMKM antara lain 
Kredit Usaha Rakyat melalui peningkatan 
peranan lembaga keuangan dan pihak 
pemerintah seperti BUMN dan swasta 
yang memiliki program PKBL, sehingga 
akan sangat membantu para pelaku 
UMKM untuk mengembangkan usahanya 
bukan hanya dari aspek permodalan tetapi 
juga pemasaran, teknologi, dan kreatifitas 
produk. Diharapkan pemerintah dapat 
memberikan bantuan yang sesuai dengan 
 Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754  
[143] 
 
kemampuan Para pengrajin. Sering sekali 
informasi keberadaan pihak-pihak  tersebut 
tidak tersosialisasi dengan baik kepada 
para pengrajin, sehingga para mereka 
dapat meningkatkan dan mengembangan 
usahanya menjadi lebih baik.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Pendapatan Pengusaha Warung Tegal 
Terhadap Sewa Tempat di Kecamatan Medan Sunggal Medan. Jenis penelitian ini adalah 
asosiatif, Populasinya seluruh pengusaha warteg yang tersebar di Kecamatan Medan 
Sunggal yang ada di Kota Medan. Jumlah responden sebanyak 25 orang yang merupakan 
pengusaha warung tegal di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Berdasarkan hasil 
analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki 
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap sewa tempat warung tegal di Kecamatan 
Medan Sunggal Medan. Sedangkan besar pengaruh tersebut adalah sebesar 77,1% kepada 
sewa tempat warung tegal di Kecamatan Medan Sunggal sisanya sebesar 22,9% dapat 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. 
Kata kunci : hasil penjualan, sewa. 
 
Pendahuluan 
Di Indonesia sekarang ini, terutama 
di kota-kota besar keberadaan warung 
tegal merupakan suatu fenomena 
kegiatan perekonomian rakyat kecil. 
Namun akhir-akhir ini, banyak terjadi 
penggusuran terhadap para pengusaha 
warteg yang banyak merupakan 
pedagang kaki lima tersebut. Para 
pedagang ini digusur oleh aparat 
pemerintah seolah-olah mereka tidak 
memiliki hak ebagai warga negara dalam 
bidang ekonomi, yaitu hak dalam 
mendapatkan kehidupan yang lebih baik 
untuk meningkatkan taraf ekonominya 
melalui berdagang. Padahal keberadaan 
para pedagang kaki lima tersebut 
merupakan salah satu pendukung 
kegiatan perkonomian aspek perkotaan 
khusunya bagi masyarakat ekonomi 
menengah ke bawah, yang mana mereka 
berdagang untuk memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari bagi masyarakat yang 
berpenghasilan menengah ke bawah. 
Persepsi individu dalam membuat 
penilaian terhadap individu lain, akan 
dikaitkan dengan teori atribusi (Lubis, 
2010: 97). Pada dasarnya, teori ini 
menyarankan bahwa jika seseorang 
mengamati perilaku seorang individu, 
orang tersebut berusaha menentukan 
apakah perilaku itu disebabkan oleh 
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faktor internal atau eksternal. Namun, 
penentuan tersebut sebagian besar 
bergantung pada tiga faktor berikut:  
1.  Kekhususan (ketersendirian), 
merujuk pada apakah seorang 
individu memperlihatkan perilaku 
yang berlainan dalam situasi yang 
berlainan.  
2.  Konsensus, yaitu jika semua orang 
yang menghadapi suatu situasi 
serupa bereaksi dengan cara yang 
sama.  
3.  Konsistensi, yaitu individu 
memberikan reaksi dengan cara yang 
sama  
  
Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, perlu ditelusuri bagaimana 
pengaruh pengusaha warteg di Kota 
Medan mengenai pengaruh pendapatan 
terhadap sewa tempat usaha mereka. 
Yang dimaksud pendapatan disini adalah 
penghasilan yang timbul dari aktivitas 
yang biasa dan dikenal dengan sebutan 
yang berbeda seperti penjualan atau 
penghasilan,. Tujuan pernyatan ini 
adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi yang dapat timbul dari 
transaksi dari peristiwa ekonomi 
tertentu. Sedangkan yang dimaksud 
dengan sewa tempat adalah sejumlah 
biaya yang harus dikeluarkan oleh para 
pedagang untuk jangka waktu tertentu 
sehubungan dengan pemakaian atas 
lapak, tempat, kios para pedagang. 
Persepsi merupakan suatu proses 
yang didahului oleh proses penginderaan 
yaitu merupakan proses diterimanya 
stimulus oleh individu melalui alat 
indera namun proses itu tidak berhenti 
begitu saja melainkan stimulus tersebut 
diteruskan dan proses selanjutnya 
merupakan proses persepsi. Dari uraian 
di atas dapat disimpulkan bahwa 
persepsi merupakan suatu penilaian atau 
kesan seseorang terhadap suatu objek 
yang dipengaruhi oleh faktor internal 
dan eksternal. Dengan kata lain, persepsi 
adalah kesan seseorang terhadap objek 
persepsi tertentu yang dipengaruhi faktor 
internal, yakni perilaku yang berada di 
bawah kendali pribadi dan faktor 
eksternal, yakni perilaku yang 
dipengaruhi oleh situasi di luarnya. 
Penulisan ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah pendapatan 
pengusaha warung tegal berpengaruh 
terhadap kemampuan membayar sewa 
tempat usaha di Kecamatan Medan 
Sunggal Medan.  Tulisan ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi bagi 
pemerintah Kota Medan untuk 
mengetahui bagaimana kondisi yang 
terjadi di lapangan sehubungan dengan 
kondisi pedagang warteg di Kecamatan 
Medan Sunggal dan perkembangan 
usaha mereka. Sehingga diharapkan ada 
perhatian dari pihak pemerintah  Kota 
Medan untuk melakukan upaya 
perbaikan bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pada 
umumnya. Bagi akademis diharapkan 
menjadi bahan perbandingan atau 
referensi guna penyusunan karya ilmiah 
dengan topik yang sama.    
 
Kajian Teoritis  
  Salah satu unsur utama dari 
laporan keuangan yang menjadi tolak 
ukur untuk menilai keberhasilan 
pengelolaan perusahaan adalah 
pendapatan. Pendapatan adalah 
merupakan salah satu faktor yang dapat 
menentukan besarnya laba, karena 
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merupakan salah satu faktor yang 
diperlukan perusahaan guna keber-
langsungan usahanya. Laba yang 
dihasilkan oleh suatu perusahaan adalah 
suatu ukuran keberhasilan manajer atau 
pimpinan perusahaan. 
Di Indonesia kita mengenal 
beberapa istilah pendapatan. Pertama 
pendapatan yang berarti hasil penjualan 
sebelum dikurangi harga pokok produksi 
dan beban atau biaya operasional, yang 
sering disebut sebagai pendapatan kotor. 
Kedua, pendapatan sesudah dikurangi 
pendapatan pokok dan beban atau biaya 
operasional yang dikenal dengan 
pendapatan bersih. 
 Soemarso (2004: 132), menge-
mukakan bahwa pendapatan meliputi 
semua sumber-sumber ekonomi yang di 
terima perusahaan, dari transaksi 
penjualan barang dan penyerahan jasa- 
jasa dari pihak lain. Di dalam akuntansi, 
pendapatan diukur dengan jumlah 
kenaikkan bruto atau berkurangnya 
hutang (selain dari transaksi modal)”.  
 Sedangkan menurut Ikatan 
Akuntan Indonesia (2007: 232), dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) Standar Akuntansi Keuangan 
No. 23 pendapatan adalah arus masuk 
bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 
dari aktivitas normal perusahaan selama 
suatu periode bila arus masuk itu 
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 
tidak berasal dari kontribusi penanaman 
modal. 
 Penghasilan didefinisikan dalam 
kerangka dasar penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan sebagai 
peningkatan manfaat ekonomi selama 
suatu periode akuntansi tertentu dalam 
bentuk pemasukan atau penambahan 
ekstra atau penurunan kewajiban yang 
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 
tidak berasal dari konstribusi penanaman 
modal. Pendapatan adalah penghasilan 
yang timbul dari aktivitas perusahaan 
yang biasa dan dikenal dengan sebutan 
yang berbeda seperti penjualan, 
penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, 
dan sewa. Tujuan pernyataan ini adalah 
untuk mengatur perlakuan akuntansi 
yang dapat timbul dari transaksi dari 
peristiwa ekonomi tertentu. 
Pada umumnya, pendapatan yang 
dihasilkan dalam kegiatan perusahaan 
digolongkan dalam tiga klasifikasi 
sebagai berikut: 
1. Pendapatan Operasi 
2. Pendapatan Diterima Dimuka 
3. Pendapatan Non Operasi. 
 
Menurut UU No 20 tahun 2008, 
Usaha Kecil dan Menengah  adalah 
Usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri,yang dilakukan oleh orang-
perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan usaha kecil atau 
usaha besar dengan jumlah kekayaan 
bersih atau hasil penjualan tahunan 
sebagai mana di atur dalam Undang-
Undang ini. Kriteria UKM menurut UU  
RI No 20 tahun 2008, tantang Usaha 
Kecil dan Menengah adalah: 
1. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 
menurut Keputusan Menteri 
Keuangan No.40/KMK.06/2003 
tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha 
produktif milik keluarga atau 
perorangan Warga Negara Indonesia 
dan memiliki hasil penjualan paling 
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banyak Rp.100.000.000 (seratus juta 
rupiah) per tahun.  
2. Keputusan ini kemudian diperkuat 
melalui Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah dimana juga dijelaskan 
bahwa yang dimaksudkan dengan 
usaha mikro adalah usaha produktif 
milik perorangan dan atau badan 
usaha perorangan. Memiliki 
kekayaan bersih paling banyak Rp 50 
juta tidak termasuk tanah dan 
bangunan. Memiliki hasil penjualan 
tahunan paling banyak Rp 300 juta”.  
3. Adapun usaha mikro tersebut 
meliputi usaha mikro formal, usaha 
mikro informal dan usaha mikro 
tradisional. Usaha mikro formal 
adalah usaha yang telah terdaftar, 
tercatat dan telah berbadan hukum, 
sementara usaha mikro informal 
adalah usaha yang belum terdaftar, 
belum tercatat dan belum berbadan 
hukum, antara lain petani penggarap, 
industri rumah tangga, pedagang 
asongan, pedagang keliling, warteg 
dan pemulung. Sedangkan usaha 
mikro tradisional adalah usaha yang 
menggunakan alat produksi 
sederhana yang telah digunakan 
secara turun temurun dan/ atau 
berkaitan dengan seni dan budaya.  
 
Usaha mikro dari sektor informal yang 
dalam hal ini adalah pedagang kaki lima 
merupakan kegiatan usaha yang mampu 
memperluas lapangan kerja dan 
memberikan pelayanan ekonomi secara 
luas kepada masyarakat, dan dapat 
berperan dalam proses pemerataan dan 
peningkatan pendapatan masyarakat, 
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 
berperan dalam mewujudkan stabilitas 
nasional.
 
Tabel 1. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah menurut 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 
Mikro 
Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak 
termasuk tanah dan bagunan 
  
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 
300.000.000 
Kecil 
Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan 
paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan 
bagunan tempat usaha; atau 
  
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 
300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 
2.500.000.000 
Menengah 
Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai 
dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk 
tanah dan bagunan temapat usaha ; atau 
 
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 
2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 
50.000.000.000 
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Selain itu, usaha mikro adalah salah satu 
pilar utama ekonomi nasional yang harus 
memperoleh kesempatan utama, 
dukungan, perlindungan dan 
pengembangan seluas-luasnya sebagai 
wujud keberpihakan yang tegas kepada 
kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 
mengabaikan peranan usaha besar dan 
badan usaha milik pemerintah.  
 Menurut Widjajanti (2000: 39-40), 
sarana fisik pedagang Warteg  dapat 
dikelompokkan sebagai berikut:  
a. Kios. Pedagang yang menggunakan 
bentuk sarana ini dikategorikan 
pedagang yang menetap, karena 
secara fisik jenis ini tidak dapat 
dipindahkan. Biasanya merupakan 
bangunan semi permanen yang 
dibuat dari papan.  
b. Warung semi permanen. Terdiri dari 
beberapa gerobak yang diatur 
berderet yang dilengkapi dengan 
meja dan bangku-bangku panjang. 
Bentuk sarana ini beratap dari bahan 
terpal atau plastik yang tidak tembus 
air. PKL dengan bentuk sarana ini 
dikategorikan PKL menetap dan 
biasanya berjualan makanan dan 
minuman.  
c. Gerobak/ Kereta dorong. Bentuk 
sarana berdagang ini ada 2 jenis, 
yaitu gerobak/kereta dorong yang 
beratap  sebagai pelindungan untuk 
barang dagangan dari pengaruh 
panas, debu, hujan dan sebagaianya 
serta gerobak/ kereta dorong yang 
tidak beratap. Sarana ini 
dikategorikan jenis pedagang yang 
menetap dan tidak menetap. 
  
Metode  
Jenis penelitian ini adalah asosiatif, 
dengan populasi seluruh pengusaha 
warteg yang tersebar di Kecamatan 
Medan Sunggal yang ada di Kota 
Medan. Sampel diambil secara acak 
(random sampling) sebanyak 25 jiwa 
responden yang merupakan pengusaha 
warteg di Kecamatan Medan Sunggal 
Kota Medan. Jenis data penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder 
 
 Definisi operasional: 
1. Pendapatan Pengusaha Warteg (X) 
Dalam penelitian ini yang dimaksud 
dengan pendapatan pengusaha 
warteg adalah pengusaha atau 
pemilik warung tegal yang memiliki 
hasil penjualan atau pendapatan 
kotor tahunan paling banyak Rp 300 
juta yang berada di Kevamatan 
Medan Sunggal Kota Medan. 
2. Sewa Tempat (Y) 
Dalam penelitian ini yang dimaksud 
dengan sewa tempat adalah besarnya 
biaya yang dikeluarkan oleh 
pengusaha warteg untuk menyewa 
tempat/lokasi usaha mereka. Oleh 
karena itu, pengusaha warteg yang 
memiliki tempat/lokasi usaha sendiri 
yang berarti tidak membayar sewa 
tidak disertakan dalam penelitian 
ini. 
 Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data, antara lain dengan 
daftar pertanyaan (questionare), yaitu 
pengumpulan data dengan mengajukan 
daftar pertanyaan secara tertulis untuk 
diisi oleh responden dan wawancara 
tatap muka (face to face) dengan 
responden terpilih. Wawancara 
dilakukan dengan menggunakan alat 
bantu berupa seperangkat daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan 
terlebih dahulu atau sering disebut 
interview guide.  
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Untuk mempermudah proses 
analisis yang akan dilakukan, penulis 
akan membuat model analisis yang akan 
dilakukan penulis dalam rangka 
menjawab permasalahan yang ada.  
Metode Analisis Deskriptif  Metode ini 
merupakan metode analisis data dimana 
peneliti mengumpulkan, mengklasi-
fikasikan, menganalisis, dan 
menginterpretasikan data sehingga dapat 
memberikan gambaran yang jelas 
mengenai masalah yang diteliti.  Untuk 
membuktikan hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini menggunakan alat 
statistik regresi sederhana. Alat analisis 
ini digunakan dengan suatu alasan untuk 
melihat ada tidaknya pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel tidak bebas. 
Berdasarkan itu semua, maka spesifikasi 
model yang digunakan adalah : 
Y = a + βx 
Dimana : 
Y = Sewa Tempat  
X =  Pendapatan Pengusaha Warteg 
a  = konstanta   
β  = Parameter koefesien variabel  
                      
Pengujian data diawali dengan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya 
dilakukan pengujian hipotesis 
menggunakan uji t. Uji statistik t pada 
dasarnya menunjukkan seberapa besar 
peranan variabel bebas/ independen 
terhadap variabel terikat/ dependen dan 
sekaligus untuk membuktikan hipotesis  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Sebagai salah satu daerah otonom 
berstatus kota di provinsi Sumatera 
Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan 
Kota Medan cukup penting dan strategis 
secara regional. Bahkan sebagai Ibukota 
Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan 
sering digunakan sebagai barometer 
dalam pembangunan dan penyeleng-
garaan pemerintah daerah.  
Secara geografis, Kota Medan 
memiliki kedudukan strategis sebab 
berbatasan langsung dengan Selat 
Malaka di bagian Utara, sehingga relatif 
dekat dengan kota-kota / negara yang 
lebih maju seperti Pulau Penang 
Malaysia, Singapura dan lain-lain. 
Demikian juga secara demografis Kota 
Medan diperkirakan memiliki pangsa 
pasar barang  asa yang relatif besar. Hal 
ini tidak terlepas dari jumlah 
penduduknya yang relatif besar dimana 
tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 
2.083.156 jiwa. Demikian juga secara 
ekonomis dengan struktur ekonomi yang 
didominasi sektor tertier dan sekunder, 
Kota Medan sangat potensial 
berkembang menjadi pusat perdagangan 
dan keuangan regional.   
Kecamatan Medan Sunggal 
berbatasan langsung dengan kecamatan 
Meda  Selayang di s belah selatan, 
kecamatan Medan Helvetia di sebelah 
utara, kabupaten Deli Serdang di sebelah 
barat, dan Kecamatan Medan  Baru dan 
Medan Petisah di sebelah Timur. 
Kecamatan Medan Helvetia merupakan 
salah satu kecamatan di Kota Medan 
yang mempunyai luas sekitar 14.116 
km2. jarak kantor kecamatan ke kantor 
walikota Medan yaitu sekitar 8 km.  
Dari 6 kelurahan di kecamatan 
Medan Sunggal, kelurahan Sunggal 
memiliki luas wilayah yang terluas yaitu 
sebesar 4.93 km2 sedang kelurahan 
Simpang Tanjung mempunyai luas 
terkecil yakni 0,32 km2. Kecamatan 
Medan Sunggal saat ini terdiri dari 6 
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kelurahan yang terbagi atas 88 
lingkungan, 85 RW, 263 RT dan 190 
blok sensus. Jumlah penduduk 130.470 
jiwa penduduk dimana penduduk 
terbanyak berada di Kelurahan Sunggal 
yakni sebanyak 38.566 jiwa. Jumlah 
penduduk terkecil di Kelurahan Simpang 
Tanjung yakni sebanyak 2.522 jiwa. 
Jumlah penduduk kecamatan 
Medan Sunggal sebanyak 130.470 
penduduk terdiri dari 62.275 jiwa laki-
laki serta 68.195 jiwa perempuan. 
Berdasarkan kelompok umur, distribusi 
penduduk kecamatan Medan Helvetia 
relatif lebih banyak penduduk usia 
produktif. Terdapat warga negara Asing 
cina berdomisili di kecamatan ini. 
Sebanyak 25 jiwa warga negara asing 
cina berdomisili di kecamatan Medan 
Sunggal. Jumlah penduduk terbanyak 
terdapat di Tanjung Rejo. Hal ini 
dikarenakan bahwa daerah tersebut 
memang sangat potensial dijadikan lahan 
untuk berdagang atau sangat baik dari 
segi pembangunan ekonominya. 
Jumlah penduduk kecamatan 
Medan Sunggal mayoritas beragama 
Islam dengan jumlah 69.627 jiwa. 
Sedangkan Hindu merupakan agama 
minoritas dengan jumlah 6.543 jiwa. 
Berdasarkan sumber dari keterangan 
warga bahwa memang Islam menjadi 
mayoritas di daerah ini karena letaknya 
yang berdekatan dengan daerah atau 
banyak nya suku Melayu khususnya 
masa kerajaan Deli pada masa yang lalu. 
Hal ini akan tampak berbanding lurus 
dengan banyaknya jumlah suku Melayu 
di Kecamatan Medan Sunggal. Lalu 
kemudian masuk agama-agama lain 
seperti Kristen, Hindu, Budha akibat 
mobilitas penduduk dari waktu ke waktu. 
Hanya di Babura penduduk Islam tidak 
lebih banyak dari penganut agama 
Kristen (Katholik atau Protestan). 
Mayoritas penduduk Kecamatan 
Medan Sunggal memiliki tingkat 
pendidikan terakhir tamatam SMU 
dengan jumlah 59.752 jiwa. Ada juga 
penduduk dengan tamatan pendidikan 
terakhir S3 dengan jumlah 55 orang. 
Namun jika dilihat dari persentase 
terbanyak dari tingkat pendidikan di 
Medan Sunggal adalah SMU. Jumlah ini 
menjadikan Medan Sunggal sebagai 
salah satu kontibutor terbesar di Medan 
dalam hal penyuplai tenaga kerja. 
Namun yang patut disayangkan adalah 
jumlah penduduk yang hanya tamatan 
SD dan SMP juga tergolong banyak 
yaitu ribuan. SD 19.827 jiwa sedang 
SMP 32.291 jiwa. 
Beragamnya penduduk di 
Kecamatan Medan Sunggal. Kebanyakan 
penduduk di Kecamatan Medan Sunggal 
adalah bekerja di sektor swasta seperti 
karyawan swasta dengan jumlah 16245 
jiwa dan disusul yang berprofesi sebagai 
pedagang 15.351 jiwa. Data Kecamatan 
Medan Sunggal menunjukkan banyak 
juga penduduk yang berprofesi tidak 
tetap atau dalam keadaan perekonomian 
yang sulit yaitu berkisar 2.950 jiwa, 
jumlah tertinggi terdapat di Kelurahan 
Lalang dan yang terendah di Kelurahan 
Simpang Tanjung. Buruh dan pedagang 
terdapat di Kelurahan Tanjung Rejo. 
Suku Melayu merupakan suku 
yang terbesar di Kecamatan Medan 
Sunggal dengan jumlah 1.700 jiwa.  
Sedangkan suku Dairi merupakan suku 
minoritas yang ada di Kecamatan Medan 
Sunggal. 
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Tabel 2 Pendapatan Usaha dan Biaya Sewa Pedagang Warteg 
Di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2013 
(dalam ribuan rupiah) 
Responden Pendapatan Luas     
(m²) 
Biaya Sewa 
Perhari Perbulan Perhari Bulanan Bulanan/m² 
1 55  1.650  2 5  150  75  
2 75  2.250  3 8  240  80  
3 50  1.500  2 5  150  75  
4 100  3.000  4 15  450  113  
5 45  1.350  2 5  150  75  
6 50  1.500  2 5  150  75  
7 80  2.400  3 8  240  80  
8 60  1.800  3 5  150  50  
9 100  3.000  4 15  450  113  
10 100  3.000  4 15  450  113  
11 75  2.250  4 10  300  75  
12 75  2.250  2 5  150  75  
13 65  1.950  2 5  150  75  
14 100  3.000  4 15  450  113  
15 60  1.800  2 5  150  75  
16 70  2.100  2 5  150  75  
17 75  2.250  2 5  150  75  
18 55  1.650  3 5  150  50  
19 70  2.100  2 6  180  90  
20 80  2.400  3 5  150  50  
21 100  3.000  4 10  300  75  
22 75  2.250  3 15  450  150  
23 75  2.250  3 7  210  70  
24 75  2.250  3 7  210  70  
25 50  1.500  2 10  300  150  
26 40  1.200  2 4  120  60  
27 50  1.500  2 4  120  60  
28 100  3.000  4 4  120  30  
29 100  3.000  4 15  450  113  
30 100  3.000  4 15  450  113  
   
Keberadaan usaha kecil 
menyebabkan timbulnya aktivitas dan 
usaha-usaha terutama yang berkaitan 
dengan kebutuhan masyarakat, baik itu 
yang berkaitan dengan kebutuhan pokok  
maupun kebutuhan pendukung bagi 
masyarakat di Kecamatan Medan 
Sunggal. Salah satu usaha yang 
berkembang adalah usaha warung tegal 
(biasanya dalam bentuk rumah makan
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sederhana dan warung kopi). Selain 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 
keberadaan usaha kecil tersebut juga 
mampu mengurang tingkat pengang-
guran dan menyerap tenaga kerja yang 
bersifat informal. Secara informal 
adanya usaha kecil mampu 
mengembangkan  wirausaha di kalangan 
masyarakat. Sektor informal  merupakan 
salah satu alternatif lapangan usaha yang 
dapat menyerap tenaga kerja di sela-sela 
sulitnya untuk masuk dalam sektor 
formal 
 
Tabel 3 Uji Validitas Variabel X 
Item-Total Statistics 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
R1 2295000 4,205E+0,10 1,000 ,967 
R2 2282500 4,651E+0,10 1,000 ,969 
R3 2297500 4,061E+0,10 1,000 ,967 
R4 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
R5 2300000 4,920E+0,10 1,000 ,968 
R6 2297500 4,061E+0,10 1,000 ,967 
R7 2280000 4,805E+0,10 0,000 ,971 
R8 2305000 4,120E+0,10 1,000 ,976 
R9 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
R10 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
R11 2285000 4,805E+0,10 1,000 ,971 
R12 2285000 4,805E+0,10 1,000 ,971 
R13 2290000 4,500E+0,10 1,000 ,968 
R14 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
R15 2292500 4,351E+0,10 1,000 ,967 
R16 2287500 4,651E+0,10 1,000 ,969 
R17 2285000 4,805E+0,10 1,000 ,971 
R18 2302500 4,651E+0,10 1,000 ,969 
R19 2287500 4,651E+0,10 1,000 ,969 
R20 2270000 4,20SE+0,10 1,000 ,967 
R21 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
R22 2287500 4,961E+0,10 1,000 ,973 
R23 2287500 4,961E+0,10 1,000 ,973 
R24 2272500 4,061E+0,10 1,000 ,967 
R25 2305000 4,500E+0,10 1,000 ,968 
R26 2310000 4,20SE+0,10 1,000 ,967 
R27 2305000 4,500E+0,10 1,000 ,968 
R28 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
R29 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
R30 2253750 4,425E+0,10 1,000 ,967 
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Kecamatan Medan Sunggal sebagai 
salah satu Kecamatan di Kota Medan di 
Kecamatan Dramaga memiliki banyak 
potensi usaha kecil yang dikelola oleh 
berbagai etnis. Keberadaan usaha kecil 
tersebut menyebabkan timbulnya 
aktivitas dan usaha-usaha terutama yang 
berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, 
baik itu yang berkaitan dengan 
kebutuhan pokok  maupun kebutuhan 
pendukung bagi masyarakat di 
Kecamatan Medan Sunggal. Salah satu 
usaha yang berkembang adalah usaha 
warung tegal (biasanya dalam bentuk 
rumah makan sederhana dan warung 
kopi). Selain untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, keberadaan usaha kecil 
tersebut juga mampu mengurang tingkat 
pengangguran dan menyerap tenaga 
kerja yang bersifat informal. Secara 
informal adanya usaha kecil mampu 
mengembangkan wirausaha di kalangan 
masyarakat. Sektor informal  merupakan 
salah satu alternatif  lapangan usaha 
yang dapat menyerap tenaga kerja di 
sela-sela sulitnya untuk masuk dalam 
sektor formal.  
Dari hasil survey yang dilakukan 
terhadap 30 pedagang warteg yang 
tersebar di Kecamatan Medan Sunggal, 
diperoleh nilai rata-rata pendapatan per 
bulan dan biaya sewa tempat per meter 
yang peneliti sajikan melalui tabel 2. 
Pendapatan usaha harian merupakan 
pendapatan setelah dikurangi biaya 
bahan harian pedagang. Uji Reliabilitas 
adalah instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur objek 
yang sama akan menghasilkan data yang 
sama sehingga instrumen penelitian 
tersebut tetap dianggap shahih. 
Pengujian ini menentukan konsistensi 
atas suatu instrument penelitian. Uji 
reliabilitas menggunakan Alpa 
Cronbach. Nilai cronbach’s alpha 0,970 
lebih besar dari 0,8 berarti data lebih 
reliable. Untuk menganalisis secara 
mendalam mengenali teknik analisa data 
dan interpretasi data yang peneliti 
lakukan secara kuantitatif yang 
digunakan untuk menguji hubungan 
perhitungan statistik.  
 
Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel X 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.970 30 
. 
Tabel 5.  Descriptive Statistics 
Model Summaryb 
Mode
l R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .878(a) .771 .762 9827.06447 1.696 
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Tabel 6. Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Toleranc
e  VIF 
1 (Constant) 7077.371 7114.363  2.400 .023   
  Pendapatan .908 .094 .878 9.697 .000 1.000 1.000 
R Square sebesar 0,771 mengisyaratkan 
bahwa pendapatan memberikan 
pengaruh sebesar 77.1% terhadap sewa 
tempat, sedangkan sisanya sebesar 
22,9% dapat dijelaskan oleh faktor-
faktor lain yang tidak disertakan dalam 
penelitian ini.  
Persamaan regresi diperoleh sebagai 
berikut : 
Y= 7.077,371 + 0,908 X 
Nilai Beta X sebesar 0,908, hal ini 
menjelaskan jika variabel x naik 1 satuan 
memberi pengaruh y naik sebesar 0,908 
satuan. 
 Elastisitas dari variabel x adalah 
elastic dimana jika variabel x 
bertambah 1% maka variabel y naik 
sebanyak 9,697%. 
 Dari uji t diperoleh t hitung sebesar 
9,697, bahwa pendapatan pengusaha 
warteg berpengaruh positif terhadap 
sewa tempat di Kecamatan Medan 
Sunggal Medan. 1% perubahan 
sewa tempat memberi pengaruh 
terhadap 9,967% perubahan 
pendapatan. Hal ini menunjukkan 
variabel sewa tempat bersifat positif, 
tidak signifikan, elastis terhadap 
pendapatan sehingga sesuai dengan 
hipotesis penelitian. 
 
Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang 
telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis yang diajukan dapat 
diterima atau terbukti benar dimana 
pendapatan memiliki pengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap sewa 
tempat warung tegal di Kecamatan 
Medan Sunggal Medan. Sedangkan 
besar pengaruh tersebut adalah sebesar 
77,1% kepada sewa tempat warung tegal 
di Kecamatan Medan Sunggal, hal ini 
diketahui dari sebagai berikut: 
1. Dari pengujian validitas, diketahu 
bahwa seluruh pernyataan valid 
dengan nilai corrected item total 
correlation seluruhnya bernilai lebih 
besar dari 0,308 dan dari pengujian 
reliabilitas, diketahui bahwa data 
telah reliabel karena nilai cronbach’s 
alpha lebih besar dari 0,8 
2. R Square 0,771. Mengisyaratkan 
bahwa variabel bebas x (pengaruh 
pendapatan) memberikan pengaruh 
sebesar 77,1% kepada variabel 
terikat Y (sewa tempat), sedangkan 
sisanya sebesar 22,9% dapat 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
yang tidak disertakan dalam 
penelitian ini. 
3. Durbin Watson (DW) diperoleh nilai 
1,696. Sesuai table Durbin Watson 
(lampiran) untuk n = 30 diperoleh 
nilai ∂ 1,25 dimana H0 diterima jika 
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DW hitung>DW tabel. Dengan 
demikian 1,696>1,25 maka model 
regresi diterima karena tidak terjadi 
auto korelasi pada model penelitian 
ini. 
4. Berdasarkan hasil uji maka diperoleh 
persamaan regresi Y = 7.077,371 + 
0,908X yang berarti bahwa variabel 
x memberi pengaruh positif  dan 
tidak signifikan terhadap variabel y, 
maksudnya jika x naik maka y akan 
naik atau sebaliknya. 
5. Dari uji t diperoleh t hitung sebesar 
9,697, sedangkan nilai t tabel untuk n 
= 30 adalah 1,697, dimana t hitung 
harus lebih besar dari t tabel. Dengan 
demikian dimana t hitung 9,697>t 
tabel 1,697 yang mengandung arti 
bahwa hipotesis pertama (Ho) 
diterima bahwa pendapatan 
pengusaha warteg berpengaruh 
positif terhadap sewa tempat di 
Kecamatan Medan Sunggal Medan . 
6. 1% Perubahan sewa tempat memberi 
pengaruh terhadap 9,967% 
perubahan pendapatan. Hal ini 
menunjukkan variabel sewa tempat 
elastis. Disimpulkan variabel sewa 
tempat bersifat, positif, tidak 
signifikan, elastis terhadap 
pendapatan sehingga sesuai dengan 
hipotesis penelitian 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang 
diperoleh, peneliti mencoba memberikan 
saran atau masukan sebagai berikut :  
1. Setiap pengusaha warung tegal di 
Kecamatan Medan Sunggal Medan 
harus berupaya meningkatkan 
pendapatan dari usaha warung tegal 
dikarenakan memiliki peranan 
positif terhadap besarnya biaya 
sewa”. Pendapatan disebabkan oleh 
strategisnya lokasi dan pelayanan 
yang disenangi pelanggan sehingga 
diharapkan pendapatan pengusaha 
warung tegal dapat meningkat 
khususnya di Kecamatan Medan 
Sunggal Medan.  
2. Bahwa pedagang kaki lima dalam 
hal ini para pemilik pengusaha 
warung tegal perlu dibina oleh 
pemerintah terutama pada 
ketersediaan tempat usaha, dimana 
hal ini perlu dilakukan karena usaha 
warung tegal tersebut merupakan 
salah satu kekuatan perekonomian 
daerah. 
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ABSTRAK 
 
Guru adalah profesi yang memegang peran sentral dalam menentukan generasi penerus 
bangsa. Guru dituntut memiliki keterampilan yang memungkinkan untuk 
mengorganisasikan materi serta mengelolanya dalam pembelajaran dan pembentukan 
kompetensi siswa. Profesi guru harus dipersiapkan untuk mengenal ilmu pengetahuan 
yang luas agar memiliki kemampuan dan kompetensi. Kompetensi guru bersifat kompleks 
dan merupakan kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan 
nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas 
sebagai pendidik. Sertifikasi guru yang dilaksanakan pemerintah merupakan upaya 
peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Muara 
akhir yang diharapkan adalah meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di 
Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan adalah upaya 
pemberian insentif tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan bagi 
guru yang memiliki sertifikat pendidik. 
 
Kata kunci: Sertifikasi, guru, kualitas, kompetensi, profesi, kesejahteraan 
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Pendahuluan 
Hasil penelitian United Nation 
Development Programe (UNDP) pada 
tahun 2007 tentang Indeks 
Pengembangan Manusia menyatakan 
Indonesia berada pada peringkat ke-107 
dari 177 negara yang diteliti. Indonesia 
memperoleh indeks 0,728. Dan jika 
Indonesia dibanding dengan negara-
negara ASEAN yang dilibatkan dalam 
penelitian, Indonesia berada pada 
peringkat ke-7 dari sembilan negara 
ASEAN. Salah satu unsur utama dalam 
penentuan komposit Indeks 
Pengembangan Manusia ialah tingkat 
pengetahuan bangsa atau pendidikan 
bangsa. Peringkat Indonesia yang rendah 
dalam kualitas sumber daya manusia ini 
adalah gambaran mutu pendidikan 
Indonesia yang rendah. 
Keterpurukan mutu pendidikan di 
Indonesia juga dinyatakan oleh United 
Nation Educational, Scientific, and 
Cultural Organization (UNESCO), 
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
mengurus bidang pendidikan. Menurut 
Badan PBB itu, peringkat Indonesia 
dalam bidang pendidikan pada tahun 
2007 adalah 62 di antara 130 negara di 
dunia. Education development index 
(EDI) Indonesia adalah 0.935, di bawah 
Malaysia (0.945) dan Brunei Darussalam 
(0.965). Rendahnya mutu pendidikan 
diIndonesia juga tercermin dari daya 
saing di tingkat internasional. Daya saing 
Indonesia menurut World Economic 
Forum, 2007-2008, berada di level 54 
dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat 
daya saing sesama negara ASEAN 
seperti Malaysia yang berada di urutan 
ke-21 dan Singapura pada urutan ke-7. 
Salah satu penyebab rendahnya mutu 
pendidikan di Indonesia adalah 
komponen mutu guru. Rendahnya 
profesionalitas guru di Indonesia dapat 
dilihat dari kelayakan guru mengajar. 
Menurut Balitbang Depdiknas, guru-
guru yang layak mengajar untuk tingkat 
SD baik negeri maupun swasta ternyata 
hanya 28,94%. Guru SMP negeri 
54,12%, swasta 60,99%. Guru SMA 
negeri 65,29%, swasta 64,73%. Guru 
SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 %. 
Salah satu cara yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengatasi 
permasalahan rendahnya kualitas guru 
ini adalah dengan mengadakan 
sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, 
pemerintah berharap kinerja guru akan 
meningkat dan pada gilirannya mutu 
pendidikan nasional akan meningkat 
pula. 
Keterpurukan mutu pendidikan 
Indonesia di dunia internasional memang 
amat memprihatinkan. Akan tetapi, 
keprihatinan ini jangan sampai membuat 
kita putus harapan. Keterpurukan ini 
hendaknya membuat kita sungguh-
sungguh terdorong mencari jalan yang 
tepat, bukan dengan cara-cara instan dan 
mengutamakan kepentingan pribadi. 
Salah satu jalan yang ditempuh oleh 
pemerintah dalam mengatasi mutu 
pendidikan yang rendah ini adalah 
dengan meningkatkan kualitas gurunya 
melalui sertifkasi guru. Pemerintah 
berharap, dengan disertifkasinya guru, 
kinerjanya akan meningkat sehingga 
prestasi siswa meningkat pula. Namun 
dalam pelaksanaannya, sertifikasi dalam 
bentuk penilaian portofolio memberi 
banyak peluang pada guru untuk 
menempuh jalan pintas. Hal ini 
disebabkan profesionalisme guru diukur 
dari tumpukan kertas. Indikator inilah 
yang kemudian memunculkan hipotesis 
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bahwa pelaksanaan sertifikasi dalam 
wujud penilaian portofolio tidak akan 
berdampak sama sekali terhadap kinerja 
guru, apalagi terhadap peningkatan mutu 
pendidikan nasional. 
Di samping itu, berkaca pada 
pelaksanaan sertifikasi negara-negara 
maju, terutama dalam bidang 
pendidikan, peningkatkan mutu 
pendidikan hanya dapat dicapai dengan 
pola-pola dan proses yang tepat. Pola-
pola instan hanya akan menghambur-
hamburkan dana dan waktu menjadi 
terbuang percuma. Sedangkan apa yang 
menjadi substansi sama sekali tidak 
tersentuh. 
 Fenomena kehidupan yang amat 
penting pada abad ke-21 ialah adanya 
globalisasi hampir pada semua aspek 
kehidupan. Konsekuensinya bagi semua 
bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan 
guru, memiliki tantangan yang bersifat 
mendunia (Suyanto 2006:27). Hal ini 
terjadi karena batas-batas geografis 
sebuah negara bangsa di abad ke-21 
semakin tidak penting dilihat dari proses 
berlangsungnya interaksi dan 
komunikasi antar individu di bumi ini. 
Kondisi seperti itu dapat terjadi sebagai 
akibat dari adanya inovasi yang luar 
biasa pesatnya di bidang teknologi 
komunikasi, sehingga kejadian apa saja 
di belahan bumi ini dapat diketahui oleh 
siapa saja yang memiliki akses ke system 
komunikasi global dalam waktu yang 
sama.  
Hal ini menjadi tantangan 
profesional guru di abad ke-21. 
Informasi yang dimiliki guru akan segera 
menjadi kuno jika tidak diperbarui 
secara terus menerus. Di pihak lain guru 
dan dosen bukan lagi orang yang paling 
pintar di kelas, sebab siswa dan 
mahasiswa dapat belajar dari sumber lain 
selain guru. Oleh karena itu, dalam abad 
ini, guru harus memiliki keunggulan 
kompetitif. Hukum survival of the fittest 
akan berlaku bagi profesi guru (Suyanto 
2006 :27).   
Guru dituntut untuk menjadi ahli 
penyebar informasi yang baik, karena 
tugas utamanya antara lain 
menyampaikan informasi kepada siswa. 
Guru juga berperan sebagai perencana 
(designer), pelaksana (implementer), dan 
penilai (evaluator) pembelajaran. 
Apabila pembelajaran diarahkan untuk 
memenuhi kebutuhan pribadi para siswa 
dengan penyediaan ilmu yang tepat dan 
latihan keterampilan yang mereka 
perlukan, haruslah ada ketergantungan 
terhadap materi standar yang efektif dan 
terorganisasi. Untuk itu diperlukan peran 
baru dari para guru, mereka dituntut 
memiliki keterampilan-keterampilan 
teknis yang memungkinkan untuk 
mengorganisasikan materi standar serta 
mengelolanya dalam pembelajaran dan 
pembentukan kompetensi siswa 
(Mulyasa 2008:14). 
Di samping itu, guru merupakan 
faktor kunci sukses dari upaya untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan dasar 
dan menengah. Guru memegang peranan 
strategis dalam kerangka pengembangan 
SDM, karena pembangunan pendidikan 
nasional tidak terpisahkan dari 
perubahan-perubahan yang berlangsung 
di dalam kelas. Perubahan perubahan 
dan kecenderungan itu lebih banyak 
berlangsung karena adanya interaksi 
guru dan siswa di dalam kelas. Guru 
adalah profesi yang memegang peranan 
sentral dalam menentukan generasi 
penerus bangsa ini. Tanpa meningkatkan 
mutu guru, pekerjaan membentuk SDM 
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yang kompetitif dan berbudi pekerti baik 
akan menjadi sia-sia (Khoe Yao Tung 
2002:82-83) . 
 Menyadari hal tersebut, betapa 
pentingnya untuk meningkatkan 
aktivitas, kreatifitas, kualitas dan 
profesionalisme guru. Profesi guru harus 
dipersiapkan untuk dapat mengenal ilmu 
pengetahuan yang luas agar dia dapat 
mempunyai kemampuan dan kompetensi 
untuk membimbing peserta didiknya 
memasuki ledakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (H.A.R Tilaar 2005:180-181). 
Pengembangan kualitas guru 
merupakan suatu proses yang kompleks, 
dan melibatkan berbagai faktor yang 
saling terkait. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaannya tidak hanya menuntut 
keterampilan teknis dari para ahli 
terhadap pengembangan kompetensi 
guru, tetapi harus pula dipahami 
berbagai faktor yang mempengaruhinya. 
Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan 
berbagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas guru dalam mengembangkan 
berbagai aspek pendidikan dan 
pembelajaran.  
 
Sertifikasi dan Pengaruh Negatifnya 
Terhadap Kompetensi Guru 
Fakta dilapangan sangat jelas 
bahwa untuk memperoleh sertifikasi 
guru, hanya dengan menyerahkan 
portofolio. Padahal jika dilihat dari aspek 
evaluasi, uji portofolio tidak 
menggambarkan kompetensi atau 
kemampuan para guru sesuai dengan 
Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 
8 yang menyatakan bahwa kompetensi 
guru meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial, dan kompetensi profesional. 
Pelaksanaan program sertifikasi tujuan 
dasarnya adalah untuk meningkatkan 
mutu pendidikan. Karena dengan 
meningkatnya kualitas pendidikan, maka 
akan dapat pula mendongkrak kualitas 
pendidikan bangsa Indonesia saat ini. 
Meski proses sertifikasi guru sudah 
memasuki periode keempat, bukan 
berarti kendala dan permasalahan yang 
menyertai sertifikasi guru sirna. Bahkan, 
problematika yang berasal dari para 
peserta sertifikasi sendiri bermunculan, 
karena para guru saling berlomba 
melengkapi berbagai persyaratan 
sertifikasi dengan cara yang tidak benar. 
Terlebih, syarat sertifikasi hanya 
menyusun portofolio yang di dalamnya 
berisi berbagai dokumen mengenai 
kompetensi guru dalam berbagai bidang. 
Adapun dampak negatif dari 
sertifikasi guru berbasis portofolio 
terhadap kinerja dan kompetensi guru 
adalah: 
1. Menjadi Sosok yang Certificate-
Oriented, Ternyata implementasi 
sertifikasi guru dalam bentuk 
penilaian portofolio ini kemudian 
menimbulkan polemik baru. Banyak 
para pengamat pendidikan yang 
menyangsikan keefektifan 
pelaksanaan sertifikasi dalam rangka 
meningkatkan kinerja guru. Bahkan 
ada yang berhipotesis bahwa 
sertifikasi dalam bentuk penilaian 
portofolio tak akan berdampak sama 
sekali terhadap peningkatan kinerja 
guru, apalagi dikaitkan dengan 
peningkatan mutu pendidikan 
nasional. Hal ini berkaitan dengan 
temuan-temuan dilapangan bahwa 
adanya indikasi kecurangan dalam 
melengkapi berkas portofolio oleh 
para guru peserta sertifikasi. 
“Kecurangan dengan memalsukan 
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dokumen portofolio itu memang ada. 
Indikasinya kuat sekali. Temuan ini 
nanti akan diklasifikasi ke guru 
hingga kepala sekolah yang 
bersangkutan,” Rochmat Wahab, 
Ketua Panitia Pelaksana Uji 
Sertifikasi dari Universitas Negeri 
Yogyakarta (Kompas 18/9). 
Semua guru sibuk ikut seminar 
dan lokakarya agar mendapat 
sertifikat, legalisasi ijazah dengan 
cara scan, lengkap dengan tanda 
tangan kepala sekolah dan cap 
sekolah, termasuk ijazah S-1 yang 
entah berasal dari perguruan tinggi 
mana. Salah satu penyebab 
terjadinya penyimpangan tersebut 
adalah lemahnya pengarsipan data 
sehingga pada saat dokumen tertentu 
dibutuhkan, para guru kerepotan 
karena tidak terbiasa mengarsip. Hal 
seperti ini bisa saja lulus dalam 
proses sertifikasi. Sebab tidak dapat 
dipungkiri bahwasannya asesor 
sebagai orang yang menilai 
portofolio melakukan kesalahan dan 
tidak cermat dalam melakukan 
penilaian. Namun yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah guru 
sebagai cermin siswa itu jujur, 
apakah layak untuk mendapat 
sertifikat pendidik sebagai pendidik 
profesional? Apa tidak malu jika 
bersertifikat profesional, tetapi ijazah 
yang dimiliki ditempuh dengan cara 
seperti itu? Sebagian guru menjadi 
seorang yang certificate-oriented 
bukannya programa-oriented yang 
seharusnya sibuk memikirkan teknik 
pengajaran apa yang akan digunakan 
di dalam kelas agar hasil 
pembelajaranya maksimal. 
2. Miskin Keterampilan dan Kreatifitas. 
Guru bukanlah bagian dari sistem 
kurikulum, tetapi keberhasilan 
pelaksanaan kurikulum akan 
bergantung pada kemampuan, 
kemauan, dan sikap professional 
tenaga guru (Soedijarto, 1993). 
Kalau dikaitkan persyaratan 
professional seorang guru yang 
sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan yaitu, mampu 
merencanakan, mengembangkan, 
melaksanakan, dan menilai proses 
belajar secara relevan dan efektif 
maka seorang guru yang professional 
akan dengan mudah lolos sertifikasi 
berbasis portofolio tanpa harus 
memanipulasi berkasnya. Karena 
sebelumnya guru tersebut telah giat 
mengembangkan dirinya demi anak 
didiknya. Namun yang menjadi 
persoalan adalah mereka, para guru 
yang melakukan kecurangan dalam 
sertifikasi. Temuan kecurangan 
dalam sertifikasi tersebut jelas 
membuktikan bahwa guru yang lolos 
sertifikasi dengan cara memanipulasi 
berkas portofolio, akan tetap 
mengajar dengan seadanya. Guru 
yang terampil dan kreatif akan 
mampu menguasai dan membawa 
situasi pembelajaran dengan bekal 
keterampilan dan ide-ide kreatifnya. 
Sehingga peserta didik pun lebih 
menarik mengikuti pelajaran, tidak 
jenuh dan berpikiran bahwa guru 
tersebut adalah orang yang handal 
dan mempunyai banyak pengalaman. 
Berbeda halnya dengan guru yang 
tidak kreatif. Mereka miskin 
keterampilan dan kreatifitas sehingga 
apa yang disampaikan serasa kaku 
tanpa pengembangan konsep 
pembahasan. Penyajian pelajaran 
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hanya sebatas penyampaian secara 
tekstual. Dan menurut hemat penulis 
hal ini lah yang dialami oleh para 
guru yang memanipulasi berkas 
portofolio mereka dalam sertifikasi. 
3. Degradasi Semangat 
Mengembangkan Diri. 
Jika dalam Standar Nasional 
Pendidikan menyebutkan bahwa 
guru harus mengembangkan 
kepribadiannya ke arah 
profesionalisme. Maka sertifikasi 
berbasis portofolio dipandang dapat 
menghambat proses pengembangan 
tersebut. Karena seperti yang penulis 
paparkan di atas, bahwa sertifikasi 
selain untuk meningkatkan kualitas 
guru dan pendidikan di Indonesia 
juga untuk meningkatkan 
kesejahteraan guru itu sendiri. 
Dengan memberikan tunjangan satu 
kali gaji pokok. Kalau proses 
sertifikasi hanya dinilai dengan 
berkas portofolio maka guru pun 
akan dengan instant melengkapinya. 
Pengembangan diri yang meliputi 
standar profesi dan standar mental, 
moral, sosial, spiritual, intelektual, 
fisik, dan psikis membutuhkan 
proses yang panjang, tidak bisa 
secara instant. Apalagi hanya 
dibuktikan dengan sertifikat 
kegiatan-kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan kependidikan jelas 
tidak bisa dijadikan standar 
pengembangan diri seorang guru. 
Pada akhirnya para guru pun enggan 
untuk berusaha mengembangkan 
dirinya sebagaimana yang dituntut 
dalam Undang-Undang Guru dan 
Dosen serta Standar Pendidikan 
Nasional. 
4. Merosotnya Kompetensi Profesi 
Hasil penelitian United Nation 
Development Programe (UNDP) 
pada tahun 2007 tentang Indeks 
Pengembangan Manusia menyatakan 
Indonesia berada pada peringkat ke-
107 dari 177 negara yang diteliti 
Peringkat Indonesia 
yang rendah dalam kualitas sumber 
daya manusia ini adalah gambaran 
mutu pendidikan Indonesia yang 
rendah. Keterpurukan mutu 
pendidikan di Indonesia juga 
dinyatakan oleh United Nation 
Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO)-Badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
mengurus bidang pendidikan. Salah 
satu penyebab rendahnya mutu 
pendidikan di Indonesia adalah 
komponen mutu guru. Rendahnya 
profesionalitas guru di Indonesia 
dapat dilihat dari kelayakan guru 
mengajar.  
Salah satu cara yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengatasi 
permasalahan rendahnya kualitas 
guru ini adalah dengan mengadakan 
sertifikasi berbasis portofolio. 
Dengan adanya sertifikasi, 
pemerintah berharap kinerja guru 
akan meningkat dan pada gilirannya 
mutu pendidikan nasional akan 
meningkat pula. Namun sertifikasi 
yang berbasis portofolio tersebut 
menjadi keprihatinan banyak pihak. 
Hal ini dikarenakan pelaksanaan 
sertifikasi dalam bentuk penilaian 
portofolio tidak lebih dari penilaian 
terhadap tumpukan kertas. 
Kelayakan profesi guru dinilai 
berdasarkan tumpukan kertas yang 
mampu dikumpulkan. Padahal untuk 
membuat tumpukan kertas itu pada 
Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754 
 
[163] 
 
zaman sekarang amatlah mudah. 
Tidak mengherankan jika kemudian 
ada beberapa kepala sekolah yang 
menyetting berkas portofolio guru di 
sekolahnya tidak mencapai batas 
angka kelulusan. Mereka berharap 
guru-guru tersebut dapat mengikuti 
diklat sertifikasi. Dengan mengikuti 
diklat sertifikasi, maka akan banyak 
ilmu baru yang akan didapatkan 
secara cuma-cuma. Dan pada 
gilirannya, ilmu yang mereka 
dapatkan di diklat sertifikasi akan 
diterapkan di sekolah atau di kelas. 
Fenomena ini menerangkan bahwa 
sertifikasi berbasis portofolio 
menyebabkan merosotnya 
kompetensi profesi guru. 
5. Cara Mengantisipasi Pengaruh 
Negatif Sertifikasi Guru Berbasis 
Portofolio terhadap Kinerja dan 
Kompetensi Guru.  
Berdasarkan gejala-gejala yang 
ditimbulkan dari sertifikasi berbasis 
portofolio di atas, cara untuk 
mengantisipasi pengaruh negatif 
yang lahir akibat gejala-gejala 
tersebut. Diharapkan cara yang 
dimaksud dapat mendatangkan hasil 
positif bagi permasalahan yang 
diangkat. Sehingga yang menjadi 
masalah dapat dikendalikan. Cara 
yang dapat dilakukan sebagai 
langkah awal untuk membendung 
pengaruh negatif sertifikasi guru 
berbasis portofolio adalah sebagai 
berikut: 
a. Mensosialisasikan dan Meningkatkan 
Pengawasan Sertifikasi 
Terkait dengan indikasi adanya 
kecurangan dokumen portofolio yang 
diserahkan guru yang terpilih dalam 
kuota, maka perlu kiranya, Dinas 
Pendidikan di daerah selaku lembaga 
fasilitator kaum “Umar Bakri” ini 
agar dapat terus mensosialisasikan 
program sertifikasi, supaya guru 
tidak panik dalam menghadapi 
proses penilaian portofolio. Hal Ini 
harus disosialisasikan oleh dinas 
pendidikan setempat bahwa guru 
tetap punya kesempatan untuk lulus 
melalui pendidikan dan pelatihan. 
Bagi yang sudah dapat sertifikat 
pendidik pun perlu diingatkan supaya 
bertanggung jawab terhadap 
kualifikasi yang sudah diraih. Selain 
itu sosialisasi terkait sertifikasi ini 
dapat membantu para guru yang 
belum mengerti apa yang harus 
dilakukan agar lolos sertifikasi 
dengan jalan yang benar. 
Para pengawas sertifikasi dalam hal 
ini tim asesor juga perlu 
meningkatkan kejelian dan ketelitian 
dalam mensertifikasi para peserta, 
agar tidak meloloskan peserta yang 
memanipulasi berkas portofolionya. 
Serta meningkatkan kewaspadaan 
terhadap indikasi kecurangan-
kecurangan yang mungkin terjadi. 
b. Meningkatkan Suguhan Up Grading 
untuk Para Guru 
Suguhan Up Grading yang penulis 
maksud berupa peningkatan-
peningkatan kualitas guru diberbagai 
kompetensi. Up Grading ini dapat 
berupa Kegiatan-kegiatan training, 
penataran, workshop, dan apapun 
istilah lainnya. Cara ini dapat 
mengubah rahasia umum para guru, 
bahwa yang dapat menikmati 
suguhan Up Grading tersebut 
hanyalah segelintir dari mereka. 
Diutamakan yang dapat bekerjasama 
dengan pimpinan atau dianggap 
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berprestasi “di mata” atasan. 
Sehingga, yang dapat mengikuti 
sertifikasi dengan baik dan benar 
juga akan menjadi sedikit saja. 
Sementara kuota yang demikian 
besar membuat, lagi-lagi, 
menyediakan celah penyimpangan. 
Terjadilah pemalsuan sertifikat, 
berkas-berkas terkait, data-data dan 
sebagainya. Proses Up Grading 
harus sesuai dengan tujuan. Yaitu 
meningkatkan empat kompetensi 
guru sebagaimana amanat Undang-
undang Guru dan Dosen No. 14 
Tahun 2005 Pasal 10 tentang 
kompetensi guru dan pasal 32 
tentang pembinaan dan 
pengembangan. Pengembangan 
jangan terfokus pada pengembangan 
kompetensi profesional yang lebih 
bersifat managerial kelas dan 
administratif. Kompetensi lain yang 
meliputi paedagogis, kepribadian dan 
sosial nyaris juga harus ditingkatkan. 
Selain itu pengembangan kompetensi 
tersebut dilakukan tidak hanya dalam 
bentuk himbauan atau ceramah saja. 
 
Kompetensi dan Komitmen Profesi 
Kompetensi (competency) 
didefinisikan dengan berbagai cara, 
namun pada dasarnya kompetensi 
merupakan kebulatan penguasaan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
yang ditampilkan melalui unjuk kerja, 
yang diharapkan bisa dicapai seseorang 
setelah menyelesaikan suatu program 
pendidikan. Sementara itu, menurut 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
No. 045/U/2002, kompetensi diartikan 
sebagai perangkat tindakan cerdas dan 
penuh tanggung jawab yang dimiliki 
seseorang sebagai syarat untuk dianggap 
mampu oleh masyarakat dalam 
melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 
pekerjaan tertentu.  
Merujuk pengertian kompetensi 
di atas, kompetensi guru bersifat 
kompleks dan merupakan kesatuan yang 
utuh yang menggambarkan pengetahuan, 
keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 
direfleksikan melalui kebebasan berpikir 
dan bertindak dalam melaksanakan tugas 
tugas sebagai pendidik. 
Menurut Peraturan Pemerintah 
No.19 tahun 2005, guru sebagai agen 
pembelajaran harus memiliki empat jenis 
kompetensi, yakni: pertama, kompetensi 
kepribadian, merupakan kemampuan 
personal yang mencerminkan keribadian 
yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 
didik dan berakhlak mulia. Kedua, 
kompetensi sosial, berkenaan dengan 
kemampuan guru sebagai bagian dari 
masyarakat untuk berkomunikasi dan 
bergaul secara efektif dengan peserta 
didik, sesama guru, tenaga kependidikan, 
orang tua/wali peserta didik dan 
masyarakat sekitar.  Ketiga, kompetensi 
pedagogik, berkenaan dengan 
kemampuan memberikan pemahaman 
peserta didik dan pengelola 
pembelajaran yang mendidik dan 
dialogis. Secara substantif, kompetensi 
ini mencakup pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimilikinya. Keempat, kompetensi 
profesional merupakan kemampuan yang 
berkenaan dengan penguasaan materi 
pembelajaran bidang studi secara luas 
dan  mendalam yang mencakup 
penguasaan substansi isi materi 
kurikulum dan substansi keilmuan yang 
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menaungi materi kurikulum tersebut, 
serta menambah wawasan keilmuan 
sebagai guru. 
Kompetensi guru merupakan 
perpaduan antara kemampuan personal, 
keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual 
yang secara kaffah membentuk 
kompetensi standar profesi guru, yang 
mencakup: 
1. Penguasaan materi, yang meliputi 
pemahaman karakteristik dan 
substansi ilmu sumber bahan 
pembelajaran, pemahaman disiplin 
ilmu yang bersangkutan dalam 
konteks yang lebih luas, penggunaan 
metodelogi ilmu yang bersangkutan 
untuk mempverivikasi dan 
memantpkan pemahaman konsep 
yang dipelajari, serta pemahaman 
manajemen pembelajaran. 
2. Pemahaman terhadap peserta didik 
meliputi berbagai karakteristik, 
tahap-tahap perkembangan dalam 
berbagai aspek dan penerapanya 
(kognitif, afektif, dan psikomotor) 
dalam mengoptimalkan perkembang-
an dan pembelajaran. 
3. Pembelajaran yang mendidik, yang 
terdiri atas pemahaman konsep dasar 
proses pendidikan dan pembelajaran 
bidang studi yang bersangkutan, 
serta penerpanya dalam pelaksanaan 
dan pengembangan pembelajaran. 
4. Pengembangan kepribadian profesio-
nalisme, yang mencakup pengem-
bangan intuisi keagamaan yang 
berkepribadian, sikap dan 
kemampuan mengaktualisasikan diri, 
serta sikap dan kemampuan 
mengembangkan profesionalisme 
kependidikan. 
Selain standar kompetensi profesi di 
atas, guru juga perlu memiliki standar 
mental, moral, sosial, spiritual, 
intelektual, fisik, dan psikis. Hal ini 
dipandang perlu karena dalam 
melaksanakan tugasnya guru diibaratkan 
sebagai pembimbing perjalanan (guide 
of journey) yang bertanggung jawab atas 
kelancaran perjalanan berdasarkan 
pengetahuan dan pengalamannya 
 Usaha meningkatkan kualitas 
dan kompetensi guru merupakan suatu 
masalah yang rumit, khususnya tentang 
citra guru. Kita ketahui bahwa citra guru 
dewasa ini relatif kurang mendapat 
penghargaan masyarakat dibandingkan 
dengan citra profesi lainnya yang 
memberikan jaminan hidup yang relatif 
lebih baik. Betapa sulitnya mendapatkan 
guru yang berkualitas, berdedikasi dan 
memiliki empati dalam mendidik siswa. 
Oleh karena itu profesi guru harus perlu 
ditingkatkan agar dapat bersaing dengan 
jenis profesi lainnya. Memang kita dapat 
saja menuntut dedikasi, pelayanan dan 
pengorbanan yang besar dalam profesi 
guru. Namun demikian, dalam 
kehidupan masyarakat yang serba 
terbuka, apabila tidak ada usaha-usaha 
nyata untuk meningkatkan citra guru, 
maka profesi guru tidak akan pernah 
mendapatkan dan menjaring tenaga-
tenaga muda yang kompeten (Khoe Yao 
Tung 2002:83).  
Berkaitan dengan rendahnya citra 
guru, juga tampak dalam kemampuan 
dan tanggung jawab profesi guru 
terhadap tugasnya. Guru sebagai manajer 
kelas, ia harus dapat bertanggung jawab 
terhadap kelancaran tugasnya di dalam 
kelas terutama dalam menyampaikan 
materi pelajaran, menentukan metode 
pembelajaran dan menyusun bahan 
pelajaran dari waktu ke waktu demi 
pengembangan siswanya.  
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Tidak salah kiranya kalau salah 
satu komponen pendukung bagi 
keberhasilan peningkatan mutu 
pendidikan adalah profesionalisme guru. 
Keberhasilan guru profesional sangat 
ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan 
dan keterampilan mengajar sangat perlu 
dimiliki, pemahaman kurikulum12 dan 
penguasaan materi menjadi prioritas 
utama, di samping mampu dan terampil 
di dalam metode mengajar dan 
mendayagunakan media pembelajaran. 
Tak kalah pentingnya pemahaman yang 
sungguh-sungguh terhadap teknik 
evaluasi, karena teknik evaluasi menjadi 
faktor penentu dalam menentukan 
keberhasilan proses pembelajaran (Isjoni 
2006:158). 
 Sebagai tenaga profesional, 
pekerjaan guru harus dilandasi oleh 
sejumlah prinsip, yang menurut Undang-
Undang Nomor 14/2005 meliputi : a) 
memiliki bakat, minat, panggilan jiwa 
dan idealisme; b) memiliki komitmen 
untuk meningkatkan mutu pendidikan, 
keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 
c) memiliki kualifikasi akademik dan 
latar belakang pendidikan sesuai dengan 
bidang tugas; d) memiliki kompetensi 
yang diperlukan sesuai dengan bidang 
tugas; e) memiliki tanggung jawab atas 
pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) 
memperoleh penghasilan yang 
ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 
g) memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan belajar sepanjang 
hayat; h) memiliki jaminan perlindungan 
hukum dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan; i) memiliki organisasi 
profesi yang mempunyai kewenangan 
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
tugas keprofesionalan guru.  
Masih banyak sebenarnya faktor 
penunjang lainnya yang harus dimiliki 
guru di samping performance sewaktu 
mengajar di kelas. Semua yang 
disebutkan di atas, secara hakiki sudah 
dilakukan dan dimiliki guru akan tetapi 
ke depan kadar kepemilikan itu segera 
diwujudkan dengan sungguh dan 
motivasi kerja tinggi, dan ini menjadi 
beban moral guru dalam mewujudkan 
guru profesional. Tanpa itu, mustahil 
pendidikan bermutu dapat terwujud.  
 
Penghargaan dan Kesejahteraan 
Guru 
Seorang profesional dikarak-
teristikkan dengan beberapa faktor yaitu 
kepemilikan komponen intelektual, 
komitmen yang kuat akan karier berbasis 
pada kompetensi khusus, berorientasi 
akan layanan yang memuaskan, dan 
yang terpenting terlibat akan tanggung 
jawab karena penggunaan kompetensi 
khusus tadi. Itulah sebabnya seorang 
profesional sering memperoleh 
penghargaan tertentu karena 
kompetensinya itu, walaupun itu ada 
ekses lain dari profesionalisme.  
Penghargaan memiliki pengertian 
yang luas, baik penghargaan secara 
materi maupun mental spiritual. Oleh 
karena itu, penghargaan terhadap guru 
terkait erat dengan kesejahteraan guru. 
Mengingat tugas guru memang termasuk 
yang tersulit,17 maka sudah selayaknya 
memperoleh penghargaan dan 
kesejahteraan yang memadai bagi hidup 
dan kehidupannya (Suparlan 2005:153).  
Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2003 menyatakan bahwa guru 
(pendidik) dan tenaga kependidikan 
berhak memperoleh: a) penghasilan dan 
jaminan kesejahteraan sosial yang pantas 
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dan memadai; b) penghargaan sesuai 
dengan tugas dan prestasi kerja; c) 
perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas dan hak atas hasil 
kekayaan intelektual; dan d) kesempatan 
untuk menggunakan sarana, prasarana, 
dan fasilitas pendidikan untuk 
menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
Dalam kaitan itu, ada hubungan 
yang amat signifikan antara beratnya 
tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas 
tenaga professional dengan besarnya 
gaji. Makin berat tanggung jawab dalam 
pelaksanaan tugas tenaga profesional 
yang diperlukan, maka makin besar gaji 
yang harus diperoleh. Gaji memang 
sering digunakan sebagai standar 
kesejahteraan pegawai, namun itu bukan 
satu-satunya. Pengertian kesejateraan 
guru jauh lebih luas dibandingkan 
dengan hanya sekadar gaji. Hal-hal yang 
biasanya terkait dengan faktor 
kesejahteraan adalah: (1) sarana dan 
prasarana yang cukup, (2) kontraprestasi 
kerja (gaji) yang memenuhi standar 
hidup, (3) suasana kerja yang kondusif, 
aman, dan nyaman, (4) sistem kerja yang 
adil dan terbuka, penuh kebersamaan, 
dan (5) aspirasi dan kreativitas kerja 
dapat tumbuh dengan subur. Faktor-
faktor tersebut akan menimbulkan moral 
kerja dan etos kerja guru yang tinggi, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan 
kinerja profesionalnya.  
Dengan fokus utama kecilnya 
gaji guru, akan menjadi sulit untuk hidup 
hanya berstatus guru sejati di masa 
sekarang. Hal ini diperparah bila 
dihadapkan dengan pola pikir 
masyarakat yang semakin materialistik. 
Segala sesuatu yang diukur dengan 
materi dan kenikmatan hidup 
(hedonisme), termasuk kehormatan 
akademik. Gaji guru yang teramat kecil 
mengakibatkan guru mudah akan 
kehilangan rasa percaya diri (self 
confidence) bila berhadapan dengan 
siswa yang berstrata sosial-ekonomi 
yang jauh lebih tinggi darinya. Hal ini 
sangat kontras dengan kejadian 
pembocoran soal, pembelian nilai, 
pernyuapan guru dan berbagai praktik 
yang merendahkan martabat guru.  
Akibatnya berimbas pada siklus 
yang memberikan masukan negative 
pada masyarakat. Sistem imbalan gaji 
yang diberikan pemerintah sekarang 
tidak memadai lagi untuk mengangkat 
harkat dan derajat ekonomi para guru ke 
tingkat yang lebih baik. Banyaknya 
potongan gaji membuat guru semakin 
terpuruk dan memprihatinkan. 
Keprihatinan inilah yang kemudian 
menjadi rekaman yang tidak 
menggairahkan generasi muda untuk 
memilih profesi guru, kalau tidak 
terpaksa tentunya tidak akan terpikir 
akan menjadi guru. Guru seolah menjadi 
potret pengabdian yang mudah diiming-
imingi dengan imbalan tertentu. 
Pergeseran pola pikir nilai sosial budaya 
yang tadinya sangat menghargai guru 
lambat laun hanya menghargai guru 
sebatas sebagai pekerja yang mencari 
nafkah dengan "pekerjaan" mengajar 
sekedarnya. Kalaupun ada penghargaan 
itupun hanya berupa nyanyian hampa 
"guru tanpa tanda jasa". Banyak orang 
tua mengarahkan anaknya agar tidak 
berpikir menjadi guru, karena bisa 
dikatakan menjadi guru artinya siap 
mengabdi dalam kondisi yang 
memprihatinkan.  
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Sertifikasi: Orientasi Kesejahteraan 
atau Kualitas? 
Ada yang berpendapat bahwa 
sertifikasi adalah alat untuk 
meningkatkan kesejahteraan guru. 
Bahkan yang lebih berani mengatakan 
bahwa sertifikasi adalah akal-akalan 
pemerintah untuk menaikkan gaji guru. 
Kata sertifikasi hanyalah kata 
pembungkus agar tidak menimbulkan 
kecemburuan profesi lain. Pemahaman 
seperti itu tidak terlalu salah sebab dalam 
Undang-Undang Guru dan Dosen 
(UUGD) pasal 16 disebutkan bahwa 
guru yang memiliki sertifikat pendidik, 
berhak mendapatkan insentif yang 
berupa tunjangan profesi. Besar insentif 
tunjangan profesi yang dijanjikan oleh 
UUGD adalah sebesar satu kali gaji 
pokok untuk setiap bulannya.  
Sertifikasi guru merupakan 
sebuah terobosan dalam dunia 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas 
dan profesionalitas seorang guru, 
sehingga ke depan semua guru harus 
memiliki sertifikat sebagai lisensi atau 
ijin mengajar. Dengan demikian, upaya 
pembentukan guru yang profesional di 
Indonesia segera menjadi kenyataan dan 
diharapkan tidak semua orang dapat 
menjadi guru dan tidak semua orang 
menjadikan profesi guru sebagai batu 
loncatan untuk memperoleh pekerjaan 
seperti yang terjadi belakangan ini. 
Namun, persepsi seperti itu 
cenderung mencari-cari kesalahan suatu 
program pemerintah dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan nasional. 
Peningkatan kesejahterann guru dalam 
kaitannya dengan sertifikasi harus 
dipahami dalam kerangka peningkatan 
mutu pendidikan nasional , baik dari segi 
proses (layanan) maupun hasil (luaran) 
pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan secara eksplisit 
mengisyaratkan adanya standarisasi isi, 
proses, kompetensi lulusan, pendidik dan 
tenaga kependidikan, sarana dan 
prasarana, pengelolaan, pembiyaan, dan 
penilaian pendidikan dalam mencapai 
tujuan pendidikan nasional. 
Di samping itu, menurut Samami 
dkk. (2006), yang perlu disadari adalah 
bahwa guru adalah subsistem pendidikan 
nasional. Dengan adanya sertifikasi, 
diharapkan kompetensi guru sebagai 
agen pembelajaran akan meningkat 
sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. Dengan kompetensi guru 
yang memenuhi standar minimal dan 
kesejahteraan yang memadai diharapkan 
kinerja guru dalam mengelola proses 
pembelajaran dapat meningkat. Kualitas 
pembelajaran yang meningkat diharap-
kan akan bermuara akhir pada terjadinya 
peningkatan prestasi hasil belajar siswa. 
Pada dasarnya terdapat barbagai 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
pendidikan, antara lain: guru, siswa, 
sarana dan prasarana, lingkungan 
pendidikan,dan kurikulum. Dari 
beberapa faktor tersebut, guru dalam 
kegiatan proses pembelajaran di sekolah 
nemempati kedudukan yang sangat 
penting dan tanpa mengabaikan faktor 
penunjang yang lain, guru sebagai subjek 
pendidikan sangat menentuksn 
keberhasilan pendidikan itu sendiri. 
Studi yang dilakukan Heyneman dan 
Loxley pada tahun 1983 di 29 negara 
bahwa di antara berbagai masukan yang 
menentukan mutu pendidikan (yang 
ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) 
sepertiganya ditentukan oleh guru. 
Peranan guru makin penting lagi di 
Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754 
 
[169] 
 
tengah keterbatasan sarana dan prasarana 
sebagaimana dialami oleh negara-negara 
sedang berkembang. Fasli Jalal (2007) 
mengatakan bahwa pendidikan yang 
bermutu sangat tergantung pada 
keberadaan guru yang bermutu, yakni 
guru yang profesional, sejahtera dan 
bermatabat. Oleh karena itu keberadaan 
guru bermutu merupakan syarat mutlak 
hadirnya sistem dan praktik pendidikan 
yang bermutu.  
Program sertifikasi tersebut juga 
dapat diterapkan untuk guru-guru  agar 
dapat memiliki standar kompetensi yang 
telah diterangkan di atas. Guru  
diharapkan mampu memahami dan 
menguasai materi ajar yang ada dalam 
kurikulum, memahami struktur, konsep 
dan metode keilmuan yang koheren 
dengan materi ajar, memahami 
hubungan konsep antar mata pelajaran 
yang terkait dan menginternalisasikan 
nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. 
Selain itu melalui sertifikasi guru 
diharapkan mampu menguasai langkah-
langkah penelitian dan kajian kritis 
untuk memperdalam pengetahuan dan 
materi bidang studi 
Kreatifitas Guru harus menjadi 
prioritas utama pemerintah, sekolah, dan 
guru itu sendiri agar kreatifitas bangsa 
ini semakin baik. Saat ini pemerintah 
sudah memulai program peningkatan 
mutu tenaga kependidikan dengan 
mengadakan program studi lanjut, 
pelatihan, sertifikasi dan kegiatan sejenis 
yang dapat meningkatkan kompetensi 
guru, bahkan pemerintah telah membuat 
kurikulum yang fleksibel, usaha-usaha 
tersebut tidak akan berpengaruh positif 
apabila guru tidak mau kreatif, apalagi 
masih banyak guru di Indonesia yang 
belum mau berubah (masih seperti yang 
dulu) sementara anak didiknya dituntut 
untuk berubah atau anak didiknya sudah 
jauh berubah kemampuannya 
meninggalkan kemampuan gurunya.  
Dalam Undang-undang RI 
No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan PP. No. 19/2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
menyatakan guru adalah pendidik 
profesional. Untuk itu, kepada para guru 
dipersyaratkan memiliki kualifikasi 
akademik minimal S1/D4 yang relevan 
dan menguasai kompetensi sebagai agen 
pembelajaran. Di samping itu, dalam UU 
No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen juga dinyatakan demikian. 
Pemenuhan persyaratan kualifikasi 
akademik minimal S1/D4 dibuktikan 
dengan ijazah dan persyaratan relevansi 
mengacu pada jenjang pendidikan dan 
mata pelajaran yang dibina. Pemenuhan 
persyaratan penguasaan kompetensi 
sebagai agen pembelajaran yang meliputi 
kompetensi kepribadian, kompetensi 
pedagogik, kompetensi profesional dan 
kompetensi sosial dibuktikan dengan 
sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik 
diberikan kepada guru yang lulus 
sertifikasi guru. 
Secara spesifik, manfaat 
sertifikasi guru adalah; a) melindungi 
profesi pendidik dari praktik-praktik 
yang tidak kompeten, sehingga merusak 
citra profesi pendidik; b) melindungi 
masyarakat dari praktik praktik 
pendidikan yang tidak profesional; c) 
menjaga lembaga penyelenggara 
pendidikan dari keinginan internal dan 
tekanan eksternal yang menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan 
d) menjadi wahana penjaminan mutu 
bagi penyelenggara program penyiapan 
tenaga kependidikan (PPTK) di 
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perguruan tinggi, dan layanan, serta hasil 
pendidikan usia dini, dasar dan 
menengah.  
Dalam UU No.14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen disebutkan 
bahwa sertifikasi guru sebagai upaya 
peningkatan mutu guru yang dibarengi 
dengan peningkatan kesejahteraan guru. 
Muara akhir ini diharapkan dapat 
meningkatkan mutu pembelajaran dan 
mutu pendidikan di Indonesia secara 
berkelanjutan. Bentuk peningkatan 
kesejahteraan dalam hal ini adalah 
adanya upaya pemberian insentif 
tunjangan profesi guru sebesar satu kali 
gaji pokok setiap bulan bagi guru yang 
memiliki sertifikat pendidik. Insentif ini 
berlaku, baik bagi guru yang berstatus 
pegawai negeri (PNS) maupun bagi guru 
yang tidak berstatus pegawai negeri 
(swasta).  
Sertifikasi guru berbentuk uji 
kompetensi sebagai agen pembelajaran 
yang didasarkan pada penilaian 
portofolio (Sumarna Surapranata 
2006:28) yang dipadu dengan self 
appraisal. Instrumen ini memberi 
kesempatan kepada guru untuk menilai 
diri sendiri dalam aktivitasnya sebagai 
guru. Setiap pernyataan dalam 
melakukan sesuatu atau berkarya harus 
dapat dibuktikan dengan bukti fisik 
berupa dokumen yang relevan. Bukti 
fisik tersebut menjadi bagian penilaian 
portofolio. 
Upaya ini dalam kenyataannya 
mungkin masih belum sesuai dengan 
harapan yang diinginkan oleh semangat 
sertifikasi. Para guru belum dapat 
menunjukkan hasil kerja atau 
kompetensi dalam melaksanakan 
kewajiban profesionalnya. Masih banyak 
yang menggunakan ”biro jasa” 
penyusunan portofolio dari pada 
mengidentifikasi, memilih, menyusun 
dan menyimpan dokumen berupa karya-
karya terbaiknya. Hal ini dapat kita 
pahami bahwa orientasi guru dalam 
mengikuti sertifikasi lebih mengarah 
kepada peningkatan taraf hidup atau 
kesejahteraan dari pada peningkatan 
kualitas dan kompetensi guru itu sendiri. 
Padahal tujuan utama sertifikasi adalah 
meningkatkan keprofesionalan guru 
dalam merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran yang 
bermutu, meningkatkan dan 
mengembangkan kualifikasi akademik 
dan kompetensi secara berkelanjutan 
sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, bukan 
semata-mata mengedepankan aspek 
material berupa peningkatan 
kesejahteraan hidup melalui insentif 
tunjangan profesi guru sebesar satu kali 
gaji pokok. 
 
Simpulan 
Sudah saatnya pendidikan 
memasuki era profesionalisme agar 
peningkatan kualitas yang berkelanjutan 
dapat dipertahankan. Saat ini 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi informasi berjalan sedemikian 
cepatnya, sehingga dunia harus proaktif 
(value driven) dalam merespon bentuk 
perkembangan tersebut, jika tidak ingin 
ketinggalan dan ditinggalkan zaman. 
Oleh sebab itu, profesionalisme 
pendidikan segera kita lakukan, agar era 
kuantitas segera dapat digeser ke era 
kualitas. Untuk merealisasikan 
pergeseran paradigma tersebut, dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya 
dengan baik, seorang guru harus 
memiliki standar kualifikasi, kompetensi 
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dan kesejahteraan yang memadai. Makna 
kualifikasi terkait dengan jenjang 
pendidikan formal di bidang keguruan 
dan ilmu pendidikan minimal yang harus 
dimiliki. 
Sementara itu, kompetensi guru 
terkait dengan kemampuan dasar yang 
harus dimiliki oleh guru. Untuk 
meningkatkan kesejahteraan guru, amat 
diperlukan adanya sistem renumerasi 
atau penggajian yang menjanjikan, 
tunjangan hidup untuk guru (allowance), 
serta adanya jaminan sosial dan 
kesehatan. Kualifikasi, kompetensi dan 
kesejahteraan guru merupakan tiga aspek 
yang mempengaruhi kompetensi guru. 
Oleh karena itu, ketiganya harus dapat 
terpenuhi agar tercapai kompetensi guru 
yang optimal dan berkualitas. 
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ABSTRAK 
Setiap orang selalu berhubungan dengan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan  
makanan,  pakaian,  hiburan  atau  untuk  kebutuhan  lainnya. Berwirausaha merupakan 
salah satu peluang usaha karena tingkat konsumsi masyarakat Sunatera Utara sangat 
tinggi. Penelitian ini menggunakan teori Keyness dengan menggunakan formula yang 
sudah ada, Marginal Propensity to Consume (MPC) diperhitungkan sebagai perbandingan 
antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable. 
Sumber data yang digunakan adalah data Eksternal. Metode pengumpulan data adalah 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode  analisis  data  yang  digunakan  
adalah  metode  data  kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya MPC 
masyarakat Sumatera Utara tergantung pada pendapatan masyarakat Sumatera Utara. 
 
Kata kunci : peluang usahan, konsumsi, pendapatan. 
  
Pendahuluan 
Memasuki era globalisasi 
sekarang ini khususnya lingkungan 
ekonomi dunia telah mengalami 
perubahan dengan cepat dan mengarah 
pada pemantapan bentuk ekonomi pasar 
yang lebih terbuka, dan ini mendorong 
terbukanya peluang berwirausaha.  
Dalam  kehidupan  sehari-hari  setiap  
orang  selalu  berhubungan  dengan 
konsumsi, apakah itu untuk memenuhi 
kebutuhan makanan, pakaian, hiburan 
atau untuk kebutuhan lain. Setiap orang 
atau masyarakat mempunyai skala 
kebutuhan yang di  pengaruhi  oleh  
pendapatan. Kondisi pendapatan 
seseorang akan mempengaruhi tingkat 
konsumsinya. Makin tinggi penda-
patan, makin banyak jumlah barang 
yang di konsumsi. Sebaliknya, semakin 
sedikit pendapatan maka semakin 
berkurang jumlah barang yang di 
konsumsi.  
Siregar (2009), mengemukakan  
bahwa Pendapatan Nasional (PN) 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap konsumsi masyarat di Indonesia 
dengan nilai MPC sebesar 0,431. Artinya 
setiap kenaikan pendapatan nasional 
sebesar   Rp. 1 trilyun akan meningkatkan 
konsumsi masyarakat sebesar Rp. 0,431 
trilyun. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perkembangan tingkat 
konsumsi dan  tingkat pendapatan 
Sumatera Utara, selanjutnya menganalisis 
Marginal Propensity to Consume 
Sumatera Utara. Nantinya akan 
bermanfaat bagi bahan   pertimbangan   
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dalam   pengambilan   keputusan   bagi 
pemerintah terkait dengan pola konsumsi 
masyarakat 
 
Kajian Teoritis 
Kewirausahaan pada dasarnya adalah 
semangat, sikap, perilaku dan 
kemampuan seseorang dalam 
menangani usaha dan kegiatan yang 
mengarah pada upaya mencari, 
menciptakan, menerapkan cara kerja, 
teknologi dan produk bar dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka 
memberikan pelayanan yang lebih baik 
atau memperoleh keuntungan yang 
lebih besar,. Kewirausahaan adalah 
suatu sikap yang lahir dari kegiatan 
wirausaha. Kewirausahaan muncul 
apabila seseorang berani mengembang-
kan usaha dan ide kreatif yang 
dimilikinya.  
Dalam Soeharto Wirakusuma, 
1997 yang menjelaskan istilah 
wirausaha yang berasal dari 
entrepreneurship dalam pengendalian  
perekonomian bangsa yang diperkuat 
oleh “suatu bangsa akan berkembang 
secara ekonomi apabila bangsa tersebut 
memiliki wirausahawan yang 
mempunyai kebebasan dan motivasi 
yang mendorongnya untuk mengambil 
suatu keputusan yang bersifat 
kewirausahaan yang sebetulnya berarti 
mengadakan inovasi, yaitu mewujudkan 
gagasan–gagasan baru menjadi praktek.  
Ada beberapa konsep 
kewirausahaan yaitu enam hakikat 
wirausaha antara lain: (1) 
Kewirausahaan adalah suatu nilai yang 
diwujudkan dalam perilaku yang 
dijadikan dasar sumber daya, tenaga 
penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses 
dan hasil bisnis. (2)kewirausahaan 
adalah suatu kemampuan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru dan 
berbeda (ability to create the new and 
different) (3) kewirausahaan adalah 
suatu proses penerapan kreativitas dan 
keinovasian dalam memecahkan 
persoalan dan menemukan peluang 
untuk memperbaiki kehidupan (usaha). 
(4) kewirausahan adalah suatu nilai 
yang diperlukan untuk memulai suatu 
usah (start-up phase) dan 
perkembangan usaha (venture growth). 
(5) kewirausahaan adalah usaha  
menciptakan nilai tambah dengan jalan 
mengkombinasikan sumber daya yang 
ada  melalui cara–cara baru dan berbeda 
untuk memenagkan pesaing. (6) 
kewirausahaan adalah mereka yang 
berani memutuskan untuk bersikap, 
berfikir dan bertindak secara mandiri, 
mencari nafkah dan berkarier dengan 
jalan berusaha di atas kemapuan sendiri, 
dengan cara yang jujur dan adil, jauh 
dari kecurangan.  
 
Konsumsi  
Dalam mikro ekonomi konsumsi 
adalah kegiatan memanfaatkan barang- 
barang  atau  jasa  dalam  memenuhi  
kebutuhan  hidup.  Barang-barang  yang  
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup ini tergantung dari pendapatan yang  
diperoleh. Dalam makro ekonomi 
konsumsi adalah jumlah seluruh 
pengeluaran perorangan  atau  negara  
untuk  barang-barang  konsumsi  selama  
satu  periode tertentu. Tegasnya 
konsumsi menyangkut barang-barang 
yang digunakan habis, di nikmati atau di 
makan selama periode bersangkutan. 
Dalam prakteknya banyak barang-barang 
konsumsi  tersebut  umumnya  mungkin  
melebihi  periode  waktu tersebut seperti 
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baju, tas atau mobil.  
Menurut Dumairy  (2004:  109), 
Konsumsi adalah pembelanjaan atas 
barang-barang dan jasa-jasa yang 
dilakukan oleh rumah tangga dengan 
tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari 
orang yang melakukan pembelanjaan 
tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas 
makanan, pakaian, dan barang-barang 
kebutuhan mereka yang lain digolongkan 
pembelanjaan atau konsumsi. Barang-
barang yang diproduksi  untuk  digunakan  
oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  
kebutuhannya dinamakan barang 
konsumsi.  
 
Teori Konsumsi John Maynard Keynes  
Mankiw  (2003  :  425), Dalam 
teorinya Keynes mengandalkan analisis  
statistik,  dan  juga  membuat  dugaan-
dugaan  tentang  konsumsi  berdasarkan  
instrospeksi  dan  observasi  kasual.  
Pertama  dan  terpenting  Keynes  
menduga bahwa,  kecenderungan  
mengkonsumsi  marginal (MPC) jumlah 
yang dikonsumsi dalam setiap 
tambahan pendapatan adalah antara nol 
dan satu atau 0<MPC<1. Kecenderungan 
mengkonsumsi marginal merupakan 
rekomendasi kebijakan Keynes untuk 
menurunkan pengangguran yang kian  
meluas.  Kekuatan  kebijakan  fiskal,  
untuk  mempengaruhi  perekonomian 
seperti ditunjukan oleh pengganda 
kebijakan fiskal muncul dari umpan 
balik antara pendapatan dan konsumsi.  
 Kedua, Keynes menyatakan 
bahwa rasio konsumsi terhadap 
pendapatan, yang  disebut  kecenderungan  
mengkonsumsi rata-rata (avarege  
propensity  to consume),  turun  ketika  
pendapatan  naik.  Ia  percaya  bahwa  
tabungan  adalah kemewahan, sehingga 
ia berharap orang kaya menabung dalam 
proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan 
mereka ketimbang si miskin.  
Ketiga, Keynes berpendapat 
bahwa pendapatan merupakan deter-
minan konsumsi yang penting dan tingkat 
bunga tidak memiliki peranan penting. 
Keynes menyatakan bahwa pengaruh 
tingkat bunga terhadap konsumsi hanya 
sebatas teori. Kesimpulannya bahwa 
pengaruh jangka pendek dari tingkat 
bunga terhadap pengeluaran individu dari  
pendapatan-nya  bersifat  sekunder  dan  
relatif  tidak penting.  Berdasarkan tiga 
dugaan ini, fungsi  konsumsi  Keynes:  
C = a + bY, a > 0, 0 < b < 1 ……..…. (1)  
Keterangan:  
C = konsumsi  
Y = pendapatan disposibel  
a = konstanta  
b = kecenderungan mengkonsumsi 
marginal  
 
Secara grafis, fungsi konsumsi Keynes 
digambarkan sebagai berikut :  
 
Gambar 1. Fungsi Konsumsi Keynes 
 
Pada gambar 1 terlihat bahwa fungsi 
konsumsi Keynes tidak melalui titik 0,  
tetapi  melalui  sumbu  vertikal  pada  
nilai  positif (Co).  Konsekwensi  fungsi 
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konsumsi ini, dengan meningkatkan 
pendapatan nasional akan memberi 
dampak terhadap penurunan hasrat 
konsumsi rata-rata atau APC. Jika APC 
mengalami penurunan dengan terjadinya  
peningkatan  pendapatan  nasional, dalam 
fungsi konsumsi Keynes akan terlihat 
pertama, peningkatan pendapatan masih 
diikuti dengan peningkatan konsumsi, 
kedua, pada saat garis konsumsi C 
memotong garis OY maka peningkatan 
pendapatan diiringi dengan penurunan 
konsumsi atau APC.  
 
Teori Konsumsi dengan Hipotesis 
Pendapatan Relatif  
 Reksoprayitno (2000), James 
Dusenberry  mengemukakan bahwa 
pengeluaran  konsumsi  suatu  
masyarakat  ditentukan terutama  oleh  
tingginya pendapatan tertinggi yang 
pernah dicapainya. Pendapatan 
berkurang, konsumen tidak   akan   
banyak mengurangi pengeluaran untuk 
konsumsi. Untuk mempertahankan 
tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa 
mengurangi besarnya saving.  Apabila  
pendapatan bertambah  maka  konsumsi  
mereka  juga  akan bertambah,  tapi  
bertambahnya  tidak  terlalu  besar.  
Sedangkan saving  akan bertambah 
besar dan pesatnya.  
Dalam teorinya, Dusenberry 
menggunakan dua asumsi yaitu :  
1. Selera sebuah rumah tangga atas 
barang konsumsi adalah inter-
dependen. Artinya pengeluaran   
konsumsi rumah tangga 
dipengaruhi   oleh pengeluaran yang 
dilakukan oleh orang sekitarnya.  
2. Pengeluaran konsumsi adalah  
irreversible.  Artinya  pola  penge-
luaran seseorang pada saat 
penghasilan naik berbeda dengan 
pola pengeluaran pada saat 
penghasilan mengalami penurunan 
 
Gambar 2 Teori Konsumsi dengan 
Hipotesis Pendapatan Relatif 
 
Hal ini dapat dijelaskan melalui gambar  
CL menunjukan kurva pengeluaran 
konsumsi jangka panjang. Apabila  
pendapatan sebesar O Yo, maka 
besarnya pengeluaran konsumsi yang 
terjadi adalah BYo, apabila pendapatan 
mengalami penurunan dari O Yo 
menjadi O Y1, maka pengeluaran 
konsumsi tidak akan turun ke titik E. 
Pada kurva pengeluaran jangka panjang 
(C1) namun ketitik A pada kurva 
pengeluaran konsumsi jangka  
pendek C1. Hal ini kurva pada saat 
terjadinya penurunan pendapatan 
pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  
tidak  turun  drastis  melainkan  bergerak  
turun  secara perlahan.  
 
Fungsi Konsumsi  
Dalam teori makro ekonomi 
dikenal berbagai variasi tentang model 
fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi 
yang paling dikenal dan sering 
ditemukan dalam buku-buku makro 
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ekonomi adalah fungsi konsumsi Keynes, 
yaitu :  
C = f(Y) …………................ (2)  
Atau,  
C = f (Y-T) …….…………… (3) 
dimana 
C = konsumsi  
Y = tingkat pendapatan  
Persamaan ini menyatakan bahwa 
konsumsi adalah fungsi dari disposable 
income.  Hubungan  konsumsi  dan  
disposable  income  disebut  consump-
tion function. Keynes menyatakan bahwa 
pengeluaran konsumsi masyarakat 
berbanding lurus dengan tingkat 
pendapatannya. Secara lebih spesifik, 
Keynes memasukkan komponen  MPC  
ke dalam persamaan konsumsinya seperti 
yang diuraikan pada persamaan (1) 
sebelumnya.  
Teori daur hidup  (life-cycle) 
yang terutama dikembangkan oleh 
Franco Modigliani,  melihat  bahwa  
individu  merencanakan  perilaku  
konsumsi dan tabungan mereka untuk 
jangka panjang dengan tujuan 
mengalokasikan konsumsi mereka 
dengan cara terbaik yang mungkin selama 
masa hidup mereka. Tabungan dipandang 
sebagai akibat dari keinginan individu 
untuk menjamin konsumsi di hari tua. 
Fungsi konsumsi yang dikembangkan 
berdasarkan teori life-cycle adalah:  
 C = aWR + cYL …………….. (4) 
dimana: 
WR = kekayaan riel  
a = kecenderungan mengkonsumsi 
marjinal dari kekayaan, 
YL  = pendapatan tenaga kerja  
c = kecenderungan mengkonsumsi 
marjinal dari pendapatan tenaga kerja.  
 
 Milton Friedman dengan teori 
pendapatan permanennya mengemuka-
kan bahwa  orang  menyesuaikan  
perilaku  konsumsi  mereka  dengan  
kesempatan konsumsi permanen. Dalam 
bentuk yang paling sederhana, hipotesis 
pendapatan permanen  dari  perilaku  
konsumsi berpendapat  bahwa  konsumsi  
itu adalah proposional terhadap 
pendapatan permanen, yaitu: 
C = cYP ……………..……… (5) 
Dimana: 
YP = pendapatan (disposable)  permanen.  
 Persamaan konsumsi bervariasi 
menurut proporsi yang sama dengan 
pendapatan permanen. Kenaikan 5% 
dalam pendapatan permanen akan 
menaikan konsumsi sebesar 5%.  
Herlambang (2002 : 229), mengemukakan 
bahwa konsumsi tergantung dari 
pendapatan dimana orang memiliki 
pengalaman pendapatannya berubah 
secara acak dari tahun ke tahun (seorang 
wiraniaga memiliki bonus yang berbeda 
sesuai dengan tingkat penjualan 
disamping gaji tetapnya). Konsumen 
mungkin memiliki pendapatan  permanen 
(Yр)  dan  juga  pendapatan  transitory 
(Yt).  Yp adalah pendapatan yang 
diyakini akan didapat juga pada waktu 
akan datang. Jadi Yp adalah pendapatan 
rata-rata sedangkan Yt merupakan 
deviasi (random) dari rata - rata tersebut. 
Sehingga pendapatan seseorang dapat 
ditulis sebagai berikut: 
Y = Yp + Yt;    
dimana: 
Y = pendapatan saat ini 
 
Sukirno (2008 : 110), dalam  buku  
makro ekonominya menjelaskan bahwa  
kecondongan  mengkonsumsi  marjinal,  
atau  Marginal Propensity to Consume  
(MPC) didefenisikan sebagai 
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perbandingan antara pertambahan 
konsumsi  (∆C) yang dilakukan dengan 
pertambahan pendapatan disposibel 
(∆Yd) yang diperoleh Nilai MPC dapat 
dihitung dengan menggunakan formula:  
 ∆C  
MPC = ——   
∆Yd  
 
 Konsumsi dipengaruhi oleh 
pendapatan setelah dikurangi pajak, 
jumlah penduduk (jumlah anggota  
rumah  tangga),  jumlah  harta  lancar  
dan  harta  tetap  yang  dimiliki. 
Syahruddin (2001). Konsumsi tidak 
hanya dipengaruhi oleh pendapata setelah 
dikurangi pajak, tetapi juga  dipengaruhi  
faktor  lain.  Sedangkan  pendapatan  
setelah  dikurangi  pajak ternyata 
merupakan variabel yang mempunyai 
pengaruh yang paling menentukan.  
Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 
penduduk, harta lancar, dan harta tidak  
lancar  merupakan  variabel  penerang  
konsumsi.  Ketiga  variabel  ini  ternyata  
mempunyai pengaruh positif terhadap 
besarnya konsumsi rumah tangga. MPC 
untuk keseluruhan pengamatan adalah 
0,75.  
Menurut Sukirno (2006: 17) 
pendapatan adalah jumlah penghasilan 
yang diterima oleh penduduk atas 
prestasi kerjanya selama satu periode 
tertentu, baik harian, mingguan, bulanan 
atau tahunan‖. Dan ada beberapa 
klasifikasi pendapatan yaitu:  
1. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis 
pendapatan yang diperoleh tanpa  
memberikan sesuatu kegiatan apapun 
yang diterima penduduk suatu negara.  
2. Pendapatan disposibel yaitu 
pendapatan pribadi dikurangi pajak 
yang harus dibayarkan oleh para 
penerima pendapatan, sisa pendapatan 
yang siap dibelanjakan inilah yang 
dinamakan pendapatan disposibel.  
3. Pendapatan nasional yaitu nilai 
seluruh barang-barang jadi dan jasa 
yang diproduksi oleh suatu negara 
dalam satu tahun.  
Menurut  teori  Friedman  (Laily  dan  
Pristyadi, 2013: 168),  bahwa pendapatan  
masyarakat dapat digolongkan menjadi 
dua, yaitu pendapatan permanen dan 
pendapatan sementara. Pendapatan 
permanen dapat diartikan yaitu:  
1. Pendapatan  yang  selalu  diterima  
pada  periode  tertentu  dan  dapat  
diperkirakan sebelumnya, sebagai 
contoh adalah pendapatan, upah, dan 
gaji.  
2.  Pendapatan yang diperoleh dan hasil 
semua faktor yang menentukan 
kekayaan seseorang.  
 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan  
Provinsi Sumatera Utara yang 
berada di bagian Barat Indonesia, 
terletak pada garis 1˚ - 4˚ Lintang Utara 
dan 98˚ - 100˚ Bujur Timur. Di sebelah 
Utara, berbatasan dengan Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah 
Timur dengan Negara Malaysia di Selat 
Malaka, sebelah Selatan dengan 
Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan 
di sebelah Barat berbatasan dengan 
Samudera Hindia. Luas wilayah Provinsi 
Sumatera Utara mencapai 181.680,68 km², 
meliputi lautan seluas 110.000 km² atau 
sekitar 60,5 persen dan daratan yang 
mencapai 71.680,68 km² atau sekitar 39,5 
persen. Sebagian besar wilayah daratan 
berada di Pulau Sumatera dan sebagian 
kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau 
Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di 
bagian Barat maupun bagian Timur Pulau 
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Sumatera. Provinsi Sumatera Utara 
memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan 
terdiri dari 328 kecamatan, secara 
keseluruhan Provinsi Sumatera Utara 
mempunyai 5.086 desa dan 382 
kelurahan.  
Sumatera   Utara   merupakan 
provinsi   keempat   terbesar   jumlah 
penduduknya di Indonesia setelah Jawa 
Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.  
Menurut  hasil  pencacahan  lengkap  
Sensus  Penduduk (SP) 1990,  penduduk  
Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, 
dan pada tahun 2010 jumlah penduduk 
Sumatera Utara telah meningkat menjadi 
12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk 
Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 
143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 
meningkat menjadi 178 jiwa per km². 
Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 
dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen.  
Penelitian ini meneliti besaran MPC 
Sumatera Utara,  antara  lain  konsumsi  
rumah  tangga  masyarakat  dan 
pendapatan. Adapun data pada penelitian 
ini dilakukan dari tahun 2007-2012.  
Untuk melihat perkembangan  masing-
masing  variabel  dalam penelitian ini 
dilakukan analisa deskriptif.  
 
Tabel 1 Perkembangan Konsumsi di Sumatera Utara pada tahun  2007-2012 
                       Tahun              Konsumsi (Rp Juta)           Pertumbuhan (%) 
2007 106.299.557 - 
2008 120.071.975 13% 
2009 138.634.113 15% 
2010 166.555.477 20% 
2011 186.169.230 12% 
2012 208.170.060 12% 
       Sumber : Bank Indonesia (2014, diolah) 
  
Tabel 2 Perkembangan Pendapatan di Sumatera Utara pada tahun  2007-2012 
Tabel 3 MPC Sumatera Utara pada tahun 2007-2012 
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Konsumsi dalam penelitian ini 
diproxy melalui jumlah konsumsi rumah 
tangga pada tahun 2007-2012. Konsumsi 
di Sumatera Utara pada tahun 2007-2012 
dideskripsikan melalui Tabel 1. Dilihat 
dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa 
pertumbuhan konsumsi masyarakat  dari  
tahun 2007-2008  tumbuh  sebesar 13%. 
Pertumbuhan  konsumsi  masyarakat  
Sumatera  Utara  dari  tahun 2008-2009 
mengalami  pertumbuhan  sebesar 15%. 
Pertumbuhan  konsumsi  masyarakat dari 
tahun 2009-2010 mengalami 
pertumbuhan sebesar 20%. 
Pertumbuhan konsumsi masya-
rakat  dari  tahun 2010-2011 mengalami 
pertumbuhan sebesar 12%. Dan 
pertumbuhan konsumsi masyarakat dari 
tahun 2011-2012 juga mengalami 
pertumbuhan sebesar 12%. Pertumbuhan  
konsumsi  tertinggi  terjadi  pada  tahun 
2009-2010  sebesar 20% sedangkan 
pertumbuhan konsumsi terendah terjadi 
pada tahun  2010-2011 dan pada tahun 
2011-2012 juga sebesar 12%.  
Pada tabel 2  diatas  menunjukkan 
pertumbuhan pendapatan  dari  tahun 
2007-2008  tumbuh  sebesar 18%. 
Pertumbuhan pendapatan dari tahun  
2008-2009 sebesar 10%. Pertumbuhan 
pendapatan dari tahun 2009-2010 
sebesar 17%. Tahun 2010-2011 
mengalami pertumbuhan sebesar 14%. 
Dan pertumbuhan  pendapatan  dari  
tahun 2011-2012  juga mengalami 
pertumbuhan sebesar 12%. Pertumbuhan 
pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 
2007-2008 sebesar 18% sedangkan 
pertumbuhan pendapatan  terendah terjadi 
pada tahun 2008-2009 sebesar 10%.  
MPC diproxy  melalui  jumlah  
konsumsi  rumah  tangga  dan jumlah 
PDRB  tahun 2007-2012. Pada tabel 3 
pendapatan tahun 2007 sebesar 
181.819.737 konsumsi rumah tangga 
pada tahun 2007 sebesar 106.299.557. 
Pendapatan pada tahun 2008 sebesar 
213.931.697 konsumsi rumah tangga  
sebesar 120.071.975,  dengan nilai MPC 
tahun 2007-2008 sebesar 0.43. 
Pendapatan tahun 2009 sebesar 
236.353.616  konsumsi rumah tangga 
sebesar 138.634.113 dengan nilai MPC 
pada tahun 2008-2009 sebesar 0.83. 
Tahun 2010 pendapatan sebesar 
275.700.207 konsumsi rumah tangga 
sebesar 166.555.477 dengan nilai MPC 
pada tahun 2009-2010 sebesar 0.71. 
Pendapatan pada tahun 2011 sebesar 
314.372.440 konsumsi rumah tangga 
sebesar  186.169.230 dengan nilai 
MPC tahun 2010-2011 sebesar 0.51.  
Pendapatan tahun 2012 sebesar 
351.118.160 konsumsi rumah tangga 
sebesar 208.170.060 dengan nilai MPC 
pada tahun 2011-2012 sebesar 0.60.
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Pertumbuhan konsumsi rumah 
tangga pada tahun 2007-2008 sebesar 
13%. Pertumbuhan konsumsi yang 
tinggi selama tahun  2008 didukung 
oleh tingginya daya beli masyarakat dan 
tingkat keyakinan konsumen yang 
membaik. Faktor  yang  menopang  
daya  beli  masyarakat  antara  lain  
adalah kenaikan pendapatan  akibat  
melonjaknya  harga  komoditas  ekspor,  
kenaikan tingkat penghasilan pekerja 
kelas menengah ke atas dan 
implementasi kebijakan jaring  
pengaman pemerintah berupa penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk  
mengkompensasi dampak kenaikan 
harga Bahan Bakar Minyak  (BBM) 
pada pertengahan tahun.  
Pertumbuhan konsumsi rumah 
tagga pada tahun 2008-2009 sebesar 15%.  
Pertumbuhan kuat konsumsi rumah 
tangga antara lain didorong oleh 
kontribusi positif pelaksanaan Pemilu  
2009, serta peningkatan keyakinan 
konsumen dan pendapatan. Peran 
signifikan pelaksanaan Pemilu 
menyebabkan konsumsi rumah tangga 
pada tahun 2009 mencatat pertumbuhan 
cukup tinggi hingga mencapai 5,95% 
(yoy) meskipun pada sisi lain situasi 
keyakinan konsumen masih dalam 
kondisi  pesimis.  Berdasarkan  
komponennya,  kinerja  konsumsi  
rumah  tangga terkait kegiatan Pemilu 
pada tahun 2009 banyak ditopang oleh 
konsumsi rumah tangga non makanan 
yang tumbuh tinggi 7,63% (yoy).  
Pertumbuhan pendapatan 
tertinggi terjadi pada tahun 2007-2008 
sebesar 18%. Pertumbuhan pendapatan 
tertinggi  didorong  akibat  lonjakan  
harga komoditas ekspor, kenaikan 
tingkat penghasilan pekerja kelas 
menengah ke atas dan implementasi 
penyaluran BLT (Bantuan Langsung 
Tunai) oleh pemerintah. Pertumbuhan 
pendapatan pada tahun 2009-2010 
sebesar 17%. Pendapatan pada tahun 
2010 terus membaik. Sejalan dengan 
berlanjutnya pemulihan ekonomi global, 
perekonomian Indonesia tahun 2010 
tumbuh lebih tinggi dibandingkan 
dengan  tahun  sebelumnya.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik1. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga di Sumatera Utara pada tahun 2007-2012  
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Grafik 2. Pertumbuhan Pendapatan di Sumatera Utara pada tahun 2007-2012  
 
Grafik 3.  Marginal Propensity to Consume Sumatera Utara pada tahun 2007-2012  
 
Di sisi permintaan, meningkat-
nya pertumbuhan ekonomi didukung 
oleh kinerja ekspor dan investasi yang 
tumbuh tinggi, disertai konsumsi rumah 
tangga yang tetap kuat. Kenaikan harga 
komoditas internasional turut menun-
jang tingginya pertumbuhan ekspor 
nasional. Permintaan eksternal dan  
domestik  yang  kuat  berpengaruh  
positif  bagi  optimisme  pelaku  usaha 
terhadap prospek perekonomian, 
sehingga  pada  akhirnya  mendorong  
kinerja investasi tumbuh meningkat.   
Dari grafik 3 diatas bahwa MPC  
pada  tahun 2007-2008  sebesar 0,43  
berarti  setiap  kenaikan pendapatan 
nasional sebesar Rp.1 juta akan 
mempengaruhi konsumsi masyarakat 
sebesar Rp 0,43 juta. MPC Sumatera 
Utara pada tahun 2008-2009 sebesar 
0,83 berarti setiap kenaikan pendapatan 
nasional sebesar  Rp. 1  juta  akan 
mempengaruhi konsumsi masyarakat  
sebesar  Rp  0,83  juta. MPC Sumatera 
Utara pada tahun 2009-2010 sebesar 
0.71 berarti setiap kenaikan  pendapatan  
nasional  sebesar  Rp. 1 juta akan 
mempengaruhi konsumsi masyarakat 
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sebesar Rp 0,71 juta. MPC pada tahun 
2010-2011 sebesar 0.51 berarti setiap 
kenaikan pendapatan nasional sebesar 
Rp. 1 juta akan mempengaruhi 
konsumsi masyarakat sebesar Rp 0,51 
juta. Dan MPC pada tahun  2011-2012 
sebesar  0.60 berarti setiap kenaikan 
pendapatan nasional sebesar Rp. 1 juta 
akan mempengaruhi konsumsi 
masyarakat sebesar Rp.0.60 juta. Hasil 
dari analisis yang dilakukan diatas 
menunjukan bahwa besarnya  MPC 
masyarakat Sumatera Utara tergantung 
pada  pendapatan  masyarakat  
Sumatera  Utara.  Dengan     rata-rata  
MPC sebesar 0.51, hal ini dimaksudkan 
bahwa kecenderungan masyarakat 
menggunakan pendapatannya untuk 
mengkonsumsi sebesar 0.51 dari 
pendapatannya. Penelitian  ini  
berhasil  membuktikan  teori  Keynes  
yang menyatakan bahwa kecenderungan 
mengkonsumsi marginal   (MPC) adalah 
antara nol dan satu atau dituliskan 
sebagai  0 <MPC<1. Hasil ini 
mendukung penelitian tentang konsumsi 
sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar 
(2009). Dan dari hasil penelitian ini 
dapat diketahui pula bahwa MPC 
Sumatera Utara mengalami perubahan 
setiap tahunnya.  
Dari hal ini dapat diketahui 
juga bahwa tingkat konsumsi 
masyarakat Sumatera Utara lebih besar 
dari pada tabungan masyarakat Sumatera 
Utara, maka dari tingkat konsumsi 
masyarakat Sumatera Utara yang tinggi 
masih terbuka lebar untuk melakukan 
kegiatan bisnis karena masyarakat 
Sumatera Utara cenderung untuk  
mengalokasikan  pendapatannya  untuk  
mengkonsumsi  dari  pada  untuk 
menabung  pendapatannya.  Hal  ini  
sesuai  dengan  teori  Dusenberry  
yang menyatakan  bahwa  untuk  
mempertahankan  tingkat  konsumsi  
yang  tinggi, harusmengurangi besarnya 
tabungan.  
 
Simpulan 
1. Perkembangan Konsumsi masyarakat 
Sumatera Utara mengalami 
perubahan setiap tahunnya dari tahun 
2007-2012. Pada tahun 2007-2008 
perkembangan konsumsi masyarakat 
Sumatera Utara sebesar 13%. Pada 
tahun  2008-2009 perkembangan 
konsumsi  masyarakat  Sumatera 
Utara sebesar 15%. Pada tahun 2009-
2010 perkembangan konsumsi 
masyarakat Sumatera Utara sebesar 
20%. Pada  tahun 2010-2011  
perkembangan konsumsi masyarakat 
Sumatera Utara sebesar 12%. Pada 
tahun 2011-2012 perkembangan 
konsumsi masyarakat Sumatera Utara 
sebesar 12%. Oleh karena itu besar 
dapat dilihat bahwa besarnya peluang 
masyarakat untuk  berwirausaha dalam 
meningkatkan kebutuhan hidup karena 
didukung oleh tingkat konsumsi warga 
masyarakat sumatera utara yang tinggi.  
2. Perkembangan pendapatan masya-
rakat  Sumatera  Utara  mengalami 
perubahan setiap tahunnya dari tahun 
2007-2012. Pada tahun 2007-2008 
perkembangan pendapatan masyarakat 
Sumatera Utara sebesar 18%. Pada 
tahun 2008-2009 perkembangan 
pendapatan masyarakat Sumatera 
Utara sebesar 10%.   Pada   tahun 
2009-2010 perkembangan pendapat-
an masyarakat  Sumatera  Utara  
sebesar 17%. Pada tahun 2010-2011 
perkembangan pendapatan masyarakat 
Sumatera Utara sebesar 14%. Pada 
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tahun 2011-2012 perkembangan 
pendapatan masyarakat Sumatera 
Utara sebesar 12%.  
3.  Besar MPC Sumatera  Utara 
mengalami perubahan setiap 
tahunnya dari tahun  2007-2012. 
Besarnya MPC masyarakat 
tergantung pada pendapatan dengan 
rata-rata MPC sebesar 0,51. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan 
pandangan Keynes yang menyatakan 
pengeluaran konsumsi masyarakat 
tergantung dengan tingkat 
pendapatan dan MPC berada 
diantara nol dan satu atau 
0<MPC<1.  
4. Konsumsi  masyarakat  Sumatera 
Utara lebih besar dari pada 
tabungan  maka  dari  tingkat  
konsumsi yang tinggi masih terbuka 
lebar untuk melakukan kegiatan 
bisnis karena masyarakat 
Sumatera Utara cenderung untuk 
mengalokasikan pendapatannya 
untuk mengkonsumsi  dari  pada  
untuk menabung pendapatannya. 
Hal ini sesuai dengan teori 
Dusenberry yang menyatakan 
bahwa untuk mempertahankan 
tingkat konsumsi yang tinggi, 
terpaksa mengurangi besarnya 
tabungan. 
 
Saran  
1. Konsumsi Sumatera Utara  yang di 
dominasi oleh tingginya daya beli  
masyarakat, hal ini dapat memiliki 
dampak positif untuk UKM untuk 
lebih kreatif  dalam  memasarkan  
produknya, terbuka  peluang  dan 
kesempatan masyarakat Sumatera 
Utara untuk melakukan kegiatan 
bisnis karena setengah dari 
pendapatan masyarakat Sumatera 
Utara dialokasikan untuk 
mengkonsumsi.  
2. Pendapatan  masyarakat  merupakan  
faktor  yang  menentukan  besarnya  
pengeluaran untuk berkonsumsi. 
Pemerintah perlu terus mengusaha-
kan pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi dengan menggerakkan 
sektor  produktif,  memperluas  
lapangan  kerja  dan  menciptakan  
iklim  berusaha  yang dapat  
meningkatkan pendapatan  masya-
rakat  yang pada akhirnya  akan  
meningkatkan  konsumsi  masya-
rakat  sebagai  salah  satu faktor 
penggerak perekonomian di Sumatera 
Utara.  Karena semakin tinggi 
pertumbuhan ekonomi maka sektor 
wirausaha juga dapat berkembang 
pesat. 
3. Perlu diadakan penelitian lebih 
lanjut mengenai pola konsumi 
terutama melihat variabel lain yang 
lebih spesifik yang bisa 
mempengaruhi pola konsumsi  
rumah  tangga.  Untuk  itu  
disarankan  kepada peneliti lain 
untuk mempertimbangkan dan 
menambah variabel konsumsi  lain,  
klasifikasi  konsumsi  yang  lebih  
komprehensif dan perluasan 
penelitaian baik dari segi objek 
maupun runtun waktu penelitian 
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ABSTRAK 
 
Persoalan kemiskinan  idealnya menjadi masalah bagi semua bagian bangsa ini, 
termasuk media massa, khususnya surat kabar lokal di daerah.  Kantong-kantong 
kemiskinan yang terletak di daerah, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak 
tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat luas.  Surat kabar lokal yang hidup di 
tengah, masyakarakat lokal,  mestinya menjadi media utama yang mendorong upaya 
pengentasan kemiskinan melalui fungsinya yaitu melakukan menyampaikan informasi, 
melakukan edukasi, melakukan kontrol sosial dan mmemberikan hiburan kepada 
masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi 
pembaca surat kabar lokal di Medan  tentang pemberitaan masalah kemiskinan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Dari proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa Persepsi responden dalam hal ini pembaca harian Waspada ternyata 
cukup positif menyangkut pemberitaan masalah kemiskinan. Secara umum, SKH 
Waspada sudah memberitakan masalah kemiskinan dalam setiap penerbitannya dengan 
mengangkat masalah-masalah utama penyebab kemiskinan, kondisi aktual masyarakat 
miskin dan mengangkat tema-tema penting tentang masalah kemiskinan. 
 
Kata Kunci: Berita, Kemiskinan, Media Massa 
 
Pendahuluan 
Kemiskinan adalah problem 
utama bangsa Indonesia sejak awal mula 
merdeka hingga saat ini.  Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh setiap era 
pemerintahan mulai dari kepemimpinan 
Presiden Sukarno, hingga masa 
pemerintahan Susilo Bambang 
Yusdhoyono untuk mengentaskan 
kemiskinan. Namun angka kemiskinan 
hingga kini tidak juga menunjukkan 
perbaikan yang signifikan. 
Menurut perhitungan BPS (Biro 
Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin 
meningkat menjadi 49,5 juta jiwa 
(24,2%) pada tahun 1998. Jumlah 
penduduk miskin di Indonesia pada 
Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang 
(13,33 persen). Dibandingkan dengan 
penduduk miskin pada Maret 2009 yang 
berjumlah 32,53 juta (14,15%), berarti 
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jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 
juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di 
daerah perkotaan turun lebih besar 
daripada daerah perdesaan. Selama 
periode Maret 2009 sampai dengan 
Maret 2010, penduduk miskin di daerah 
perkotaan berkurang 0,81 juta orang, 
sementara di daerah perdesaan berkurang 
0,69 juta orang 
Persoalan kemiskinan  idealnya 
menjadi masalah bagi semua bagian 
bangsa ini, termasuk media massa, 
khususnya surat kabar lokal di daerah.  
Kantong-kantong kemiskinan yang 
terletak di daerah, memerlukan perhatian 
serius dari berbagai pihak tidak hanya 
pemerintah, namun juga masyarakat 
luas.  Surat kabar lokal yang hidup di 
tengah, masyakarakat lokal,  mestinya 
menjadi media utama yang mendorong 
upaya pengentasan kemiskinan melalui 
fungsinya yaitu melakukan 
menyampaikan informasi, melakukan 
edukasi, melakukan kontrol sosial dan 
mmemberikan hiburan kepada 
masyarakat. 
Namun yang terjadi belakangan 
ini, pemberitaan masalah kemiskinan 
sangat jarang muncul di media massa 
terutama surat kabar lokal. Bila diamati, 
pemberitaan tentang kemiskinan hanya 
muncul pada akhir tahun atau saat 
pengumuman dari pemerintah berupa 
statistik kemiskinan. Surat kabar lokal 
jarang ditemukan realita kemiskinan di 
masyarakat seperti kesulitan ekonomi 
masyarakat, masalah kesehatan 
masyarakat miskin, persoalan pendidikan 
kamum miskin atau masalah kemiskinan 
lainnya.  
  Farid Ibrahim dalam artikelnya 
“Wajah kemiskinan di Media” di Harian 
Tribun  (2006),  mengatakan bagi media 
massa, isu kemiskinan biasanya 
ditampilkan dengan fokus  liputan pada 
angka-angka statistik, baik yang 
bersumber dari pidato pejabat  maupun 
dari lembaga independen seperti BPS 
dan lembaga penelitian. Fluktuasi  figur 
kerap jadi headline karena mengandung 
unsur immediacy (kesegeraan) dari  teori 
informasi yang dianut oleh media massa 
dimana-mana. Angka dan persentase  
kemiskinan tampak lebih menarik untuk 
diketahui segera; sehingga publikasi data  
ini lewat pidato pejabat atau hasil survei 
selalu menarik perhatian media.  
 Sedangkan Ketua PWI Tarman 
Azam  dalam sebuah acara di Samarinda  
(2007)  mengatakan bahwa Kemiskinan 
adalah persoalan berat bangsa ini dan 
pers dituntut berkontribusi untuk 
mengatasinya. Menurut Tarman, pers 
sebaiknya lebih banyak mengangkat isu-
isu kemiskinan. Misalnya masalah petani 
dan kehidupan sehari-hari masyarakat 
miskin. Namun, idealnya pers juga perlu 
membuka solusi untuk masalah tersebut. 
Di samping itu, keberhasilan suatu 
kelompok masyarakat dalam mengatasi 
kesulitan hidup sebaiknya diberitakan 
agar memicu semangat yang sama bagi 
kelompok lainnya.  
Kondisi di atas tentu berpengaruh 
terhadap persepsi pembaca tentang 
masalah kemiskinan. Minim atau 
tidaknya kuantitas pemberitaan masalah 
kemiskinan atau  berkualitas atau 
tidaknya isi beritanya akan 
mempengaruhi persepsi pembaca. 
Persepsi sendiri bisa dimaknai sebagai 
pengalaman tentang objek, peristiwa  
atau hubungan yang diperoleh dengan 
menyimpulkan informasi dan 
menafsirkan pesan (Rakhmat, 2001).  
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Melihat kondisi itu, penelitian ini 
penting dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana persepsi pembaca surat kabar 
lokal di Medan  tentang pemberitaan 
masalah kemiskinan. Penelitian ini 
dibatasi objek penelitiannya pada 
pembaca harian Waspada terutama 
kalangan dosen Ilmu Komunikasi FISIP 
UMSU. Ini sengaja dipilih karena 
pembaca kalangan dosen Ilmu 
Komunikasi memiliki latar belakang 
pengetahuan di bidang media dan 
komunikasi, sehingga memiliki minat 
yang tinggi dalam berinteraksi dengan 
surat kabar. Harian Waspada sendiri 
dipilih mengingat surat kabar ini 
merupakan media lokal yang cukup 
berpengaruh dan memiliki pembaca yang 
mencapai 300 ribu lebih.  Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
kontribusi positif bagi kalangan praktisi 
media dan narasumber media dalam 
melihat dan memberitakan persoalan 
kemiskinan yang memang merupakan 
masalah besar di negeri ini.  
 
Media Massa dan Proses Produksi 
Berita 
Menurut Mc Quail (1991:9) 
surat kabar adalah surat edaran yang 
diedarkan yang berperan terutama 
untuk menyebarluaskan berita yang 
ditandai dengan wujud yang tetap; 
bersifat komersial (dijual bebas); 
bertujuan banyak (memberi informasi, 
mencatat dan menyajikan adpertensi, 
hiburan dan desas-desus), bersifat 
umum dan terbuka. 
Definisi lain dikemukakan 
oleh Junaedhie (1991:37) bahwa surat 
kabar adalah berupa harian atau 
mingguan yang tidak mempunyai 
gambaran kulit (cover) yang terbuat 
dari jenis kertas lain, terdiri dari 
beberapa halaman yang memiliki 
antara tujuh sampai sembilan kolom. 
Isinya mengenai informasi sehari-hari. 
Tergolong sebagai sarana komunikasi 
massa khusus yang berfungsi sebagai 
penyebar segala berita baru. Surat 
kabar menyebabkan terjadinya 
pendekatan antara masyarakat dengan 
nilai-nilai baru. 
Surat kabar di Indonesia hadir 
dalam berbagai macam bentuk, ukuran, 
frekuensi terbit dan kelas ekonomi 
pembaca serta jangkauan peredarannya. 
Rumanti (2002:122). Menurut Rumanti 
(2002:125) sebagai media cetak, surat 
kabar juga mempunyai kekuatan dan 
kelemahan. Adapun kekuatan surat 
kabar antara lain: 
1. Positive Consumer Attitudes, 
konsumen memandang surat kabar 
memuat hal-hal yang aktual dan 
perlu segera diketahui. 
2. Mengutamakan pesan-pesan yang 
bersifat visual, berita-berita tertulis, 
gambar-gambar, foto dengan warna 
dan tata letak yang khusus. 
Sedangkan kelemahan surat kabar 
yaitu : 
1. Short lie span, sekalipun 
jangkauannya bersifat massal, surat 
kabar dibaca orang dalam waktu 
singkat dan biasanya hanya sekali 
dibaca. 
2. Clutier, isi yang dipaksakan 
dihalaman surat kabar yang tidak 
punya manajemen redaksi dan tata 
letak yang baik, dapat 
mengacaukan mata dan daya serap 
pembaca. 
Dalam penulisan berita terdapat 
unsur-unsur berita 5W+1H yaitu : 
1. What (apa) yang terjadi 
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2. Who (siapa) yang terlibat 
3. When (kapan) terjadi 
4. Where (dimana) peristiwa yang 
terjadi 
5. Why (kenapa) sampai terjadi  
6. How (Bagaimana kejadian terjadi).  
Sebagai suatu konsep, berita 
sudah tentu mempunyai beberapa sifat 
ataupun karakteristik. Menurut 
Syarifuddin Yunus (2009: 49), 
sedikitnya ada delapan konsep berita. 
Konsep tersebut antara lain: 
1. Berita sebagai laporan tercepat 
(News as timely report). 
Konsep ini menitik beratkan pada 
segi “baru terjadi (newsness)” 
sebagai faktor terpenting dari sebuah 
berita. 
2. Berita ssebagai rekaman (News as 
record). 
Pada konsep ini, berita yang dicetak 
dalam surat kabar merupakan bahan 
dokumentasi sering menjadi catatan 
bersejarah yang sangat berharga. 
3. Berita sebagai objektif (News as 
objective facts). 
Pada konsep ini, sebuah berita harus 
faktual dan objektif, tetapi nilai objektif 
untuk suatu fakta merupakan hal yang 
membingungkan, karena tidaklah 
mungkin ada objektifitas yang mutlak. 
Bagi wartawan, berita objektif adalah 
laporan mengenai suatu fakta yang 
diamatinya tanpa adanya pandangan 
yang berat sebelah (bisa). Ini berarti 
sebagai suatu laporan yang jujur. 
4. Berita sebagai interpretasi (News as 
interpretation). 
Dalam situasi yang komplek yang 
menyangkut bidang politik, ekonomi 
atau ilmu pengetahuan, suatu fakta 
perlu dijelaskan agar pembaca dapat 
mengerti, mereka perlu diberi 
penjelasan mengenai sebab-sebab, 
latar belakang, akibat, situasi dan 
hubungannya dengan hal-hal yang 
lain. 
5. Berita sebagai sensasi (News as  
sensation). 
Disini terdapat unsur subjektif, yakni 
bahwa berita dapat berupa suatu 
laporan yang mengejutkan (shoks) 
dan menggetarkan atau mengharukan 
(thrills) bagi pembaca yang satu dan 
akan berlainan dengan pembaca yang 
lain. 
6. Berita sebagai minat insani (News as 
human interest).  
Pada konsep ini, menariknya suatu 
berita bukan karena pentingnya 
peristiwa yang dilaporkan, akan 
tetapi karena sifatnya menyentuh 
perasaan insani seperti menimbulkan 
perasaan iba, terharu, gembira, 
prihatin dan sebagainya. 
7. Berita sebagai ramalan (News as 
prediction). 
Pada konsep ini, para jurnalis 
(wartawan dan reporter) cenderung 
untuk menaruh perhatian kepda masa 
depan dari masa kini dan masa lalu, 
karena minat pembaca terutama 
teletak pada masa depan. Pada 
umumnya yang diharapkan dari 
berita, disamping merupakan 
informasi mengenai kejadian masa 
kini, juga ramalan yang masuk akal 
(Intelligent forecast) mengenai masa 
depan. 
8. Berita sebagai gambaran (News as 
picture). 
Pada konsep ini gambar-gambar 
yang disajikan dalam halaman surat 
kabar jumlahnya semakin banyak, 
ilustrasi halaman surat kabar selain 
sifatnya semata-mata hiburan, juga 
mengandung nilai berita (news 
Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754 
 
[189] 
 
value). Banyak kejadian yang 
dilaporkan dalam bentuk gambar 
yang sering kali lebih efektif dari 
pada kalau diterangkan dengan kata-
kata. 
Meskipun terdapat perbedaan 
istilah dan penekanan diantara para ahli 
komunikasi dan media massa umumnya 
kesebelas nilai berita tersebut berlaku 
universal di seluruh dunia. Kriteria 
umum nilai berita ini bisa disebut rukun 
iman nya para wartawan ataupun 
reporter dan editor dalam jurnalistik.  
Berita yang dikemas dalam suatu 
media, apakah itu media cetak ataupun 
media elektronik, dapat diklasifikasikan 
atas beberapa bagian, antara lain : 
1. Berita langsung (Straight news). 
Berita langsung yang ditulis 
secara langsung, artinya informasi yang 
dituangkan dalam berita itu diproleh 
langsung dari sumber beritanya. 
Biasanya dituangkan dalam bentuk 
pemaparan (deskriptif). 
2. Penggalian berita (Investigative news) 
 Dalam membuat berita 
diperlukan kepandaian untuk menggali 
data yang bisa diambil dari suatu 
peristiwa atau keajadian. Untuk 
mendapatkan suatu berita yang bagus, 
data harus diperoleh dari bahan-bahan 
yang serba prima. Ada tiga cara yang 
dapat dilakukan dalam menggali berita 
untuk mendapatkan sumber berita yang 
dapat dipercaya (valid), yaitu : 
a. Penulis berita menerima data atau 
informasi langsung dari narasumber, 
seperti press release dan sebagainya. 
b. Meliputi berita, artinya penulis 
menghadiri undangan acara yang 
sudah ada. 
c. Menggali berita, artinya penulis 
melakukan penelitian sendiri 
terhadap suatu kejadian atau 
peristiwa. Data yang diperoleh 
dengan cara menggali informasi dari 
berbagai pihak, kemudian diolah 
menjadi berita.   
3. Pengungkapan Berita (Explantory 
news) 
Pengungkapan berita artinya 
dalam hal ini penulisan berita, data yang 
disajikan lebih banyak diuraikan dari 
pada diungkapkan secara langsung. 
Pengungkapan berita biasanya lebih 
banyak dijumpai pada reportase berita. 
Bentuk penulisan ini biasanya 
memadukan antara fakta dan opini. Fakta 
yang diproleh dijelaskan secara rinci 
dengan beberapa argumentasi oleh 
penulisnya sendiri.  
4. Penjelasan Berita (Interpretative 
news)  
Merupakan bentuk yang 
penyajiannya berupa gabungan antara 
fakta dan interpretasi. artinya dalam 
penulisan berita seperti ini, penulis bisa 
memasukkan uraian, komentar dan 
sebagainya yang ada kaitannya dengan 
yang diproleh dari peristiwa atau 
kejadian yang dilihatnya. 
5. Pengembangan Berita (Depth news) 
Kelanjutan atau hampir sama 
dengan investigative news, bedanya, 
investigative news  bermula dari adanya 
isu atau data mentah yang kemudian 
dilakukan penelitian atau 
penggalian.Sedangkan depth news 
berasal dari adanya sebuah berita yang 
belum selesai pengungkpannya dan bisa 
dilanjutkan kembali. 
6. Karangan khas ( Feature) 
Bagian dari penyajian berita yang 
penulisannya dapat mengabaikan 
pegangan utama dalam penulisan berita 
yaitu, 5W+1H. 
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Berita diproduksi melalui proses 
jurnalistik yang melibatkan wartawan. 
Tahap paling awal untuk memproduksi 
berita adalah bagaimana wartawan 
mempersepsi peristiwa yang ia saksikan. 
Berita adalah hasil akhir dari proses 
kompleks dengan menyortir dan 
menentukan peristiwa dan tema-tema 
tertentu.  
 
Masalah Kemiskinan di Indonesia 
Kemiskinan dan keterbelakangan 
merupakan fenomena sosial yang 
menjadi atribut negara-negara dunia 
ketiga. Fenomena ini juga merupakan 
kebalikan dari kondisi yang dialami oleh 
negara-negara maju yang memiliki 
atribut sebagai “model”. Hampir di 
setiap negara, kemiskinan selalu terpusat 
di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya 
di perdesaan atau di daerah-daerah yang 
kekurangan sumber daya. Persoalan 
kemiskinan juga selalu berkaitan dengan 
masalahmasalah lain, misalnya 
lingkungan. Beban kemiskinan paling 
besar terletak pada kelompok-kelompok 
tertentu. Kaum wanita pada umumnya 
merupakan pihak yang dirugikan. Dalam 
rumah tangga miskin, mereka sering 
merupakan pihak yang menanggung 
beban kerja yang lebih berat dari pada 
kaum pria. Demikian pula dengan anak-
anak, mereka juga menderita akibat 
adanya ketidak merataan tersebut dan 
kualitas hidup masa depan mereka 
terancam oleh karena tidak tercukupinya 
gizi, pemerataan kesehatan dan 
pendidikan. Selain itu timbulnya 
kemiskinan sangat sering terjadi pada 
kelompok-kelompok minoritas tertentu. 
Kemiskinan berbeda dengan 
ketimpangan distribusi pendapatan 
(inequality). Perbedaan ini sangat perlu 
ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat 
dengan standar hidup yang absolut dari 
bagian masyarakat tertentu, sedangkan 
ketimpangan mengacu pada standar 
hidup relatif dari seluruh masyarakat. 
Pada tingkat ketimpangan yang 
maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu 
orang saja dan tingkat kemiskinan sangat 
tinggi.Menurut Kuncoro, (1997: 102–
103). Mengemukakan bahwa kemiskinan 
didefinisikan sebagai ketidakmampuan 
untuk memenuhi standar hidup 
minimum. 
Definisi tersebut menyiratkan tiga 
pernyataan dasar, yaitu: Bagaimanakah 
mengukur standar hidup? Apa yang 
dimaksud dengan standar hidup 
minimum? Indikator sederhana yang 
bagaimanakah yang mampu mewakili 
masalah kemiskinan yang begitu rumit? 
Garis kemiskinan lain yang 
paling dikenal adalah garis kemiskinan 
Sajogyo, yang dalam studi selama 
bertahun-tahun menggunakan suatu garis 
kemiskinan yang didasarkan atas harga 
beras. Sajogyo mendefinisikan batas 
garis kemiskinan sebagai tingkat 
konsumsi per kapita setahun yang sama 
dengan beras. Dengan menerapkan garis 
kemiskinan ini kedalam data SUSENAS 
(Survei Sosial Ekonomi Nasional) dari 
tahun 1976 sampai dengan 1987, akan 
diperoleh persentasi penduduk yang 
hidup di bawah kemiskinan (dalam 
Kuncoro, 1997:116). 
Menurut data BPS hasil Susenas 
pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan 
penduduk perkotaan ditetapkan sebesar 
Rp. 96.959 per kapita per bulan dan 
penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 
72.780 per kapita per bulan. Dengan 
perhitungan uang tersebut dapat 
dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi 
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setara dengan 2.100 kalori per kapita per 
hari, ditambah dengan pemenuhan 
kebutuhan pokok minimum lainnya, 
seperti sandang, kesehatan, pendidikan, 
transportasi. Angka garis kemiskinan ini 
jauh sangat tinggi bila dibanding dengan 
angka tahun 1996 sebelum krisis 
ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 
per kapita per bulan untuk penduduk 
perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk 
perdesaan. 
Banyak pendapat dikalangan pakar 
ekonomi mengenai definisi dan 
klasifikasi kemiskinan ini. Dalam 
bukunya The Affluent Society, John 
Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di 
Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, 
yakni kemiskinan umum, kemiskinan 
kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar 
ekonomi lainnya melihat secara global, 
yakni kemiskinan massal/ kolektif, 
kemiskinan musiman (cyclical), dan 
kemiskinan individu. Kemiskinan 
kolektif dapat terjadi pada suatu daerah 
atau negara yang mengalami kekurangan 
pangan. Kebodohan dan eksploitasi 
manusia dinilai sebagai penyebab 
keadaan itu. Kemiskinan musiman atau 
periodik dapat terjadi manakala daya beli 
masyarakat menurun atau rendah. 
Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi 
di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan 
individu dapat terjadi pada setiap orang, 
terutama kaum cacat fisik atau mental, 
anak-anak yatim, kelompok lanjut usia. 
Persepsi merupakan suatu proses 
yang didahului oleh penginderaan,  yaitu 
proses yang berwujud diterimanya 
stimulus oleh individu melalui alat  
reseptornya dan diteruskan ke pusat 
susunan syaraf yaitu otak, sehingga 
individu  dapat mempersepsi apa yang ia 
lihat, ia dengar, dan sebagainya 
(Walgito, 1997). Persepsi juga bisa 
dimaknai sebagai pengalaman tentang 
objek, peristiwa  atau hubungan yang 
diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan 
(Rakhmat, 2001). Davidoff (1998) 
mengatakan bahwa dengan persepsi 
individu dapat  menyadari, mengerti 
tentang keadaan lingkungan di 
sekitarnya dan juga tentang  keadaan diri 
individu yang bersangkutan. Persepsi 
merupakan pandangan, pengamatan, atau 
tanggapan seseorang terhadap benda, 
kejadian, tingkah laku  manusia atau hal-
hal yang diterimanya sehari-hari.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa persepsi adalah 
proses diterimanya stimulus oleh 
individu melalui alat reseptornya dan 
diteruskan ke pusat susunan syaraf, 
sehingga individu dapat menyimpulkan 
informasi, menafsirkan pesan, 
menyadari, mengerti tentang keadaan 
lingkungan di sekitarnya dan juga 
tentang keadaan diri individu yang 
bersangkutan.  
Menurut Walgito (1997) ada 
beberapa jenis persepsi yaitu: persepsi  
melalui indera pendengaran, persepsi 
melalui indera penciuman, persepsi 
melalui indera pengecap dan persepsi 
melalui indera kulit atau perasa. 
Sedangkan menurut Irwanto (1997) ada 
dua jenis persepsi yaitu:  
a. Persepsi positif, yaitu persepsi yang 
menggambarkan segala pengetahuan dan 
tanggapan yang selaras dengan objek 
persepsi yang diteruskan  dengan upaya 
pemanfaatannya.  
b. Persepsi negatif, yaitu persepsi yang 
menggambarkan segala pengetahuan dan 
tanggapan yang tidak selaras dengan 
objek persepsi. Hal ini akan diteruskan 
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dengan kepastian untuk menerima atau 
menolak dan menentang segala usaha 
objek yang dipersepsikan.  
 Berdasarkan uraian tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 
berasal dari panca indera, apabila 
persepsi tersebut selaras dengan 
pengetahuan maka hal tersebut dikatakan 
sebagai persepsi positif, akan tetapi jika 
objek persepsi tidak selaras dengan 
pengetahuan maka hal tersebut akan 
menjadi persepsi negatif.  
 
3. Proses terjadinya persepsi 
Menurut Idrus (2001) proses terjadinya 
persepsi pada individu melibatkan empat 
komponen yaitu:  
a. Adanya rangsang yang datang dari 
luar lewat panca indra  
b. Adanya kesadaran individu terhadap 
rangsang tersebut  
c. Individu itu menginterpretasikan 
rangsang tersebut  
d. Individu itu mewujudkan dalam 
bentuk tindakan  
Walgito (1997) mengemukakan 
bahwa tahapan persepsi ada empat yaitu:  
a. Proses fisik, yaitu proses ditangkapnya 
suatu stimulus oleh alat indera  manusia.  
b. Proses fisiologis, yaitu diteruskannya 
stimulus yang diterima oleh  reseptor ke 
otak melalui syaraf-syaraf sensorik.  
c. Proses psikologis, yaitu proses 
timbulnya kesadaran individu tentang  
stimulus yang diterima reseptornya.  
d. Hasil dari proses persepsi, yaitu 
berupa tanggapan dan perilaku.  
              Berdasarkan pendapat tersebut, 
maka  proses terjadinya persepsi yaitu  
adanya rangsang dari luar, adanya 
kesadaran individu terhadap rangsang, 
individu  menginterpretasi rangsang 
tersebut, dan mewujudkan dalam bentuk 
tindakan. Selain itu terdapat proses fisik, 
fisiologis, psikologis, dan hasil dari 
proses persepsi. 
 
Simpulan 
Dari proses penelitian yang dilakukan, 
maka peneliti dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara umum persepsi responden 
dalam hal ini pembaca harian 
Waspada ternyata cukup positif 
menyangkut pemberitaan masalah 
kemiskinan. Pemberitaan di surat 
kabar ini dianggap menempatkan 
masalah kemiskinan sebagai sesuatu 
yang penting untuk diketahui 
masyarakat.  
2. Secara umum, SKH Waspada sudah 
memberitakan masalah kemiskinan 
dalam setiap penerbitannya dengan 
mengangkat masalah-masalah utama 
penyebab kemiskinan, kondisi aktual 
masyarakat miskin dan mengangkat 
tema-tema penting tentang masalah 
kemiskinan. 
3. Namun begitu, ada juga sebagian 
persepsi pembaca yang menyatakan 
SKH Waspada belum menyentuh 
akar masalah kemiskinan dan 
memberitakan kondisi aktual 
masyarakat miskin di Medan dan 
Sumatera Utara. Perlu dilakukan 
penelitian lanjutan tentang topik 
masalah berkaitan dengan 
pemberitaan kemiskinan di media 
massa dengan metode lain misalnya 
metode analisis isi atau analisis 
wacana. Media massa perlu 
meningkatkan kuantitas dan kualitas 
pemberitaannya menyangkut 
masalah kemiskinan mengingat 
kemiskinan masih menjadi masalah 
utama bangsa Indonesia. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan daerah dilihat dari aspek 
penyerapan tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri manufaktur untuk kota dan 
kabupaten se-provinsi Sumatera Utara. Ketimpangan tenaga kerja ini dilihat dengan 
menggunakan indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pada suatu wilayah. Faktor 
penduduk dan konsentrasi tenaga kerja yang memiliki skill di sektor industri manufaktur 
masih terdapat di kawasan metropolitan area. Tingkat ketimpangan penyerapan tenaga 
kerja di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara rendah. Namun terjadi ketimpangan 
penyerapan tenaga kerja yang begitu besar antara Pantai Barat Sumatera dan Pantai Timur 
dan wilayah inti kota Sumatera Utara. Pertumbuhan Pendapatan Regional Domestik Bruto 
(PDRB) sektor industri atas dasar harga konstan menunjukkan angka positif,   
persentasenya semakin besar menunjukkan semakin baik pertumbuhan di sektor industri 
manufaktur pada periode pengamatan. 
Kata kunci: skill, pendapatan, konsumsi 
Pendahuluan 
 Dua permasalahan besar yang 
umumnya menjadi isu sangat penting  
dihadapi oleh negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia adalah kesenjangan 
ekonomi atau ketimpangan dalam 
distribusi pandapatan yakni antara 
kelompok masyarakat berpendapatan 
tinggi dan masyarakat berpendapatan 
rendah serta tingkat kemiskinan atau 
jumlah orang yang berada di bawah garis 
kemiskinan (poverty line) (Tambunan; 
2001). Kesenjangan ini juga didorong 
oleh ketimpangan yang terjadi dalam 
sektor ekonomi sekaligus menggambar-
kan ketimpangan yang terjadi dalam 
penyerapan tenaga kerja dalam 
perekonomian.  
 Perhatian ini timbul karena 
adanya kecenderungan bahwa kebijakan 
pembangunan selalu berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi, dan justru 
menimbulkan semakin tingginya tingkat 
kesenjangan tersebut. Temuan dari 
Kuznet (1996) dengan hasil 
penelitiannya di beberapa negara, 
demikian pula dengan Adelman dan 
Morris (1973) serta Chennery dan 
Syrquin (1975), bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang pesat selalu diikuti 
dengan meningkatnya kesenjangan 
terutama pada tahap awal proses 
pembangunan ekonomi. Hasil penelitian 
mereka menyatakan bahwa antara 
pertumbuhan ekonomi yang pesat dan 
pembagian pendapatan terdapat suatu 
Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754 
 
[195] 
 
trade-off, dimana pertumbuhan ekonomi 
yang pesat akan membawa konsekuensi 
meningkatnya ketimpangan pembangun-
an dan hasil-hasilnya. Ketimpangan 
ekonomi dari sisi distribusi pendapatan 
dapat dilihat dari tabel Gini ratio, 
dimana rata-rata mengalami kenaikan 
dari 0,35 dan pada saat ini telah 
mencapai 0,43. Artinya semakin besar 
kesenjangan dalam distribusi pendapatan 
antara masyarakat kaya dengan 
masyarakat miskin, dimana orang miskin 
pendapatannya semakin kecil 
dibandingkan dengan yang penduduk 
yang relatif lebih kaya. 
Ketimpangan  dalam distribusi 
penduduk menyebabkan terjadinya juga 
ketimpangan dalam penyerapan tenaga 
kerja untuk sektor formal dalam 
perekonomian, khususnya industri 
manufaktur dan ikut mempengaruhi 
pendapatan masyarakat itu sendiri. 
Semakin mendekati wilayah perkotaan 
yang menjadi pusat pertumbuhan 
ekonomi di suatu kawasan, maka akan 
semakin terkonsentrasi penduduk di 
wilayah tersebut. Hal ini sangat wajar 
terjadi karena akan banyak para pencari 
kerja pindah ke kota yang lebih 
menjanjikan untuk mengadu nasib 
mencari pekerjaan yang lebih baik. Kota 
yang menjadi prioritas para pencari kerja 
untuk dikunjungi dan menetap guna 
memenuhi kebutuhan hidup adalah kota 
atau wilayah yang banyak terdapat 
perusahaan seperti kawasan industry dan 
perkantoran. Akibatnya seiring dengan 
pertumbuhan jumlah industri maka 
biasanya akan sebanding dengan 
pertumbuhan jumlah dan kepadatan 
penduduk di suatu wilayah.   Kondisi ini 
juga terjadi pada provinsi Sumatera 
Utara, bahwa sektor ekonomi industri 
pengolahan akan berada pada wilayah 
pinggiran (hinterland) kota Medan 
sebagai daerah penyangga untuk 
membangun kawasan industri yang 
menjadi kegiatan pendukung kota 
Medan. Maka wilayah Medan, Deli 
Serdang, Binjai dan Langkat menjadi 
wilayah dengan penyerapan tenaga kerja 
paling banyak disektor ini, sehingga 
menyebabkan terjadinya ketimpangan 
pada distribusi pendapatan di Sumatera 
Utara. Ketimpangan jumlah penduduk 
antar kabupaten kota dapat dilihat pada 
grafik 1. 
Nilai Gini koefisien Sumatera 
Utara pada tahun 2002 mencapai 0,28 
berada dibawah rata-rata nasional dalam 
(BPS;2011) . Tapi rata-rata rasio Gini 
dari tahun 2005 – 2010 justru 
mengalami peningkatan menjadi 0,35. 
Artinya ketimpangan dalam distribusi 
pendapatan di Sumatera Utara makin 
melebar, atau orang miskin semakin 
banyak wilayah ini. Perkembangan dari 
gini coefficient provinsi Sumatera Utara 
dapat dilihat pada Grafik 2 
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Grafik 1. Jumlah Penduduk dan tingkat Kepadatannya di Provinsi Sumatera Utara 
Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2012 
  
Grafik 2 
Perkembangan Nilai Koefisien Gini Sumatera Utara Tahun 1999-2010 
 
Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka (BPS SUMUT data Berbagai Tahun) 
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Grafik 3 
Komposisi Jumlah Tenaga sektor Industri Manufaktur Kota dan 
Kabupaten Di Sumatera Utara Tahun 2006-2010 
 
 
Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka (BPS 2011) 
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Langkat, Kabupaten Pematang Siantar 
dan Kota Medan. 
Hal ini disebabkan oleh 
kecenderungan para investor lebih 
memilih daerah dikota-kota inti (core 
region) dari pada kota-kota pinggiran 
(pherypery region) karena perbedaan 
kelengkapan sarana dan prasarana 
penunjang untuk didirikannya industri 
dengan skala yang besar. Namun kota 
pinggiran dari kota inti yang telah 
lengkap infrastrukturnya akan tetap 
diminati oleh investor, karena selisih 
harga tanah yang cukup besar antara 
kota inti dengan kota pinggiran. 
Ketimpangan ekonomi antar daerah 
secara absolut maupun ketimpangan 
relatif antara potensi dan tingkat 
kesejahteraan tersebut dapat 
menimbulkan masalah dalam hubungan 
antar daerah. Di sisi lain gelombang 
pencari kerja juga mengalir mengejar 
kesempatan kerja ke kota-kota besar, 
atau pada daerah-daerah yang kaya 
potensi ekonominya. Keadaan ini 
menjadi masalah kepadatan penduduk 
bagi daerah yang menerima pencari 
kerja dari daerah-daerah miskin potensi 
ke kota-kota besar.  
Untuk menganalisis tenaga kerja 
yang terserap, besar pertumbuhan sektor 
industri manufaktur, indeks ketimpangan 
penyerapan tenaga kerja dan membuat 
tipe-tipe daerah dengan menggunakan 
tipologi klassen tentang timpang atau 
tidaknya penyerapan tenaga kerja dan 
pertumbuhan ekonomi sektor industri 
manufaktur di Kabupaten/ kota Sumatera 
Utara.  Masalah yang dirumuskan dari 
penelitian ini berupa seberapa besar 
indeks ketimpangan dalam penyerapan 
tenaga kerja di Kabupaten/kota se-
Sumatera Utara  Sumatera Utara, serta  
Bagaimanakah analisis tipe-tipe daerah 
dengan  tipologi klassen tentang timpang 
atau tidaknya penyerapan tenaga kerja 
dan pertumbuhan ekonomi sektor 
industri manufaktur di kabupaten/kota  
Provinsi Sumatera Utara. 
Sedangkan tujuan dari penelitian 
ini adalah dan pertanyaan penelitian 
diatas, maka penelitian  ini mempunyai 
tujuan yakni untuk mengetahui seberapa 
besar tenaga kerja yang terserap di 
sektor industri manufaktur di Kabupaten/ 
kota Sumatera Utara, dan besarnya 
pertumbuhan sektor industri manufaktur 
di Kabupaten/ kota Sumatera Utara. 
Kemudian menghitung indeks 
ketimpangan penyerapan tenaga kerja 
dengan menggunakan Indeks 
Williamson. Distribusi pendapatan di 
anggap kurang adil bila jika sebagian 
besar output nasional dikuasai oleh lebih 
sebagian kecil penduduk. Tetapi 
distribusi pendapatan menjadi sangat 
tidak adil bila sangat besar bagian output 
nasional yang di kuasai oleh segelintir 
kelompok masyarakat (Rahardja dan 
Manurung; 2008). 
Penelitian ini fokus untuk Terjadi 
ketimpangan penyerapan tenaga kerja 
sektor industri manufaktur  antara Pantai 
Barat Sumatera dan Pantai Timur dan 
wilayah inti kota Sumatera Utara. 
Wicaksono (2010) dalam penelitiannya 
yang berjudul Analisis pengaruh PDB 
Sektor industri, upah riil, suku bunga riil 
dan jumlah unit usaha terhadap 
penyerapan tenaga kerja pada industri 
pengolahan sedang dan besar di 
Indonesia tahun 1990–2008 
menyimpulkan bahwa PDB Sektor 
industri, upah riil, suku bunga riil dan 
jumlah unit usaha menunjukkan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
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penyerapan tenaga kerja sektor industri 
pengolahan sedang dan besar di 
indonesia. 
Matitaputty (2010) dalam 
penelitiannya tentang Analisis Pengaruh 
Faktor Aglomerasi Industri manufaktur 
Antara Pertumbuhan Dengan 
Ketimpangan Regional Antar 
Kabupaten/ kota Di Jawa Tengah tahun 
1994–2007 menyimpulkan bahwa hasil 
yang diperoleh menunjukkan baik 
Pertumbuhan Ekonomi maupun 
aglomerasi Industri tidak berpengaruh 
signifikan dalam menurunkan 
ketimpangan regional, sedangkan 
aglomerasi juga tidak berperan sebagai 
variabel moderating yang menolong 
pertumbuhan ekonomi untuk 
mengurangi ketimpangan regional 
dikarenakan memang tingkat aglomerasi 
sendiri di Jawa tengah masih sangat 
lemah. 
Agusti (2007) dalam 
penelitiannya yang berjudul Analisis 
Peranan Sektor Industri Manufaktur 
Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di 
Indonesia menyimpulkan bahwa total 
produksi sektor industri manufaktur 
berpengaruh positif, dan pengaruhnya itu 
nyata dan signifikan terhadap jumlah 
tenaga kerja kerja sektor industri 
manufaktur di Indonesia. Jumlah 
angkatan kerja berpengaruh positif, dan 
pengaruhnya itu nyata dan signifikan 
terhadap jumlah tenaga kerja kerja 
sektor industri manufaktur di Indonesia. 
Jumlah industri berpengaruh positif, dan 
pengaruh-nya itu nyata dan signifikan 
terhadap jumlah tenaga kerja kerja 
sektor industri. Investasi berpengaruh 
negative terhadap karena jumlah tenaga 
kerja kerja sektor industri manufaktur, 
hal ini dikarenakan investasi yang 
ditanamkan lebih banyak di sektor 
industri besar yang bersifat capital 
intensive, sehingga investasi yang 
ditanam lebih banyak digunakan untuk 
penambahan peralatan modal sehingga 
pengaruhnya tidak tampak pada 
penjumlahan tenaga kerja. 
 
Koefisien Gini dan Ukuran 
Ketimpangan Agregat  
Pengukuran tingkat ketim-
pangan atau ketidakmerataan pendapatan 
yang relatif sangat sederhana pada suatu 
Negara dapat diperoleh dengan 
menghitung rasio bidang yang terletak 
antara garis diagonal dan kurva Lorenz 
dibagi dengan luas separuh bidang di 
mana kurva Lorenz itu berada. Rasio 
yang dimaksud adalah rasio atau 
perbandingan bidang A terhadap total 
segitiga BCD. Rasio inilah yang dikenal 
sebagai Rasio Konsentrasi Gini (Gini 
concentracion ratio) yang seringkali 
disingkat dengan istilah koefisien Gini 
(Gini coefficient). Istilah tersebut diambil 
dari nama seorang ahli statistik Italia 
yang pertama kali merumuskannya pada 
tahun 1912. 
Koefisien Gini adalah ukuran 
ketidakmerataan atau ketimpangan pada 
pendapatan agregat (secara keseluruhan) 
yang angkanya berkisar antara 0 
(pemerataan sempurna) hingga 1 
(ketimpangan sempurna). Pada 
prakteknya, angka ketimpangan untuk 
negara-negara yang ketimpangan 
pendapatan di kalangan penduduknya 
dikenal tajam bekisar antara 0,50 hingga 
0,70. Sedangkan untuk negara-negara 
yang distribusi pendapatannya dikenal 
relatif paling baik (paling merata), 
bekisar antara 0,20 sampai dengan 0,35.  
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Faktor–Faktor Penyebab Ketimpangan 
Menurut studi Esmara (1975), 
Soediono dan Igusa (1992), Azis (1989), 
Hill dan Williams (1989), Sondakh 
(1994), Ibrahim (1974), Upal dan 
Handoko (1988), Aktia dan Lukman 
(1994) dan Safrizal (1997, 2000) dalam 
buku  Tambunan, 2001. Dari semua 
pandangan hasil studi-studi tersebut, 
faktor-faktor utama penyebab terjadinya 
ketimpangan ekonomi antar provinsi di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
 
1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi 
Wilayah 
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang 
tinggi di daerah tertentu merupakan 
salah satu faktor yang menyebabkan 
terjadinya ketim-pangan pembangunan 
antar daerah. Ekonomi dari daerah 
dengan konsentrasi kegiatan ekonomi 
tinggi cenderung tumbuh pesat. 
Sedangkan daerah dengan tingkat 
konsentrasi ekonomi rendah akan 
cenderung mempunyai tingkat 
pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih rendah. 
Ketimpangan pembangunan sektor 
industri manufaktur  atau tingkat 
industrialisasi antarprovinsi sebagai 
salah satu faktor penyebab terjadinya 
ketimpangan ekonomi antarprovinsi 
secara teoritis dapat dijelaskan sebagai 
berikut. Dibandingkan sektor-sektor 
ekonomi lainnya, industri manufaktur 
merupakan sektor ekonomi yang 
potensial sangat produktif, dilihat dari 
sumbangannya terhadap pemben-tukan 
PDB atau PDRB. Selain itu, sektor 
industri manufaktur yang berkembang 
baik di suatu wilayah secara alamiah 
akan member efek positif terhadap 
kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor-
sektor lain di wilayah tersebut yang 
terkait secara langsung maupun tidak 
langsung dengan sektor industri. Tentu 
dengan asumsi bahwa tidak ada distorsi-
distorsi terhadap economic linkages 
antar sektor. 
 
2. Alokasi Investasi 
Industri lain yang juga 
menunjukkan pola serupa seperti pola 
distribusi NT industri antarprovinsi 
adalah distribusi investasi langsung, baik 
yang bersumber dari luar negeri 
(penanaman modal asing; PMA) maupun 
dari dalam negeri (penanaman modal 
dalam negeri; PMDN). Berdasarkan 
teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-
Domar yang menerangkan adanya 
korelasi positif antara tingkat investasi 
dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat 
dikatakan bahwa kurangnya investasi di 
suatu wilayah membuat pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat pendapatan 
masyarakat perkapita di wilayah tersebut 
rendah karena tidak ada kegiatan-
kegiatan ekonomi yang produktif seperti 
industri manufaktur. 
 
3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi 
yang Rendah Antar daerah 
Kurang lancarnya mobilitas 
faktor produksi seperti tenaga kerja dan 
capital antar provinsi juga merupakan 
penyebab terjadinya ketimpangan 
ekonomi regional. Relasi antara 
mobilitas faktor produksi dan perbedaan 
tingkat pembangunan atau pertumbuhan 
antar provinsi dapat lebih jelas dipahami 
dengan pendekatan analisis pasar output 
dan pasar input. Dasar teorinya adalah 
sebagai berikut: perbedaan laju 
pertumbuhan ekonomi antar provinsi 
membuat terjadinya perbedaan tingkat 
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pendapatan per kapita antar provinsi 
sejak perbedaan tersebut, dengan asumsi 
bahwa mekanisme pasar output dan 
input bebas (tanpa distorsi yang 
direkayasa, misalnya sebagai akibat dari 
suatu kebijakan pemerintah), 
mempengaruhi mobilitas atau re-alokasi 
faktor produksi antar provinsi. Sesuai 
teori dari A. Lewis, yang dikenal dengan 
unlimited supply of labour, jika 
perpindahan faktor produksi antar daerah 
tidak ada hambatan, maka pada akhirnya 
pembangunan ekonomi yang tidak 
optimal antar daerah akan tercapai dan 
semua daerah akan lebih baik (dalam 
pengertian pareto optimal: semua daerah 
mengalami better off).  
 
4. Perbedaan Sumber Daya Alam 
(SDA) Antarprovinsi 
Dasar pemikiran ‘lasik’ sering 
mengatakan bahwa pembangunan 
ekonomi di daerah yang kaya SDA akan 
lebih maju dan masyarakatnya lebih 
makmur dibandingkan di daerah yang 
miskin SDA. Hingga tingkat tertentu, 
anggapan ini masih bisa dibenarkan, 
dalam arti SDA harus dilihat hanya 
sebagai modal awal untuk pembangunan, 
yang selanjutnya harus dikembangkan 
terus. Dan untuk maksud ini, diperlukan 
faktor-faktor lain, diantaranya yang 
sangat penting adalah teknologi dan 
SDM. Jadi, dengan semakin pentingnya 
penguasaan teknologi dan peningkatan 
SDM,  faktor endowments lambat laun 
akan tidak relevan lagi. 
 
5. Perbedaan Kondisi Demografis 
Antarwilayah 
 Kondisi ekonomi regional di 
Indonesia juga disebabkan oleh 
perbedaan kondisi geografis antar 
provinsi. Terutama dalam hal jumlah dan 
pertumbuhan penduduk, tingkat 
kepadatan penduduk, pendidikan, 
kesehatan, disiplin masyarakat dan etos 
kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi 
tingkat pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi lewat sisi permintaan dan sisi 
penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah 
penduduk yang besar merupakan potensi 
besar bagi pertumbuhan pasar, yang 
berarti faktor pendorong bagi 
pertumbuhan kegiatan-kegiatan 
ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah 
populasi yang besar dengan dan 
kesehatan yang baik, disiplin yang 
tinggi, dan etos kerja yang tinggi 
merupakan asset penting bagi produksi. 
 
6. Kurang Lancarnya Perdagangan 
Antar Provinsi 
Kurang lancarnya perda-gangan 
antar daerah (intra-trade) juga 
merupakan unsur yang turut 
menciptakan ketimpangan ekonomi 
regional di Indonesia. Tidak lancarnya 
intra-trade disebabkan terutama oleh 
keterbatasan transportasi dan 
komunikasi. Perdagangan antar provinsi 
meliputi barang jadi, barang modal, 
input perantara, bahan baku, material-
material lainnya untuk produksi dan jasa. 
Jadi, tidak lancarnya arus barang dan 
jasa antar daerah mempengaruhi 
pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi suatu provinsi lewat sisi 
permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi 
permintaan, kelangkaan akan barang dan 
jasa untuk konsumen mempengaruhi 
permintaan pasar terhadap kegiatan-
kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya 
komplementer dengan barang dan jasa 
tersebut, misalnya antara pembelian 
motor yang diimpor dari provinsi lain 
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dengan permintaan terhadap topi 
pengaman (helm) yang diproduksi secara 
lokal, atau yang sifatnya pendukung 
seperti misalnya bengkel atau jasa 
reparasi. Sedangkan dari sisi penawaran, 
sulitnya mendapatkan barang modal, 
input perantara, bahan baku atau material 
lainnya dapat menyebabkan kegiatan 
ekonomi di suatu provinsi lumpuh atau 
tidak beroperasi secara optimal.  
 
Tipologi Klassen   
Pendekatan tipologi daerah 
digunakan untuk mengetahui gambaran 
tentang pola dan struktur ekonomi 
masing-masing daerah. Dengan 
menggunakan alat tipologi klassen 
adalah dengan pendekatan wilayah/ 
daerah seperti yang digunakan dalam 
penelitian Syafrizal untuk mengetahui 
klasifikasi daerah berdasarkan dua 
indikator utama, yaitu pertumbuhan 
ekonomi dan pendapatan atau produk 
domestik regional bruto (PDRB) per 
kapita daerah. Dengan menentukan rata-
rata pertumbuhan ekonomi sebagai 
sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per 
kapita sebagai sumbu horizontal. Seperti 
pada pendekatan pertama, pendekatan 
wilayah juga menghasilkan empat 
klasifikasi kabupaten yang masing-
masing mempunyai karakteristik pertum-
buhan ekonomi yang berbeda yaitu: 
1. Daerah bertumbuh maju dan cepat 
(rapid growth region)  
Daerah maju dan cepat tumbuh 
(rapid growth region) adalah daerah 
yang mengalami laju pertumbuhan 
PDRB dab tingkat pendapatan per kapita 
yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh 
daerah. Pada dasarnya daerah-daerah 
tersebut merupakan daerah yang paling 
maju, baik dari segi tingkat 
pembangunan maupun kecepatan 
pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah 
ini merupakan merupakan daerah yang 
mempunyai potensi pembangunan yang 
sangat besar dan telah dimanfaatkan 
secara baik untuk kemakmuran 
masyarakat setempat. Karena 
diperkirakan daerah ini akan terus 
berkembang dimasa mendatang. 
2. Daerah maju tapi tertekan (retarted 
region). 
Daerah maju tapi tertekan (retarted 
region) adalah daerah-daerah yang relatif 
maju tetapi dalam beberapa tahun 
terakhir laju pertumbuhannya menurun 
akibat tertekannya kegiatan utama 
daerah yang bersangkutan. Karena itu, 
walaupun daerah ini merupakan daerah 
telah maju tetapi dimasa mendatang 
diperkirakan pertumbuhannya tidak akan 
begitu cepat, walaupun potensi 
pembangunan yang dimiliki pada 
dasarnya sangat besar. 
3. Daerah berkembang cepat (growing 
region). 
Daerah berkembang cepat (growing 
region) pada dasarnya adalah daerah 
yang memiliki potensi pengembangan 
sangat besar, tetapi masih belum diolah 
secara baik. Oleh karena itu, walaupun 
tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi 
namun tingkat pendapatan per kapitanya, 
yang mencerminkan tahap pembangunan 
yang telah dicapai sebenarnya masih 
relatif rendah dibandingkan dengan 
daerah-daerah lain. Karena itu dimasa 
mendatang daerah ini diperkirakan 
mampu berkembang dengan pesat untuk 
mengejar ketertinggalannya dengan 
daerah maju. 
4. Daerah relatif tertinggal (relatively 
backward region). 
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Kemudian daerah relatif 
tertinggal (relatively backward region) 
adalah daerah yang mempunyai tingkat 
pertumbuhan dan pendapatan per kapita 
yang berada dibawah rata-rata dari 
seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik 
kemakmuran masyarakat maupun 
tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah 
ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini 
tidak berarti bahwa ini tidak akan 
berkembang di masa mendatang. 
Melalui pengembangan sarana dan 
prasarana perekonomian daerah berikut 
tingkat pendidikan dan pengetahuan 
masyarakat setempat diperkirakan 
daerah inisecara bertahap akan dapat 
pula mengejar ketertinggalannya 
Syafrizal, 1997 (dalam kuncoro, 2002, h. 
245-246) 
 
Metode Estimasi 
Adapun variabel yang akan 
diamati adalah tenaga kerja, output, 
jumlah penduduk, Pendapatan Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dan 
ketimpangan penyerapan tenaga kerja di 
kabupaten/ kota di Sumatera Utara, 
dalam kurun waktu 5 tahun yang dimulai 
dari tahun 2006 sampai dengan 2010. 
Area studi skripsi yang digunakan 
adalah deskriptif dan menggunakan alat 
ukur berupa indeks Williamson dan 
tipologi klassen maka oleh sebab itu 
tidak digunakan defenisi operasional 
variabel. 
Pengumpulan data dilakukan 
dengan menghimpun data sekunder yang 
disajikan oleh institusi pemerintah, 
seperti Badan Pusat Statistik (BPS). 
Sedangkan populasi yang digunakan 
adalah kabupaten/ kota yang terdapat di 
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 
kabupaten/ kota. Adapun yang dijadikan 
sampel adalah kabupaten/ kota yang 
telah berdiri sejak tahun 2006 berjumlah 
17 kabupaten/ kota, dengan demikian 
metode pengambilan sampel dilakukan 
secara sensus dengan data time series 
2006-2010. 
Adapun data-data yang diteliti sebagai 
berikut : 
1. Data jumlah tenaga kerja industri 
manufaktur Provinsi Sumatera 
Utara tahun 2006–2010 dalam 
jumlah jiwa/ orang. 
2. Data nilai output industri 
manufaktur provinsi Sumatera 
Utara tahun 2006–2010 dalam 
jumlah rupiah. 
3. Jumlah Penduduk Kabupaten/ kota 
Provinsi Sumatera Utara tahun 
2006–2010 dalam jumlah jiwa/ 
orang. 
4. Jumlah Pendapatan Domestik 
Regional Bruto (PDRB) provinsi 
Sumatera Utara tahun 2006–2010 
dalam jumlah rupiah. 
 
Metode  
Dengan menggunakan alat analisis 
menggunakan Indeks Williamson untuk 
mengukur ketimpangan ekonomi antar 
provinsi dan Tipologi Klassen untuk 
mengetahui gambaran tentang pola dan 
struktur pertumbuhan masing-masing 
daerah, maka penulis menggunakan 
tabel dan grafik dalam menyajikan data 
yang diteliti.   
 
1. Analisis Share tenaga kerja yang 
terserap di sektor industri 
manufaktur di Kabupaten/kota 
Sumatera Utara.  
Analisis Shift Share digunakan untuk 
mendapat gambaran seberapa besar 
tenaga kerja yang terserap di sektor 
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industri manufaktur di Kabupaten/kota 
Sumatera Utara, digunakan rumus : 
Analisis Shift Share =  
PDRB sektor Industri Kab/kota          
  PDRB sektor Industri Provinsi 
 
2. Analisis Pertumbuhan Sektor 
Industri Manufaktur di 
Kabupaten/kota Sumatera Utara 
Analisis pertumbuhan Pendapatan 
Domestik Regional Bruto (PDRB) 
digunakan untuk mendapat gambaran 
seberapa besar pertumbuhan sektor 
industri manufaktur di Sumatera Utara. 
Untuk mendapatkan persentase 
pertumbuhan pendapatan domestik 
regional bruto (PDRB) Menurut Sadono 
Sukirno (2006, hal. 9) pertumbuhan 
ekonomi dapat di definisikan sebagai 
perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan 
barang dan jasa yang diproduksikan 
dalam masyarakat bertambah. Tingkat 
pertumbuhan ekonomi dalam suatu 
tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan 
dengan menggunakan formula sebagai 
berikut: 
 
PE =  PDRB t - PDRB t-1   
     PDRB  t-1 
dimana: 
PE = Tingkat pertumbuhan ekonomi. 
PDRB t =   Produk Domestik Regional 
Bruto pada tahun t  
PDRBt-1 = Produk Domestik Regional 
Bruto pada tahun sebelumnya 
 Angka positif menunjukkan 
sektor tersebut mengalami pertumbuhan, 
dan semakin besar persentasenya 
menunjukkan semakin baik pertumbuhan 
di sektor tahun tersebut. Untuk melihat 
pertumbuhan sektor industri manufaktur 
di Sumatera Utara, data yang dipakai 
data PDRB sektor industri manufaktur 
Sumatera Utara dari tahun ke tahun atas 
dasar harga konstan. 
 
3. Indeks Ketimpangan Williamson 
Indeks Williamson (1965) dalam 
Tulus T. H. Tambunan, menemukan 
bahwa dalam tahap awal pembangunan 
ekonomi disparitas dalam distribusi 
pendapatan akan membesar dan 
terkonsentrasi pada wilayah–wilayah 
tertentu yang pada awalnya sudah relatif 
maju, misalnya dalam pembangunan 
industri infrastruktur dan SDM (sumber 
daya manusia). Kemudian pada tahap 
pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, 
terjadi konvergensi dan ketimpangan 
dalam distribusi pendapatan akan 
mengalami penurunan. Untuk 
memberikan gambaran terhadap 
ketimpangan penyerapan tenaga kerja 
industri manufaktur di kabupaten/ kota 
Provinsi Sumatera Utara, maka alat 
analisis yang digunakan adalah indeks 
Williamson (IW): 
 
																			ඥ∑ (࢏ ࢅ࢏ −	Ȳ)2 x	ࡲ࢏࢔  , 0<Vw<1 
        Ȳ 
Dimana: 
Yi= jumlah tenaga kerja kabupaten/kota 
Sumatera Utara. 
Ȳ = jumlah tenaga kerja Sumatera Utara. 
Fi= jumlah penduduk kabupaten/ kota di 
Sumatera Utara.  
n= jumlah penduduk Sumatera Utara. 
 
Hasil perhitungan dengan metode 
indeks Williamson diatas bersifat relatif 
karena pengukurannya semakin besar 
(mendekati 1), maka ketimpangan akan 
semakin besar atau sangat tidak merata 
dan sebaliknya jika nilai IW semakin 
X 100% 
  X 100% 
%% 
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kecil (mendekati 0), maka ketimpangan 
kecil/merata (Tambunan, 2001, hal. 190) 
 
Hasil dan Pembahasan  
Struktur ekonomi Sumatera 
Utara terdiri dari 9 sektor ekonomi. 
Sembilan sektor tersebut dapat 
dijelaskan pada tabel 1. Sektor industri 
manufaktur sebagai sektor yang 
penyerapan tenaga kerjanya sangat besar 
dibanding sektor ekonomi lainnya di 
Indonesia, maka ketimpangan dalam 
penyerapan tenaga kerja sektor industri 
manufaktur juga terjadi pada beberapa 
wilayah (region) di Indonesia. Begitu 
juga dengan provinsi Sumatera Utara, 
dimana  hanya terdapat 17 wilayah kota 
dan kabupaten yang memiliki industri 
manufaktur dengan skala korporasi. 
Sisanya kabupaten-kabupaten baru yang 
struktur perekonominannya memiliki 
kontribusi yang sangat kecil bagi sektor 
industri manufaktur. 
Dari tabel 1 diketahui bahwa dari 
tahun ke tahun bahwa sektor pertanian 
yang memiliki nilai PDRB yang paling 
besar jika di bandingkan dengan sektor-
sektor lainnya. Dari tahun 2005 hingga 
2010 sektor pertanian terus mengalami 
peningkatan. Dari data tersebut terlihat 
bahwa sektor pertanian memiliki ke 
unggulan dibandingkan ke delapan 
sektor lainnya. Dalam hal laju 
pertumbuhan sektor PDRB yang paling 
besar, dari tabel tersebut ketahui bahwa 
dari tahun ke tahun bahwa sektor 
pengangkutan dan komunikasi yang 
memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB 
yang paling besar jika di bandingkan 
dengan sektor-sektor lainnya. Dari tahun 
2006 hingga 2010 sektor pengangkutan 
dan komunikasi terus mengalami 
peningkatan. Dari data tersebut terlihat 
bahwa sektor pengangkutan dan 
komunikasi memiliki ke unggulan di 
bandingkan ke delapan sektor lainnya 
dalam hal laju pertumbuhan 
Pertumbuhan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), lalu sektor listrik, gas 
dan air bersih. Dari data tersebut terlihat 
bahwa sektor sektor listrik, gas dan air 
bersih komunikasi terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun 
kemudian disusul oleh sektor konstruksi. 
 
 
Tabel 1.  Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan 2005 – 2010 
 (dalam jutaan rupiah) 
No Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Pertanian 22.191.304,61 22.724.491,3 23.856.154,21 26.526.925,33 26.526.925,33 27.875.198,86 
2 
Pertambangan 
dan 
Penggalian  
1.074.756,12 1.119.581,92 1.229.049,96 1.304.347,23 1.322.982,71 1.400.653,33 
3 Industri Pengolahan 21.305.379,56 22.470.565,67 23.615.200,05 24.305.226,5 24.977.108,56 26.105.212,34 
4 
Listrik, Gas 
dan Air 
Minum 
716.257,08 738.314,65 739.918,09 772.934,16 816.004,85 873.645,59 
5 Bangunan 5.515.981,84 6085612,46 6559295,79 7090648,44 7554364,75 8066154,37 
6 
Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran 
15.984.939,06 17095259,94 18386279,5 19515522,71 20575432,2 21914837,97 
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Tabel 1.  Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan 2005 – 2010 
 (dalam jutaan rupiah) 
No Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
7 
Pengangkutan 
dan 
Komunikasi 
7.379.922,8 8259198,32 9076562,32 9883239,41 10630443,48 11633899,19 
8 
Keuangan, 
Persewaan 
dan Jasa 
Perusahaan 
5.440.506,16 5977573,44 6720615,6 7479836,46 7939209,48 8795145,94 
9 Jasa-jasa 8.288.769,4 8876806,68 9609.197.33 10519959,39 11216753,43 11976155,15 
PRDB Total 87.897.816,63 93347404,39 99792273,27 106172360,1 111559224,8 118640902,7 
          Sumber: PBS Provinsi Sumatera Utara 
 
 
 
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2010 
No Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Pertanian 3,38 2,4 4,98 6,05 4,85 5,08 
2 Pertambangan dan Penggalian  6,42 4,17 9,78 6,13 1,43 5,97 
3 Industri Pengolahan 4,76 5,47 5,09 2,92 2,76 4,51 
4 Listrik, Gas dan Air Minum 5,15 3,08 0,22 4,46 5,57 7,1 
5 Bangunan 12,96 10,3 7,78 8,1 6,54 6,77 
6 
Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran 
4,95 6,95 7,55 6,14 5,43 6,51 
7 Pengangkutan dan Komunikasi 10,11 11,9 9,9 8,89 7,56 9,44 
8 
Keuangan, 
Persewaan 
dan Jasa 
Perusahaan 
7,15 9,87 12,4 11,3 6,14 10,78 
9 Jasa-jasa 4,36 7,09 8,25 9,48 6,62 5,17 
       PRDB Total 5,48 6,2 6,9 6,39 5,7 6,35 
          Sumber: PBS Provinsi Sumatera Utara 
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Sedangkan untuk sektor yang 
laju pertumbuhan sektor PDRB yang 
yang paling kecil dari tabel di atas dapat 
di ketahui bahwa dari tahun ke tahun 
sektor pertambangan dan penggalian 
yang memiliki nilai laju pertumbuhan 
PDRB yang paling kecil jika di 
bandingkan dengan sektor-sektor 
lainnya. Dari tahun 2005 hingga 2010 
sektor pertambangan dan penggalian 
terus mengalami penurunan. Dari data 
tersebut terlihat bahwa sektor 
pertambangan dan penggalian memiliki 
kelemahan di bandingkan ke delapan 
sektor lainnya dalam hal laju 
pertumbuhan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) lalu sektor pertanian, 
peternakan, kehutanan, dan perikanan. 
Dari data tersebut juga terlihat bahwa 
sektor ini terus mengalami penurunan 
dari tahun ke tahun kemudian disusul 
oleh sektor industri pengolahan. 
Kinerja perekonomian daerah 
provinsi Sumatera Utara selama periode 
tahun 1999–2010 secara keseluruhan 
menunjukan prestasi yang positif. Hal 
ini dapat di lihat dari perkembangan 
Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) yang terus meningkat pada tiap 
tahunnya. Rata-rata pertumbuhan 
ekonomi Sumatera Utara pada tahun 
2005-2010 adalah sebesar 7,4%. Pada 
tahun 2005-2000 pertumbuhan ekonomi 
mengalami peningkatan dari 5,48 
menjadi 6,9% di karenakan ada beberapa 
sektor mengalami peningkatan yang 
cukup baik di antaranya seperti: sektor 
Keuangan Real estate dan Jasa 
Perusahaan, Pengangkutan dan 
komunikasi, Pertambangan dan 
penggalian, Jasa-Jasa, Perdagangan, 
Hotel dan Restoran, Industri 
Pengolahan, serta Pertanian. Terkecuali 
sektor Listrik, Gas dan Air Minum, serta 
Bangunan mengalami penurunan. Dan 
pada tahun 2008-2010 berfluktuasi 
menjadi 6,35% di karenakan hanya 
sektor Pengangkutan dan Komunikasi 
saja yang mengalami peningkatan yaitu 
dari 8,89% tahun 2008 menjadi 9,44% 
pada tahun 2010. Sedangkan sektor-
sektor lain mengalami penurunan 
(Ayoumi; 2012) 
Analisis Shift Share digunakan untuk 
mendapat gambaran seberapa besar 
tenaga kerja yang terserap di sektor 
industri manufaktur di Kabupaten/ kota 
Sumatera Utara. 
Indeks Ketimpangan Williamson 
Untuk memberikan gambaran 
terhadap ketimpangan penyerapan 
tenaga kerja 207 industri manufaktur di 
kabupaten/ kota Provinsi Sumatera 
Utara, maka alat analisis yang digunakan 
adalah Indeks Williamson (IW). 
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 
diperoleh nilai Indeks Williamson 
selama periode 2006–2010, yaitu rata-
rata 0,159. Angka ini memberi arti 
bahwa ketimpangan tenaga kerja di 
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara 
relatif kecil. Hal ini sesuai dengan 
kriteria dari indeks Williamson yang 
mengakatan bahwa jika angka IW 
semakin kecil atau mendekati  nol, maka 
ketimpangan akan semakin kecil pula 
dengan kata lain semakin merata 
penyerapan tenaga kerja di 
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 
Rendahnya nilai indeks Williamson yang 
menunjukkan bahwa semakin kecil 
tingkat ketimpangan pendapatan yang 
terjadi sehingga tingkat penyerapan 
tenaga kerja semakin merata. Tetapi hal 
ini tidak berarti menunjukan bahwa 
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Kabupaten/ kota di Sumatera Utara lebih 
baik tingkat kesejahteraan masyarakat 
dibandingkan dengan Kabupaten/ kota di 
Provinsi lain. 
Semua ini disebabkan karena 
masing-masing daerah memiliki 
memiliki proses mobilisasi dan 
akumulasi sumber daya alam serta 
potensi yang merupakan pemicu dalam 
pertumbuhan ekonmi wilayah yang 
bersangkutan. Adanya keragaman 
budayan (heterogenitas) dan keragaman 
karakteristik suatu wilayah dapat 
menryebabkan kecenderungan terjadinya 
ketimpangan antar daerah dan antar 
sektor ekonomi suatu daerah. Dengan 
menentukan hasil indeks Williamson 
sebagai sumbu vertikal dan jumlah 
tenaga kerja kabupaten/ kota sumut 
sebagai sumbu horizontal, daerah yang 
diamati dapat dibagi menjadi empat 
klasifikasi, dan yang kemudian di 
masukkan  ke dalam tipologi klassen 
yaitu: (Kuadran I) daerah dengan sedikit 
jumlah tenaga kerja Kabupaten/kota 
dengan indeks ketimpangan besar atau 
tidak merata, (Kuadran II) daerah sedikit 
tenaga kerja dengan indeks ketimpangan 
kecil atau merata, ( Kuadran III) daerah 
banyak tenaga kerja dengan indeks 
ketimpangan besar atau tidak merata dan 
(Kuadran IV) daerah banyak tenaga 
kerja dengan indeks ketimpangan kecil 
atau semakin merata (Mudrajad 
Kuncoro, 2003). 
 
Tabel 3. Analysis Shift Share kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara 
 
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 
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Tabel 4 Indeks Williamson Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara 
Angka ini memberi arti bahwa 
ketimpangan tenaga kerja di kabupaten/ 
kota Provinsi Sumatera Utara relatif 
kecil. Hal ini sesuai dengan kriteria dari 
indeks Williamson yang mengakatan 
bahwa jika angka IW semakin kecil atau 
mendekati  nol, maka ketimpangan akan 
semakin kecil pula dengan kata lain 
semakin merata penyerapan tenaga kerja 
di kabupaten/ kota Provinsi Sumatera 
Utara. Rendahnya nilai indeks 
Williamson yang menunjukkan bahwa 
semakin kecil tingkat ketimpangan 
pendapatan yang terjadi sehingga tingkat 
penyerapan tenaga kerja semakin 
merata. Tetapi hal ini tidak berarti 
menunjukan bahwa tingkat 
kesejahteraan masyarakat lebih baik 
dibandingkan dengan Kabupaten/ kota di 
Provinsi lain. Semua ini disebabkan 
karena masing-masing daerah memiliki 
memiliki proses mobilisasi dan 
akumulasi sumber daya alam serta 
potensi yang merupakan pemicu dalam 
pertumbuhan ekonmi wilayah yang 
bersangkutan.  
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Tabel 5.  Kondisi Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara 
Menurut Kriteria Tipologi Daerah (Indeks Ketimpangan 
Williamson) 
   
Tabel 6. Kondisi Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 
Menurut Kriteria Tipologi Daerah (Tenaga Kerja) 
Jumlah Tenaga 
Kerja 
Tinggi (30.000-50.000) Sedang (5.000-20.000) Rendah (0-1.000) 
Tinggi (20.001-
50.000) 
Kab. Deli Serdang 
Kota Medan 
  
Sedang(1.001-20.000)  Kab.  Tapanuli Selatan 
Kab.Tapanuli Tengah       
Kab. Labuhan Batu  
Kab. Asahan 
Kab. Simalungun 
Kab. Langkat 
Kota Tanjung Balai 
Kota Pematang Siantar 
Kota Tebing Tinggi 
Kota Binjai 
 
Rendah(0-1.000)   Kab. Nias 
Kab. Mandailing 
Natal 
Kab. Toba Samosir 
Kab. Karo 
  
Indeks Ketimpangan 
Williamson 
Tinggi (0,7-1) Sedang (0,4-0,6) Rendah (0,01-0,3) 
Tinggi (0,7-1)    
Sedang(0,4-0,6)    
Rendah(0-0,3) 
 
                                                                                                                             Kab. Nias
Kab. Mandailing Natal 
Kab.  Tapanuli Selatan 
Kab.Tapanuli Tengah       
Kab. Toba Samosir 
Kab. Labuhan Batu      
Kab. Asahan 
Kab. Simalungun 
Kab. Karo 
Kab. Deli Serdang 
Kab. Langkat 
Kota Sibolga 
Kota Tanjung Balai 
Kota Pematang Siantar 
Kota Tebing Tinggi 
Kota Medan 
Kota Binjai 
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Adanya keragaman budaya 
(heterogenitas) dan keragaman 
karakteristik suatu wilayah dapat 
menyebabkan kecenderungan terjadinya 
ketimpangan antar daerah dan antar 
sektor ekonomi suatu daerah. Dengan 
menentukan hasil indeks Williamson 
sebagai sumbu vertikal dan jumlah 
tenaga kerja kabupaten/kota Sumatera 
Utara sebagai sumbu horizontal, daerah 
yang diamati dapat dibagi menjadi 
empat klasifikasi, dan yang kemudian di 
masukkan  ke dalam tabel kategori 
daerah. 
Berdasarkan tabel 5 terlihat 
bahwa  Indeks ketimpangan penyerapan 
tenaga kerja (Indeks Williamson) di 
Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara 
dalam penelitian ini adalah Rendah 
dengan klasifikasi indeks  yaitu apabila  
Tinggi ukurannya adalah antara 0.7 
sampai 1, apabila  Sedang ukurannya 
adalah antara 0.4 sampai 0.6 dan apabila  
Rendah  ukurannya adalah antara 0 
sampai 0.3 sesuai dengan ketentuan nilai 
Indeks Williamson itu sendiri antara 0 
dan 1. 
Berdasarkan tabel 6 terlihat 
bahwa jumlah tenaga kerja di 
Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara 
dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) 
kabupaten/kota dengan klasifikasi Tinggi 
(banyak tenaga kerja), yaitu Kabupaten 
Deli Serdang dan Kota Medan, 10 
kabupaten/kota dengan klasifikasi 
Sedang (jumlah tenaga kerja sedang) 
yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, 
Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten  
Labuhan Batu, Kabupaten  Asahan, 
Kabupaten Simalungun, Kabupaten  
Langkat, Kota Tanjung Balai, Kota 
Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi 
dan Kota Binjai, sedangkan  kabupaten/ 
kota dengan klasifikasi Rendah (jumlah 
tenaga kerja sedikit) yaitu Kabupaten  
Nias, Kabupaten  Mandailing Natal, 
Kabupaten  Toba Samosir dan 
Kabupaten  Karo dengan klasifikasi 
apabila  Tinggi ukurannya adalah antara 
20.001 sampai 50.000 apabila  Sedang 
ukurannya adalah antara 1.001 sampai 
20.000 dan apabila  Rendah  ukurannya 
adalah antara 0 sampai 1.000. 
 
Simpulan 
 Berdasarkan hasil temuan yang 
telah dianalisis, maka ada beberapa 
kesimpulan yang dapat ditarik dari 
pembahasan sebelumnya : 
1. Tingkat ketimpangan penyerapan 
tenaga kerja di Kabupaten/kota 
Provinsi Sumatera Utara kecil yaitu 
0,158. 
2. Terjadi ketimpangan penyerapan 
tenaga kerja yang begitu besar antara 
Pantai Barat Sumatera dan Pantai 
Timur dan wilayah inti kota 
Sumatera Utara. 
3. Angka positif menunjukkan 
pertumbuhan Pendapatan Regional 
Domestik Bruto (PDRB) sektor 
industri atas dasar harga konstan dan  
semakin besar persentasenya 
menunjukkan semakin baik 
pertumbuhan di sektor periode 
tersebut. 
4. Menurut Kriteria Tipologi Daerah 
(Indeks Ketimpangan Williamson) 
Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 
Utara, dalam penelitian ini adalah 
Rendah. 
5. Menurut Kriteria Tipologi Daerah 
(Tenaga Kerja) Kabupaten/ kota di 
Provinsi Sumatera Utara, dalam 
penelitian ini adalah 2 (dua) 
kabupaten/kota dengan klasifikasi 
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Tinggi (banyak tenaga kerja), yaitu 
Kabupaten Deli Serdang dan Kota 
Medan, 10 kabupaten/kota dengan 
klasifikasi Sedang (jumlah tenaga 
kerja sedang) yaitu Kabupaten 
Tapanuli Selatan, Kabupaten 
Tapanuli Tengah, Kabupaten  
Labuhan Batu, Kabupaten  Asahan, 
Kabupaten Simalungun, Kabupaten  
Langkat, Kota Tanjung Balai, Kota 
Pematang Siantar, Kota Tebing 
Tinggi dan Kota Binjai, sedangkan  
kabupaten/kota dengan klasifikasi 
Rendah (jumlah tenaga kerja sedikit) 
yaitu Kabupaten  Nias, Kabupaten 
Mandailing Natal, Kabupaten  Toba 
Samosir dan Kabupaten  Karo. 
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ABSTRAK 
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap 
transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan keuangan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporan 
keuangan pada SKPD di Pemprovsu khususnya Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu 
dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penulis 
menggunakan teknik riset lapangan dan teknik riset pustaka untuk pengumpulan data 
yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu belum sepenuhnya melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai dengan 
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan untuk siklus 
penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun Laporan Keuangan telah disajikan tepat 
waktu sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna Laporan Keuangan guna 
pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci  : Pelaporan   Keuangan,   Satuan   Kerja  Perangkat Daerah 
 
Pendahuluan 
Akuntansi keuangan daerah 
merupakan proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan dan pelaporan 
transaksi ekonomi (keuangan) dari 
entitas pemerintah daerah (kabupaten, 
kota atau provinsi) yang dijadikan 
sebagai informasi dalam rangka 
pengambilan keputusan ekonomi yang 
diperlukan oleh pihak-pihak eksternal 
entitas pemerintah daerah (kabupaten, 
kota atau provinsi). 
Pihak-pihak eksternal entitas 
pemerintah daerah yang memerlukan 
informasi yang dihasilkan oleh akuntansi 
keuangan daerah tersebut antara lain 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), badan pengawas 
keuangan, investor, kreditur dan donator, 
analisis ekonomi dan pemerihati 
pemerintah daerah, rakyat, pemerintah 
daerah lain dan pemerintah pusat, yang 
seluruhnya berada dalam lingkungan 
akuntansi keuangan daerah.  
Proses pengidentifikasian pada 
akuntansi keuangan daerah maksudnya 
adalah pengidentifikasian transaksi 
ekonomi, agar dapat membedakan 
transaksi yang bersifat ekonomi dan 
yang tidak bersifat ekonomi. Pada 
dasarnya, transaksi ekonomi adalah 
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aktivitas yang berhubungan dengan 
uang. Proses selanjutya adalah 
pengukuran transaksi ekonomi, yaitu 
dengan menggunakan satuan uang. Jadi 
seluruh transaksi dalam akuntansi harus 
dinyatakan dalam satuan uang. Proses 
berikutnya adalah pencatatan transaksi 
ekonomi, yaitu pengolahan data 
transaksi ekonomi tersebut melalui 
penambahan dan/ atau pengurangan 
sumber daya yang ada. Pelaporan 
transaksi ekonomi akan menghasilkan 
laporan keuangan yang merupakan hasil 
akhir proses akuntansi. Laporan 
keuangan dalam pemerintah daerah 
meliputi: Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), Laporan Neraca, Laporan Arus 
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 
Akuntansi keuangan daerah 
menggunakan sistem pencatatan 
berpasangan (double entry), artinya 
setiap transaksi ekonomi dicatat 
berpasangan dan disebut juga dengan 
proses menjurnal. Dalam menjurnal, 
pencatat harus menjaga persamaan dasar 
akuntansi,  dimana kedua sisi persamaan 
tersebut harus selalu seimbang, demikian 
juga hasil akhir atau saldonya juga harus 
seimbang. 
 Unsur yang menyusun 
persamaan dasar akuntansi adalah 
elemen-elemen laporan keuangan. 
Elemen-elemen tersebut terdiri atas 
aktiva, utang, ekuitas dana atau rekening 
koran pemerintah daerah, pendapatan 
dan belanja. Aktiva/ aset adalah sarana 
(kekayaan) yang dimiliki entitas. Utang 
adalah sumber sarana entitas yang 
berasal dari bukan pemilik entitas. 
Ekuitas dana atau R/K pemerintah 
daerah adalah sumber sarana entitas 
yang berasal dari pemilik entitas. 
Pendapatan adalah bertambahnya aktiva 
atau penurunan utang karena aktivitas 
entitas. Belanja adalah berkurangnya 
aktiva karena aktivitas entitas. 
Persamaan dasar akuntansi menyatakan 
bahwa aktiva ditambah belanja sama 
dengan utang ditambah ekuitas dana atau 
R/K pemerintah daerah dan pendapatan.  
Akuntansi adalah suatu sistem 
yang tujuannya adalah menghasilkan 
informasi dalam bentuk laporan 
keuangan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. Laporan keuangan yang 
dihasilkan oleh akuntansi keuangan 
daerah terdiri atas laporan perhitungan 
APBD nota perhitungan APBD, laporan 
aliran kas dan neraca. Akuntansi, 
disamping merupakan sistem juga 
merupakan siklus, artinya akuntansi 
terdiri atas tahap-tahap tertentu dan 
setelah selesainya tahap-tahap tersebut 
kegiatan berulang kembali sesuai dengan 
urutan tersebut. Tahap-tahap yang 
terdapat dalam siklus akuntansi adalah 
analisis transaksi, jurnal, posting, neraca 
saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah 
penyesuaian, laporan keuangan, 
penutupan, dan neraca saldo setelah 
penutupan. 
Sistem akuntansi keuangan 
pemerintah daerah berdasarkan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
merupakan suatu sistem yang secara 
komprehensif mengatur prosedur-
prosedur akuntansi penerimaan dan 
pengeluaran kas, prosedur akuntansi 
selain kas, dan prosedur akuntansi aset. 
Beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam setiap prosedur tersebut adalah 
fungsi yang terkait, dokumen yang 
digunakan, laporan yang dihasilkan, dan 
uraian teknis prosedur. 
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Setiap pemerintah daerah 
diwajibkan untuk melakukan pencatatan 
dan pelaporan akuntansi keuangan 
daerah, tidak terkecuali Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu yang 
merupakan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara.  Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu diwajibkan melakukan 
akuntansi keuangan daerah yang 
meliputi proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan dan pelaporan 
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
Untuk melakukan pencatatan dan 
pelaporan akuntansi keuangan daerah 
sesuai dengan SAP bukanlah hal yang 
dapat dengan mudah diwujudkan. Di 
dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semesteran (IHPS) Badan Pemeriksa 
Keuangan pada tiga tahun terakhir 
(2010,2011 dan 2013), terdapat 
kelemahan di dalam pengendalian 
akuntansi dan pelaporan keuangan antara 
lain berupa pencatatan transaksi yang 
tidak akurat atau bahkan trasaksi yang 
tidak dicatat, aset tetap yang belum 
diinventarisasi hingga pencatatan 
persediaan yang tidak tertib. Hal ini 
tentu akan menyulitkan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dalam menyusun 
laporan keuangan pemerintah daerah 
yang handal dan berkualitas tinggi. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui 
apakah pelaporan keuangan pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
 
Kajian Teoritis 
Akuntansi keuangan daerah 
adalah suatu proses untuk melakukan 
pencatatan dan pelaporan transaksi 
keuangan dari entitas pemerintah daerah 
yang dijadikan sebagai informasi dalam 
pengambilan kebijakan ekonomi yang 
diperlukan oleh pihak-pihak eksternal 
entitas pemerintah daerah. Dedi 
Nordiawan (2006), menyebutkan: 
Akuntansi keuangan daerah merupakan 
proses pencatatan, pengklasifikasian, 
penganalisisisan dan pelaporan transaksi 
keuangan dari suatu organisasi publik 
yang menyediakan informasi keuangan 
bagi para pemakai laporan keuangan 
yang berguna untuk pengambilan 
keputusan. Menurut Abdul Hafiz (2006), 
yang mendefenisikan akuntansi 
keuangan daerah sebagai Proses 
pencatatan, penggolongan, dan 
pengikhtisaran dengan cara tertentu 
dalam ukuran moneter, transaksi dan 
kejadian-kejadian yang umumnya 
bersifat keuangan dan termasuk 
pelaporan hasil-hasilnya dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintah 
menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa tujuan akuntansi 
keuangan daerah adalah untuk 
memberikan informasi yang diperlukan 
agar dapat mengelola suatu operasi dan 
alokasi sumber daya yang dipercayakan 
kepada organisasi secara tepat,  efisien, 
dan  ekonomis,  serta  memberikan   
informasi untuk melaporkan pertang-
gungjawaban pelaksanaan pengelolaan 
tersebut serta melaporkan hasil operasi 
dan penggunaan dana publik. Selain itu, 
akuntansi keuangan daerah mengacu 
pada penerapan teori prinsip atau standar 
akuntansi pada organisasi yang tidak 
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mencari laba, khususnya unit organisasi 
pemerintahan. 
 
Sistem Pencatatan  
Sistem pencatatan merupakan 
proses akuntansi untuk melakukan 
penyusunan atau pembuatan bukti-bukti 
pembukuan atau bukti transaksi baik 
transaksi internal maupun transaksi 
eksternal ke dalam jurnal, baik jurnal 
umum maupun jurnal khusus dan 
mempostingnya ke buku besar, baik 
buku besar utama maupun buku besar 
pembantu. Menurut Henry Simamora 
(2004) “Pencatatan adalah pembuatan 
suatu catatan pembukuan, kronologis 
kejadian yang terjadi, terukur melalui 
suatu cara yang sistematis dan teratur”. 
Pencatatan juga diartikan sebagai “Suatu 
urutan ketiga klerikal biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam suatu 
departemen atau lebih yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seram 
terhadap transaksi perusahaan yang 
terjadi berulang-ulang”. Mulyadi (2008). 
Sebelum era reformasi keuangan 
daerah, pengertian pencatatan dalam 
akuntansi keuangan daerah selama ini 
adalah pembukuan. Padahal menurut 
akuntansi, pengertian demikian tidaklah 
tepat. Hal ini disebabkan karena 
akuntansi menggunakan sistem 
pencatatan.  Menurut Abdul Halim 
(2008, hal. 43), “Terdapat beberapa 
macam sistem pencatatan yang dapat 
digunakan, yaitu sistem pencatatan 
single entry, double entry, dan triple 
entry”.  Pembukuan hanya menggunakan 
sistem pencatatan single entry, 
sedangkan akuntansi dapat 
menggunakan ketiga sistem pencatatan 
tersebut. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa pembukuan merupakan 
bagian dari akuntansi. 
Sistem pencatatan single entry 
sering disebut juga dengan sistem tata 
buku tunggal atau tata buku. Dalam 
sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi 
dilakukan dengan mencatatnya satu kali. 
Transaksi yang berakibat bertambahnya 
kas akan dicatat pada sisi penerimaan 
dan transaksi yang berkaitan 
berkurangnya kas akan dicatat pada sisi 
pengeluaran.  Sistem pencatatan single 
entry ini memiliki beberapa kelebihan, 
yaitu sederhana dan mudah dipahami. 
Namun, sistem ini memiliki kelemahan, 
antara lain kurang bagus untuk pelaporan 
(kurang memudahkan penyusun 
laporan), sulit untuk menemukan 
kesalahan pembukuan yang terjadi, dan 
sulit di kontrol. Oleh karena itu, dalam 
akuntansi terdapat sistem pencatatan 
yang lebih baik dan dapat mengatasi 
kelemahan tersebut. 
Sistem pencatatan double entry 
sering juga disebut dengan sistem tata 
buku berpasangan. Menurut sistem ini 
pada dasarnya suatu transaksi ekonomi 
dicatat dua kali, sehingga membentuk 
perkiraan dalam dua sisi berlawanan 
yaitu sisi debit dan kredit secara 
berpasangan. Menurut sisitem pencatatan 
double entry pada dasarnya suatu 
transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, 
sehingga pencatatan dengan sistem ini 
disebut dengan istilah menjurnal, dalam 
pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi 
kredit dan dalam melakukan pencatatan 
tersebut setiap pencatatan harus menjaga 
keseimbangan persamaan dasar 
akuntansi. Abdul Halim (2004).  Double 
entry accounting dapat menyediakan 
pencatatan yang akurat seperti yang 
diungkapkan oleh Keiso dan Weygandt 
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(2001): Under the universally used 
double entry system, the dual (two sides) 
affect of each transaction is recorded in 
appropriate account. This system 
providers alogical method for recording 
transaction. It also offer a mean if 
proving the accuracy of the 
recordedamounts. If every transactions 
recorded with equal debits and credits, 
then the sun of all the debits to the 
accountants must equal the sum of all 
the credits. 
Dengan digunakannya double 
entry accounting maka setiap transaksi 
yang terjadi akan dicatat pada akun yang 
tepat, karena masing-masing akun 
penyeimbang berfungsi sebagai media 
cross check. Selain ketepatan dalam 
pencatatan transaksi, double entry 
accounting juga memiliki kemampuan 
untuk mencatat transaksi dalam jumlah 
nominal yang akurat, karena jumlah sisi 
debit harus sama dengan sisi kredit.  
Sistem pencatatan triple entry 
adalah pelaksanaan pencatatan dengan 
menggunakan sistem pencatatan double 
entry, ditambah dengan pencatatan pada 
buku anggaran. Jadi, sementara sistem 
pencatatan double entry dijalankan, 
Pejabat Pengelola Keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) 
maupun bagian keuangan atau Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga 
mencatat transaksi tersebut pada buku 
anggaran, sehingga pencatatan tersebut 
akan berefek pada sisa anggaran.   
 
Pengakuan Akuntansi 
Pengakuan akuntansi merupakan 
penetapan kapan suatu transaksi dicatat. 
untuk menentukan kapan suatu transaksi 
dicatat, digunakan berbagai 
sistem/basis/dasar akuntansi. Menurut 
Partomo (2001): Sistem/ basis/ dasar 
pencatatan adalah himpunan-himpunan 
standar-standar akuntansi yang 
menetapkan kapan dampak keuangan 
dari transaksi-transaksi dan peristiwa-
peristiwa lainnya harus diakui untuk 
tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis 
tersebut berkaitan dengan penetapan 
waktu atas pengukuran yang dilakukan, 
terlepas dari sifat pengukuran tersebut. 
Basis akuntansi berhubungan 
dengan saat mengakui (mencatat) 
pendapatan dan biaya atau belanja 
(expenditure). Ada dua basis akuntansi, 
yaitu basis kas (cash basis) dan basis 
akrual (accrual basis). Selain itu, juga 
dikenal basis kas modofikasi (modified 
cash basis) serta basis akrual modifikasi 
(modified accrual basis). Beberapa 
orang berpendapat bahwa secara 
konseptual hanya terdapat dua basis 
akuntansi, yaitu basis kas (cash basis) 
dan basis akrual (accrual basis). Basis 
diantara keduanya hanya merupakan 
langkah transisi dari basis kas dan basis 
akrual. 
Pengakuan akuntansi untuk 
sektor publik dan sektor swasta berbeda 
penerapannya, untuk sektor publik terdiri 
atas : 
1. Basis Kas (cash basis) 
2. Basis Akrual (accrual basis) 
3. Basis Kas Modifikasi (modified cash 
basis) 
4. Basis Akrual Modifikasi (modified 
accrual basis) 
Dalam lembaga pemerintahan 
yang relatif masih kecil dan aktivitasnya 
tidak banyak serta sederhana (tidak 
rumit), maka penerapan cash basis masih 
dipandang sebagai pengecualian dan 
tidak perlu dipermasalahkan meskipun 
secara tertulis banyak mengandung 
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kelemahan (Kusnadi; 2001).  Adapun 
karakteristik kas basis (cash basis) 
adalah mengukur aliran dari sumber kas, 
transaksi keuangan diakui pada saat 
uang diterima ataupun dibayarkan, 
menunjukkan ketaatan pada batas 
anggaran belanja dan pada peraturan 
lain, menghasilkan laporan yang kurang 
komprehensif bagi pengambil keputusan 
(Indra bastian; 2002)  
 
Siklus Akuntansi 
Akuntansi adalah suatu sistem, 
yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas 
subsistem-subsistem atau kesatuan lebih 
kecil yang saling berhubungan dan 
mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem 
mengolah input (masukan) menjadi 
output (keluaran).  Input sistem 
akuntansi adalah bukti-bukti transaksi 
dalam bentuk dokumen atau formulir. 
Outputnya adalah laporan keuangan.  
Menurut SR Soemarso (2004, 
hal. 90) “siklus akuntansi akuntansi 
adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai 
dari terjadinya transaksi sampai dengan 
penyusunan laporan keuangan hingga 
siap untuk pencatatan transaksi periode 
berikutnya yang terjadi secara terus 
menerus.  
Pada dasarnya siklus akuntansi 
keuangan daerah mengikuti siklus 
akuntansi yang telah dijelaskan di atas, 
perbedaannya adalah pada proses 
penyusunan laporan keuangan pemda. 
Setelah menyusun neraca saldo setelah 
penyesuaian, dapat disusun laporan 
perhitungan APBD. Namun demikian, 
untuk lebih mempermudah penyusunan 
laporan keuangan yang lain, yaitu 
laporan perubahan ekuitas dana atau R/K 
pemerintah daerah, laporan aliran kas 
dan neraca, biasanya terlebih dahulu 
dilakukan proses tutup buku dengan 
membuat jurnal penutup. Kemudian, 
setelah jurnal penutup ini diposting, 
barulah disusun ketiga laporan keuangan 
tersebut. 
Menurut Indra Bastian (2007, hal. 
76) mengatakan bahwa “Siklus akuntansi 
keuangan daerah merupakan sistematika 
pencatatan transaksi keuangan pering-
kasannya dan pelaporan keuangan”. 
Dengan demikian, siklus akuntansi 
keuangan daerah merupakan tahapan-
tahapan yang dilakukan di dalam sistem 
akuntansi. Sesuai dengan pendapat 
Abdul Halim (2007, hal. 43), 
menyatakan bahwa “Siklus akuntansi 
keuangan daerah adalah tahap-tahap 
yang ada dalam sistem akuntansi”. 
Menurut Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
(pasal 265) menyebutkan “Bahwa Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
menyusun laporan keuangan yang 
meliputi: Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), Neraca, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK)”. 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
“Laporan Realisasi Anggaran 
SKPD menyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/ 
defisit dan pembiyaan yang masing-
masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode 
tertentu” (PP No. 24 Tahun 2005).  
Dalam pengertian kerangka konseptual 
akuntansi pemerintahan, laporan realisasi 
anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 
alokasi dan pemakaian sumberdaya 
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/ daerah, yang menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode 
pelaporan. 
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Informasi ini dapat dianalisis  
dengan melihat (a) selisih antara 
anggaran dengan realisasinya; (b) rasio-
rasio antar rekening, misalnya rasio total 
belanja terhadap total pendapatan, 
belanja langsung terhadap belanja tidak 
langsung, belanja langsung terhadap 
total pendapatan, belanja langsung 
terhadap PAD dan sebagainya. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “Unsur 
yang dicakup dalam Laporan Realisasi 
Anggaran terdiri dari: pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan”. 
Pendapatan adalah semua 
penerimaan kas daerah yang menambah 
ekuitas dana dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan yang 
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak 
perlu dibayar kembali oleh pemerintah 
daerah. Belanja adalah semua 
pengeluaran kas daerah yang 
mengurangi ekuitas dana dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh pemerintah daerah. 
Pembiayaan adalah setiap penerimaan 
yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran bersangkutan 
maupun tahun-tahun anggaran berikut-
nya, yang dalam penganggaran 
pemerintah daerah terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit atau 
memanfaatkan surplus anggaran.  
2. Neraca 
Neraca adalah laporan yang 
menggambarkan posisi keuangan 
pemerintah mengenai aset, kewajiban 
dan ekuitas dana pada suatu tanggal 
tertentu. Neraca ini menyajikan 
informasi mengenai posisi keuangan 
SKPD pada tanggal tertentu. Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 “Unsur yang dicakup 
dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban 
dan ekuitas dana”. 
3. Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK) 
Catatan atas Laporan Keuangan 
SKPD meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 
Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 
juga berisi informasi tentang kebijakan 
akuntansi yang dipergunakan oleh 
Pemerintah Daerah dan informasi lain 
yang diharuskan dan dianjurkan, serta 
ungkapan-ungkapan yang diperlukan 
untuk menghasilkan penyajian laporan 
keuangan secara wajar. 
Dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan mengungkapkan hal-hal yaitu 
sebagai berikut : 
a. Menyajikan informasi tentang 
ekonomi makro, kebijakan 
fiscal/keuangan dan pencapaian 
target kinerja APBD, berikut 
kendala dan hambatan yang 
dihadapi dalam pencapaian target; 
b. Menyajikan ikhtisar pencapaian 
kinerja keuangan selama tahun 
pelaporan; 
c. Menyajikan informasi tentang 
dasar penyusunan laporan 
keuangan dan kebijakan-kebijakan 
akuntansi yang dipilih untuk 
diterapkan atas transaksi-transaksi 
dan kejadian-kejadian penting 
lainnya; 
d. Menyajikan informasi tambahan 
yang diperlukan untuk penyajian 
yang wajar, yang tidak disajikan 
pada lembar muka laporan 
keuangan. 
4. Menyusun Jurnal Penutup 
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Jurnal penutup adalah jurnal yang 
dibuat untuk menutup saldo nominal 
(temporary) menjadi nol pada akhir 
periode akuntansi. Perkiraan saldo 
nominal adalah perkiraan yang 
digunakan untuk Laporan Realisasi 
Anggaran, yaitu Pendapatan dan Belanja. 
Jurnal penutup diperlukan agar semua 
perkiraan yang bersifat nominal tidak 
ikut atau tidak terbawa pada periode 
berikutnya, sehingga saldo perkiraan 
tersebut perlu dinihilkan. Pada dasarnya, 
jurnal penutup adalah mendebetkan 
perkiraan yang bersaldo kredit dan 
mengkreditkan perkiraan yang bersaldo 
debet dan selisihnya merupakan surplus 
atau defisit. Jurnal penutup akan 
mempengaruhi nilai SILPA (Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran) di neraca 
menjadi jumlah yang benar. 
 
Metode  
Teknik analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yaitu mendeskripsikan 
proses pencatatan dan pelaporan 
keuangan pada Badan Lingkungan 
Hidup Provinsi Sumatera Utara dan 
kesesuaiannya dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Objek 
penelitian Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Sumatera Utara yang beralamat 
di Jln. T. Daud No. 5 Medan. Jenis dan 
sumber data yang digunakan untuk 
memudahkan peneliti menganalisis 
pencatatan dan pelaporan keuangan pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah: 
Data Sekunder, data yang diperoleh dari 
perusahaan dalam bentuk yang sudah 
diolah sehingga lebih komparatif jika 
digunakan oleh pihak yang 
berkepentingan. Misalnya catatan 
perusahaan, bahan-bahan dokumen, 
buku yang sesuai permasalahan, serta 
data Primer yang didapat dari sumber-
sumber pertama yaitu Badan Lingkungan 
Hidup Provinsi Sumatera Utara yang 
merupakan data untuk dianalisis. 
Pengumpulan data Riset 
Lapangan (field research) yaitu 
mengumpulkan data primer dengan 
datang langsung ke Badan Lingkungan 
Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara, kemudian melakukan wawancara, 
dengan menanyai secara langsung 
pegawai pada Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Sumatera Utara yang terkait 
guna pengumpulan data yang diperlukan 
dan melakukan observasi dengan 
mengadakan peninjauan secara langsung 
terhadap kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan yang berhubungan dengan 
proses penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan, serta riset pustaka 
(library research) yaitu dengan 
mempelajari buku-buku dan tulisan yang 
berhubungan dengan masalah yang akan 
dibahas, serta melakukan penelusuran 
terhadap dokumen-dokumen yang 
mendukung penelitian. 
Analisis deskriptif merupakan 
bentuk pemaparan dari hasil temuan dari 
penelitian (Kuncoro; 2003). Analisis 
deskriptif ini memaparkan semua hasil 
penelitian berdasarkan hasil riset 
lapangan (field research) dan riset 
pustaka (library research) yang 
berkaitan dengan penelitian.   
 
Hasil dan Pembahasan 
Dalam melakukan Pencatatan 
Akuntansi Pendapatan Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu masih 
menggunakan metode lama yaitu single 
entry dan belum melakukan pencatatan 
menggunakan metode double entry 
sebagaimana yang diamanatkan oleh 
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Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Manfaat dari penerapan 
double entry accounting system menurut 
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 
dapat meminimalisasi tindakan korupsi, 
dapat dilakukannya penilaian kinerja 
pemerintah oleh masyarakat, pemerintah 
dapat mempublikasikan laporan 
keuangan, dapat membuka peluang bagi 
investor untuk penanaman modal, 
adanya kontrol yang lebih jelas dalam 
pengeluaran kas, adanya transparansi 
laporan keuangan, adanya persepsi baru 
tentang sub bagian pembukuan dan baik 
untuk pengawasan serta akan tercipta 
good governance. 
Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu masih belum menerapkan 
siklus akuntansi keuangan daerah dengan 
baik yang sesuai amanat Peraturan 
Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan, karena 
dalam menerapkan siklus akuntansi 
keuangan daerah Badan Lingkungan 
Hidup Pemprovsu hanya melakukan 
pencatatan transaksi ke dalam jurnal, 
posting ke perkiraan buku besar, 
penyusunan neraca saldo, membuat 
jurnal penyesuaian, menyusun neraca 
saldo setelah penyesuaian dan menyusun 
laporan keuangan, tetapi tidak membuat 
jurnal penutup pada akhir periode 
akuntansi.  
Sistem pencatatan akuntansi 
belanja di Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu masih menggunakan metode 
single entry dan belum menggunakan 
metode double entry dalam proses 
pencatatannya sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 
No. 24 tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu masih 
belum menerapkan siklus akuntansi 
keuangan daerah dengan baik yang 
sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 
24 tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, karena dalam 
menerapkan siklus akuntansi keuangan 
daerah Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu hanya melakukan pencatatan 
transaksi ke dalam jurnal, posting ke 
perkiraan buku besar, penyusunan neraca 
saldo, membuat jurnal penyesuaian, 
menyusun neraca saldo setelah 
penyesuaian dan menyusun laporan 
keuangan, tetapi tidak membuat jurnal 
penutup pada akhir periode akuntansi. 
Dalam melakukan Pencatatan 
Akuntansi Asset Badan Lingkungan 
Hidup Pemprovsu masih menggunakan 
metode lama yaitu single entry dan 
belum melakukan pencatatan dengan 
menggunakan metode double entry 
sebagaimana yang diamanatkan oleh 
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Pada belanja tambahan 
penghasilan bagi PNS berupa Uang 
Makan, Tunjangan Kesejahteraan, 
Tunjangan Kepala Badan dan Tunjangan 
Bendahara pada pengeluaran kas tahun 
anggaran 2011 telah tercatat nilai netto 
yang mengakibatkan tidak dicatat 
sebagai penerimaan pajak (PPh 21),  
maka pada akhir periode dibuat jurnal 
penyesuaian. 
Setelah nerara saldo setelah 
penyesuaian disusun, maka langkah 
selanjutnya PPK-SKPD menyiapkan 
laporan keuangan SKPD tahun anggaran 
berkenaan dan disampaikan kepada 
Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai 
Laporan Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan Anggaran SKPD. Laporan 
Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember  2014 ISSN 2338-6754 
 
[223] 
 
keuangan yang disusun oleh Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu, terdiri 
dari: Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuangan.  
Laporan Realisasi Anggaran 
Tahunan terdiri dari Pos Pendapatan dan 
pos Belanja. Pada pos pendapatan 
terbagi atas Pendapatan Asli Daerah, 
Laporan Realisasi Anggaran Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu untuk 
Tahun Anggaran 2011 menunjukkan 
bahwa seluruh penerimaan Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu berasal 
dari retribusi. Pada pos belanja Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu, tebagi 
atas: Belanja Operasi dan Belanja 
Modal. Neraca menyajikan asset, utang 
dan ekuitas dana pada saat (tanggal) 
akhir tahun anggaran. Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu tahun 
anggaran 2011 dan 2012 menyajikan 
informasi mengenai: 
a. Informasi tentang Ekonomi Makro, 
Kebijakan Keuangan dan Pencapaian 
Target Kinerja APBD SKPD; 
b. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja 
Keuangan SKPD; 
c. Kebijakan Akuntansi,  
d. Penjelasan Pos-pos Laporan 
Keuangan SKPD. 
Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu, Pada tahun anggaran 2011 
dan 2012 tidak melakukan pencatatan 
akuntansi Jurnal Penutup. Padahal 
Standar Akuntansi Pemerintahan, 
mengamanatkan “Setelah menyusun 
Laporan Keuangan tahunan, maka PPK-
SKPD diwajibkan untuk membuat jurnal 
penutup, tujuannya untuk menutup saldo 
perkiraan nominal agar tidak terbawa 
pada periode akuntansi tahun 
berikutnya.” 
 
 
 
 
 
Tabel  Rekapitulasi Hasil Penelitian 
 
PEMBAHASAN 
KESESUAIAN 
DENGAN SAP 
KETERANGAN 
SKPD SAP 
Penerapan Pencatatan 
Akuntansi Pendapatan 
Belum Sesuai Single Entry Double Entry 
Penerapan Pencatatan 
Akuntansi Belanja 
Belum Sesuai Single Entry    Double Entry 
Penerapan Pencatatan 
Akuntansi Asset 
Belum Sesuai Single Entry Double Entry 
Penerapan Pelaporan 
Keuangan Sesuai - - 
Penerapan Siklus Akuntansi 
Daerah Belum Sesuai 
Belum melakukan 
pencatatan Jurnal 
Penutup 
Diwajibkan untuk 
seluruh SKPD 
melakukan 
pencatatan Jurnal 
Penutup 
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Berdasarkan hasil penelitian 
melalui riset lapangan (field research), 
maka dapat dijabarkan siklus akuntansi 
daerah yang telah dilakukan oleh Badan 
Lingkungan Hidup Pemprovsu untuk 
tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 
2012, sebagai berikut : 
a. Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu melakukan pencatatan 
siklus akuntansi yang meliputi; 
Analisis Transaksi, Jurnal, Posting ke 
Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal 
Penyesuaian, Neraca Saldo setelah 
Penyesuaian, dan Laporan 
Keuangan, yang meliputi Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca 
dan Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 
b. Badan Lingkungan Hidup 
Pemprovsu belum melakukan 
pencatatan siklus akuntansi yang 
sesuai dengan amanat Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) karena masih 
belum melakukan pencatatan siklus 
akuntansi jurnal penutup; 
c. Pada Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 2005 setiap SKPD 
diwajibkan untuk mencatat siklus 
akuntansi jurnal penutup, tujuannya 
adalah untuk menutup saldo 
perkiraan nominal agar tidak 
terbawa pada periode akuntansi 
tahun berikutnya. 
Adapun hasil penelitian Riodinar 
Harianja (2008) dengan judul Penerapan 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pada 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten 
Toba Samosir menyimpulkan 
Pemerintah Daerha Kabupaten Toba 
Samosir telah menerapkan Sistem 
Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
yang dimulai untuk tahun anggaran 
2007, sementara penelitian yang 
dilakukan Kurnia Sari Nur Pangesti 
(2008) dengan judul Implementasi 
Sistem Akuntansi Keuangan SKPD 
(Studi Kasus Penerapan Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Batang). yang 
hasilnya unsur unsur pokok dan 
pendukung dalam sistem akuntansi 
keuangan SKPD di Kabupaten Batang 
berada pada keadaan yang telah sesuai 
dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006, kesesuaian menunjukkan pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap 
efektivitas implementasi sistem 
akuntansi keuangan dalam menghasilkan 
laporan keuangan. 
 
Simpulan  
Dari hasil penelitian dan analisis 
yang dilakukan terhadap pelaporan 
keuangan Pemerintah Daerah pada 
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 
Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu 
diketahui bahwa Badan Lingkungan 
Hidup Pemprovsu masih belum 
sepenuhnya melakukan pencatatan 
akuntansi keuangan dengan baik untuk 
akuntansi pendapatan, akuntansi belanja 
dan akuntansi asset sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan karena masih 
menggunakan metode pencatatan single 
entry dan bukan menggunakan metode 
yang diamanatkan oleh Standar 
Akuntansi Pemerintahan yaitu dengan 
metode double entry.  Untuk laporan 
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keuangan yang dihasilkan pada akhir 
tahun (khususnya tahun anggaran 2011 
dan 2012) terdiri dari: Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan, dimana 
format dan uraian perkiraan telah 
diklasifikasikan secara tepat sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
Adapun  saran yang diusulkan 
adalah perlu adanya sumber daya 
manusia yang memiliki spesialisasi 
dalam rangka pengelolaan pencatatan 
dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber 
daya manusia ini dapat diperoleh 
melalui perekrutan CPNS dengan 
kualifikasi di bidang akuntansi yang 
memadai serta melakukan pelatihan-
pelatihan dan bimbingan teknis 
terhadap SDM yang sudah ada. 
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